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ABSTRAK
Nama : SUPARMAN
NIM : 80100209229
Judul : Manajemen Berbasis Madrasah (Studi tentang Kepemimpinan
Kepala   Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Palopo)
Tujuan penelitian ini  adalah 1) Mengetahui tentang proses pelaksanaan
Manajemen Berbasis Madrasah di MTs Negeri Model Palopo, 2) Mengetahui faktor-
faktor penunjang dan penghambat kepemimpinan kepala MTs Negeri Model Palopo
dalam menerapkan MBM, 3) Mengetahui hasil proses pelaksanaan Manajemen
Berbasis Madrasah melalui kepemimpinan kepala MTs Negeri Model Palopo.
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Peneliti mengambil lokasi
penelitian di MTs Negeri Model Palopo dengan teknik pengumpulan data yaitu riset
kepustakaan dan riset lapangan yang terdiri dari: observasi, wawancara,
dokumentasi. Pendekatan yang digunakan adalah pedagogis, manajerial, religius,dan
sosiologis. Sumber data yaitu primer dan sekunder. Instrumen penelitian adalah
peneliti sendiri untuk mendapatkan fokus penelitian dan instrumen pendukung
adalah pedoman wawancara.
Hasil penelitian ini memberikan informasi bahwa pelaksanaan MBM di MTs
Negeri Model Palopo sudah berjalan sesuai dengan fungsi manajemen melalui
kepemimpinan kepala madrasah dengan pihak guru serta warga madrasah, walaupun
masih ada kekurangan. Kepemimpinan kepala MTs Negeri Model Palopo senantiasa
mengedepankan musyawarah dan konsultasi dengan komponen yang ada di
madrasah. Dalam pelaksanaan MBM pada MTs Negeri Model Palopo, kepala
madrasah sebagai figur kunci dalam mendorong perkembangan dan kemajuan
madrasah. Kepala madrasah senantiasa melakukan pengawasan dan evaluasi dalam
rangka melihat sejauh mana keberhasilan MBM. Faktor pendukung pelaksanaan
MBM di MTs Negeri Model Palopo adalah potensi dan kemampuan kepala
madrasah, sumber daya manusia yang profesional, dukungan sarana dan prasarana
yang cukup memadai, adanya sikap gotong royong, serta adanya iklim organisasi
yang baik. Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan MBM adalah masih
kurangnya partisipasi masyarakat, masih adanya guru atau staf kurang serius dalam
melaksanakan tugas, penggunaan sarana yang tidak tepat, serta masih ada siswa
yang kurang taat pada aturan-aturan madrasah.
Implikasi dari penelitian ini adalah: kepala madrasah diharapkan kiranya
mempertahankan kerjasama yang telah dibangun dalam menjalankan roda
kepemimpinan, mengelola madrasah dengan menerapkan MBM untuk mengantarkan
madrasah yang unggul dan berkualitas demi tercapainya tujuan pendidikan.
Selanjutnya diharapkan kepada kepala madrasah supaya selalu tetap terbuka kepada
bawahan, menghargai serta menerima segala kritik dan saran sehingga menunjang
program-program unggulan di madrasah.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam proses
peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas pendidikan
merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas
sumber daya manusia itu sendiri. Menyadari pentingnya proses peningkatan kualitas
sumber daya manusia, maka pemerintah bersama kalangan swasta telah dan terus
berupaya mewujudkan amanat tersebut melalui berbagai usaha pembangunan
pendidikan yang lebih berkualitas, antara lain melalui perbaikan kurikulum dan
sistem evaluasi, sarana pendidikan, pengembangan materi ajar, serta pelatihan bagi
tenaga pendidik1 dan tenaga kependidikan2 lainnya.
Output pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah kualitasnya. Hal ini
ditandai oleh sering terjadinya tawuran antar pelajar di berbagai kota ditambah lagi
dengan sejumlah perilaku mereka yang menjurus kriminal, penyalahgunaan narkoba
yang terus meningkat, dan pergaulan bebas di kalangan remaja. Ini merupakan bukti
bahwa pendidikan di negeri ini tidak berhasil membentuk peserta didik yang
memiliki kepribadian islami. Apabila dunia pendidikan tidak segera diatasi secara
cepat dan tepat, maka tidak mustahil sektor ini akan ditinggalkan oleh zaman.
Dengan begitu, diperlukan adanya kesadaran untuk menampilkan lembaga
1Tenaga pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen,
konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebatas lain yang sesuai
dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
2Tenaga kependidikan meliputi: pengelola satuan pendidikan, penilik, pamong belajar,
pengawas, peneliti, pengembang, pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar.
2pendidikan yang berkualitas dalam usaha memecahkan dan merespons berbagai
tantangan baru yang timbul di setiap zaman.3
Demikian juga dalam komparasi dunia internasional, mutu pendidikan
Indonesia berada pada posisi yang rendah. Hal ini menuntut segenap lembaga
pendidikan yang ada di negeri ini untuk bangkit dan berjuang dalam usaha
memperbaiki pendidikan agar menjadi lembaga yang berkualitas dan dapat
dibanggakan oleh bangsa Indonesia.4
Kedudukan pendidikan di Indonesia merupakan hal yang penting dan
mendasar, karena dengan melalui pendidikan maka usaha-usaha memperjuangkan
kehidupan rakyat yang adil dan makmur sebagai cita-cita seluruh bangsa dapat
diwujudkan secara memadai. Secara eksplisit hal tersebut tertuang dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang menegaskan bahwa salah satu
tujuan kemerdekaan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan
bangsa. Lebih tegas lagi, pentingnya pendidikan termaktub dalam pasal 31 ayat 1
dan 2 UUD 1945 yang berbunyi, “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat
pengajaran, dan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem
pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang”.
Merujuk pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, penyelenggaraan pendidikan adalah salah satu urusan wajib yang menjadi
wewenang pemerintah kabupaten/kota. Di sisi lain, Undang-Undang No. 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan
3Abuddin Nata, Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di
Indonesia, (Bogor : Kencana, 2003), h.159.
4Hari Suderadjat, Sebuah Pengantar: Pendidikan Berbasis Luas (BBE) yang Berorientasi
pada Kecakapan Hidup (Life Skill) (Cet. ke-3; Bandung: CV. Cipta Cekas Grafika, 2003), h. i.
3diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan
menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan
kemajemukan bangsa.5
Dua landasan normatif tersebut sebenarnya sudah cukup menjadi rambu-
rambu bagi pelaksanaan desentralisasi pendidikan. Akan tetapi, perlu juga adanya
standarisasi dan pengendalian mutu secara nasional sebagai upaya membentuk
kesatuan referensi dalam mencapai pendidikan yang berkualitas. Standar pendidikan
ini telah diperkuat dengan adanya PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan.6
Reformasi bidang  politik di Indonesia pada penghujung  abad ke 20 M
telah membawa perubahan besar pada kebijakan pengembangan sektor
pendidikan, yang secara umum bertumpu pada dua paradigma baru yang
otonomisasi dan demokratisasi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
otonomi daerah telah meletakkan sektor pendidikan sebagai salah satu yang
diotomisasikan bersama sektor-sektor pembangunan yang berbasis kedaerahan
lainnya seperti kehutanan, pertanian, koperasi dan pariwisata. Otonomisasi sektor
pendidikan dilimpahkan pada madrasah, agar kepala madrasah dan guru memiliki
tanggung jawab besar dalam peningkatan kualitas proses pembelajaran untuk
meningkatkan kualitas hasil belajar. Baik dan buruknya kualitas hasil belajar siswa
menjadi tanggung jawab guru dan kepala madrasah, karena pemerintah daerah
5Umiarso dan Imam Gojali, Manajemen Mutu Sekolah di Era Otonomi Pendidikan, (Cet. II;
Jogjakarta : Ircisod, 2011), h. 68.
6Ibid, h. 68.
4hanya memfasilitasi berbagai aktivitas pendidikan, baik sarana-prasarana,
ketenagaan, maupun berbagai program pembelajaran yang direncanakan sekolah.7
Melalui Manajemen Berbasis Madrasah8 diyakini bahwa prestasi belajar
siswa lebih mungkin meningkat jika manajemen pendidikan dipusatkan di sekolah
ketimbang pada tingkat daerah. Kepala madrasah9 cenderung lebih peka dan sangat
mengetahui kebutuhan murid dan madrasahnya ketimbang para birokrat di tingkat
pusat atau daerah. MBM memberikan kesempatan pengendalian lebih besar bagi
kepala madrasah, guru, murid, dan orang tua atas proses pendidikan di madrasah
mereka.
Sedangkan  salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan mutu
pendidikan adalah dengan diadakannya otonomi pendidikan, otonomi diberikan agar
sekolah dapat leluasa mengelola sumber daya dengan mengalokasikannya sesuai
dengan prioritas kebutuhan serta agar madrasah lebih tanggap terhadap kebutuhan
lingkungan setempat.10 Otonomi juga diartikan sebagai kewenangan atau
kemandirian, yaitu kemandirian dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri dan
tidak bergantung dengan orang lain. Jadi otonomi sekolah adalah kewenangan
sekolah untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga sekolah menurut prakarsa
7Lihat Dede Rosyada, Paradigma Pendidikan Demokatis (Jakarta: Kencana 2004), h. 37.
8Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) sama maknanya dengan Manajemen Berbasis
Sekolah (MBS). Oleh karena itu, apabila dalam tesis ini terdapat kata MBM maka yang di maksud
oleh penulis adalah MBS.
9Kata madrasah sama halnya dengan sekolah, maka dalam penulisan tesis ini di difokuskan
memakai kata madrasah.
10Hasbullah, Otonomi Pendidikan “Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap
Penyelanggaraan Pendidikan”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 82.
5sendiri, berdasarkan aspirasi warga sekolah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan pendidikan nasioanl yang berlaku.11
Dalam pemberian otonomi pendidikan pada suatu daerah ini dilakukan
sebagai sarana peningkatan efisiensi pemerataan pendidikan, peran serta masyarakat,
dan akuntabilitas. Secara esensial, landasan filosofis otonomi daerah adalah
pemberdayaan dan kemandirian daerah menuju kematangan dan kualitas masyarakat
yang dicita-citakan.
Di sisi lain, otonomi pendidikan ini menuntut pendekatan manajemen yang
lebih kondusif di madrasah atau sekolah agar mengakomodasi kemajuan dan sistem
yang ada di madrasah. Dalam kerangka inilah, Manajemen Berbasis Madrasah
(MBM) tampil sebagai alternatif paradigma baru manajemen pendidikan yang
ditawarkan.
Munculnya paradigma guru tentang MBM yang bertumpu pada
penciptaan iklim yang demokratisasi dan pemberian kepercayaan yang lebih
luas kepada madrasah untuk menyelenggarakan pendidikan secara efisien dan
berkualitas.
MBM juga merupakan salah satu usaha pemerintah untuk mencapai
keunggulan masyarakat bangsa dalam penguasaan ilmu dan teknologi secara
berkualitas dan berkelanjutan baik secara makro, meso, maupun mikro. Kerangka
makro erat kaitannya dengan upaya politik yang saat ini sedang ramai dibicarakan
yaitu desentralisasi kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah, aspek meso erat
kaitannya dengan kebijakan daerah tingkat provinsi sampai tingkat kabupaten,
11Ibid., h.76.
6sedangkan aspek mikro melibatkan seluruh sektor dan lembaga pendidikan yang
paling bawah, tetapi terdepan dalam pelaksanaannya, yaitu sekolah.12
MBM merupakan suatu konsep yang menawarkan otonomi pada sekolah
untuk menentukan kebijakan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi
dan pemerataan pendidikan agar dapat mengakomodasi keinginan masyarakat
setempat serta menjalain kerjasama yang erat anatar sekolah, masyarakat, dan
pemerintah.
Sedangkan tujuan utama MBM adalah meningkatkan efisiensi, mutu, dan
pemerataan pendidikan. Adapun yang dimaksud dengan peningkatan efisiensi adalah
diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya yang ada, partisipasi
masyarakat, dan penyederhanaan birokrasi. Peningkatan mutu diperoleh melalui
partisipasi orang tua, kelenturan pengelolaan madrasah, peningkatan profesionalisme
guru serta hal lain yang dapat menumbuhkembangkan suasana yang kondusif.
Sedangkan pemerataan pendidikan tampak pada tumbuhnya partsisipasi masyarakat
terutama yang mampu dan peduli, sementara yang kurang mampu akan menjadi
tanggung jawab pemerintah.13
MBM memberi peluang bagi kepala madrasah, guru, dan peserta didik untuk
melakukan inovasi dan improvisasi di madrasah, berkaitan dengan masalah
kurikulum, pembelajaran, manajerial dan lain sebagainya yang tumbuh dari aktivitas,
kreativitas, dan profesionalisme yang dimiliki. Pelibatan masyarakat dalam dewan
madrasah di bawah monitoring pemerintah, mendorong madrasah untuk lebih
terbuka, demokratis, dan bertanggung jawab. Pemberian kebebasan yang lebih luas
12E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 11.
13Ibid., h. 13
7memberi kemungkinan kepada madrasah untuk dapat menemukan jati dirinya dalam
membina peserta didik, guru, dan petugas lain yang ada di lingkungan madrasah.
Pelaksanaan MBM di madrasah tak lepas dari peran kepemimpinan kepala
madrasah sebagai tonggak utama dalam pengelolaan madrasah. Kepala madrasah
sama halnya dengan kepala sekolah. Dengan kata lain, kepala madrasah adalah kunci
keberhasilan pendidikan di madrasah. Kepemimpinan kepala madrasah sangat
menentukan kemajuan dan perkembangan pendidikan baik dari segi mutu dan
kualitas pendidikan pada suatau madrasah. Dan untuk mencapai Tujuan Pendidikan
Nasional, tidak akan sampai kearah itu tanpa didukung oleh kepemimpinan kepala
madrasah dalam pengembangan lembaga pendidikan islam yang berkualitas dan
efektif. Kepemimpinan yang efektif merupakan realisasi perpaduan bakat dan
pengalaman kepemimpinan dalam situasi yang berubah-ubah karena berlangsung
melalui interaksi antar sesama manusia. Maka begitu pentingnya kepemimpinan itu
dalam kehidupan manusia, Rasulullah saw bersabda:
(ير ﺎﺣﺑﻟا هاور) ﮫﺗﯾﻋر نﻋ لؤﺳﻣو عار ﺎﻣءﻻا ,ﮫﺗﯾﻋر نﻋ لؤﺳﻣ مﻛﻠﻛو عار مﻛﻠﻛ14
Artinya:
Masing-masing kamu adalah pengembala (pemimpin) dan masing-masing
kamu harus bertanggungjawab atas kepemimpinanmu itu...”(H>.R Bukhari).
Kepemimpinan adalah cara seseorang pemimpin mempengaruhi
perilaku bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk
mencapai tujuan organisasi. Tipe kepemimpinan yang kurang melibatkan bawahan
dalam mengambil keputusan maka akan mengakibatkan adanya disharmonisasi
hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin.
14Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj al-Quraysyi An-Naysaburi, Kitab Imarah terdapat di
Sohih Muslim. Tahun 1413 H-1992 M, jilid 3, hal. 1409. Lihat pula Hartono Ahmad Jaiz, Aliran dan
Paham Sesat di Indonesia (Cet. VI; Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2003), h. 10.
8Kepemimpinan kepala madrasah merupakan faktor pendorong untuk
mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran madrasah yang dipimpinnya menuju
madrasah yang bermutu. Bermutu dibidang pelayanan, dibidang pembelajaran,
dibidang sarana prasarana, pengembangan SDM, dibidang prestasi akademik dan
non akademik. Itulah tugas suci seorang kepala madrasah: menciptakan madrasah
yang bermutu.
Dewasa ini, salah satu aspek yang paling lemah dalam dunia madrasah adalah
aspek manajemen. Banyak guru senior yang trampil dan berpengalaman dalam
mengajar, tetapi miskin dengan management ability. Padahal pemberdayaan
madrasah hanya dapat dilakukan apabila kepala madrasah memiliki kemampuan
manajerial yang lebih dari pada kemampuan yang dimiliki sekarang, untuk
membawa madrasah menjadi madrasah yang berkualitas.
Pada dasarnya kepemimpinan  merupakan  salah  satu faktor yang
menentukan  kesuksesan implementasi MBM. Sebagaimana dikemukakan oleh
Nurholis setidaknya ada empat alasan kenapa diperlukan figur pemimpin, yaitu: 1).
banyak orang memerlukan figur pemimpin, 2). dalam beberapa situasi pemimpin
perlu tampil mewakili kelompoknya, 3). sebagai tempat pengambil alihan resiko bila
terjadi tekanan terhadap kelompoknya, 4). sebagai tempat untuk meletakkan
kekuasaan.15 Dalam MBM dimana memberikan keleluasaan kepada sekolah untuk
mengelola potensi yang dimiliki dengan melibatkan semua unsur stakeholder
untuk mencapai peningkatan kualitas sekolah tersebut. Karena sekolah memiliki
kewenangan yang sangat luas maka kehadiran figur pemimpin menjadi sangant
penting.
15Nurholis Madjid, Manajemen Berbasis Sekolah (Cet. ke-3; Jakarta: PT. Grasindo,2000), h.
152.
9Kepemimpinan yang baik tentunya sangat berdampak pada tercapai
tidaknya tujuan organisasi karena pemimpin memiliki pengaruh terhadap
kinerja yang dipimpinnya. Kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok
untuk  mencapai tujuan merupakan bagian dari kepemimpinan.16 Konsep
kepemimpinan erat sekali hubungannya dengan konsep kekuasaan. Dengan
kekuasaan pemimpin memperoleh alat untuk mempengaruhi perilaku para
pengikutnya. Terdapat beberapa sumber dan bentuk kekuasaan, yaitu kekuasaan
paksaan, legitimasi, keahlian, penghargaan, referensi, informasi, dan hubungan.17
Kepemimpinan kepala madrasah berpengaruh terhadap pelaksanaan
pendidikan dan pengajaran khususnya terhadap pembinaan guru dalam melaksanakan
tugasnya. Kepemimpinan kepala madrasah yang berkualitas akan mempengaruhi
proses pembelajaran di madrasah termasuk Madrasah Tsanawiyah Negeri Model
Palopo. Dengan situasi tersebut akan memunculkan tipe atau pola kepemimpinan
kepala madrasah dalam segala aktivitasnya mempunyai peranan yang penting
sebagai langkah menentukan efektif tidaknya kepemimpinan di madrasah dalam
mengembangkan pendidikan.
Pengembangan pendidikan Islam memerlukan perencanaan yang terpadu,
komprehensip, antisipatif terhadap berbagai perubahan yang akan terjadi di masa
depan.18 Dengan demikian untuk mencapai tujuan pendidikan yang luhur itu, maka
suatu lembaga pendidikan harus menerapkan sistem manajemen yang baik agar dari
waktu secara berkesinambungan terjadi peningkatan kualitas yang dicapai.
16Ibid., h. 154.
17Miftah Toha, Kepemimpina Dalam Manajemen (Cet ke-4; Jakarta: Rajawali Pers, 1990), h.
323.
18H.A. Malik Fajar, Visi Pembinaan Pendidikan Islam (Cet.I; Jakarta: Lembaga
Pengembangan Pendidikan dan Penyusunan Naskah Indonesia (LP3NI), 1998), h. 23.
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Manajemen Berbasis Madrasah merupakan suatu penawaran bagi madrasah
untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan lebih memadai bagi peserta
didik. Peran utama dalam pelaksanaan MBM ini terfokus kepada peranan
kepemimpinan kepala madrasah sebagai tonggak utama untuk melakukan inovasi
dan improvisasi di madrasah, berkaitan dengan masalah kurikulum, pembelajaran
manajerial dan lain sebagainya yang tumbuh dari aktivitas, kreativitas, dan
profesionalisme yang dimiliki dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.
Pengelolaan suatu lembaga pendidikan tidak lepas dari sistem manajerial
yang dilakukan oleh pimpinan dalam upaya pembinaan dan penggunaan sumber daya
pendidikan, baik SDM maupun SDA agar tujuan pendidikan dapat dicapai.
Disamping itu, untuk menunjang terwujudnya sistem manajerial yang dilakukan oleh
pimpinan, maka semua pengelola dalam lembaga pendidikan tersebut harus ikut
mendukung. Dalam hal ini semua personil tenaga pendidik, tenaga administrasi
harus bekerja secara efektif dan efisien di dalam melaksanakan tugasnya masing-
masing.
Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Palopo merupakan suatu lembaga
pembinaan peserta didik untuk memacu diri dengan prestasi menuju tercapainya
tujuan pendidikan. Untuk mencapai hal tersebut lembaga pendidikan ini harus
dikelola dengan sistem manajerial. MTs Negeri Model Palopo adalah satu-satunya
madrasah tingkat SMP yang berstatus negeri diharapkanmenjadi kiblat implementasi
tata kelola madrasah dengan sistem MBM yang baik karena didukung alokasi dana
dari pemerintah dengan fasilitas sarana dan prasarana yang cukup memadai serta
dukungan sumber daya manusia walaupun masih ada kekurangannya.
Untuk mencapai tujuan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri Model
Palopo, maka hal tersebut menjadi landasan yang dapat dijadikan sebagai ukuran.
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Pertanyaan yang muncul apakah Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Palopo, sudah
menjalankan sistem manajemen dengan baik dalam mengelola seluruh potensi yang
ada dalam menuju tercapainya tujuan pendidikan yang cita-citakan.
Sehubungan dengan observasi awal, maka dapat digambarkan tentang kondisi
MTs Negeri Model Palopo, yaitu berada di tengah kota Palopo yang berdekatan
dengan SMP Negeri 4 Palopo dan SMP Negeri 3 Palopo. Kini MTs Negeri Model
Palopo sudah melaksanakan manajemen berbasis madrasah sejak digalakkannya
MBM itu sendiri. MTs Negeri Model Palopo dalam melaksanakan MBM masih
dikatakan memiliki beberapa kekurangan diantaranya: 1) pemimpin terkadang
menentukan program secara tiba-tiba tanpa perencanaan terdahulu, 2) terjadi
pengelompokkan program tidak terorganisasi dengan baik, 3) hasil pelaksanaannya
kurang sempurna dan tidak maksimal karena mengharapkan hasil terlalu cepat tanpa
melalui proses, 4) terkadang guru-guru tidak diberdayakan untuk melaksanakan
proses pembelajaran dengan baik, lancar dan produkrif, 5) juga menurut observasi
awal peneliti bahwa di MTs Negeri Model Palopo bahwa sarana ibadah atau masjid
sangat kecil dan masih memakai dinding papan dengan lantai kasar, sehingga tidak
memuat dan nyaman warga madrasah untuk melaksanakan ibadah secara berjamaah.
Penelitian ini melakukan kajian untuk menulusuri sistem Manajemen
Berbasis Madrasah (MBM) di MTs Negeri Model Palopo melalui kepemimpinan
kepala madrasah dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan mutu
pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Palopo menuju lembaga yang
berkualitas dan madrasah yang unggul.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan pada uraian di atas, pokok masalah yang diangkat sebagai kajian
tesis ini adalah: bagaimana manajemen berbasis madrasah sebagai paradigma
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kepemimpinan kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kota Palopo? Agar
pembahasan selanjutnya sistematis dan terarah, maka permasalahan pokok dapat
dijabarkan sebagai berikut:
1. Bagaimana proses pelaksanaan manajemen berbasis madrasah di Madrasah
Tsanawiyah Negeri Model Palopo?
2. Apa faktor-faktor pendukung dan penghambat kepemimpinan kepala Madrasah
Tsanawiyah Negeri Model Palopo dalam menerapkan manajemen berbasis
madrasah?
3. Bagaimana hasil proses pelaksanaan manajemen berbasis madrasah melalui
kepemimpinan kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Palopo?
C. Fokus Penelitian
Adapun fokus penelitian tesis ini berkisar pada kepemimpinan kepala
madrasah di MTs Negeri Model Palopo dalam mengelola madrasah. Ini dapat dilihat
melalui pemgambilan kebijakan, pembagian tanggung jawab, dan serta melakukan
pengawasan dalam mengelola madrasah, fokus selanjutnya adalah implementasi
MBM dengan aspek fungsi manajemen itu sendiri yaitu: perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.. Berdasarkan dengan fokus
penelitian tersebut maka tentunya memiliki indikator agar tercapainya pendidikan
yang bermutu dan dapat meningkatkan kinerja bagi para pelaku-pelaku pendidikan
itu sendiri. Untuk mencapai indikator tersebut maka seorang pemimpin harus
memiliki peran sebagai kepala, pimpinan dan bahkan menjadi manajer. Dalam
mengelola madrasah ini memakai sistem desentralisasi melalui MBM. Pelaksaanan
MBM itu sendiri dapat didefinisikan sebagai bentuk kerjasama untuk menerapkan
unsur manajemen yaitu: perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing),
pelaksanaan (actuating), dan pengawasan (controlling).
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Judul tesis ini didukung oleh dua term penting yang perlu diberi batasan,
untuk menghindari kekeliruan dalam memahami apa yang dimaksudkan dalam tesis
ini. Istilah yang dimaksud adalah kepemimpinan kepala madrasah, manajemen
berbasis madrasah.
Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa madrasah adalah suatu lembaga
pendidikan keagamaan, dimana pelajaran yang diberikan terfokus pada pendidikan
agama dan tentunya pelajaran-pelajaran umum lainnya, ini berdasarkan pada
pengembangan kurilukum yang ada di madrasah.
D. Kajian Pustaka
Untuk melihat bagaimana kedudukan penelitian ini di antara penelitian dan
tulisan yang relevan, maka uraian berikut ini menjadi perlu dikemukakan. Penelitian
ini berkisar studi tentang kontribusi kinerja kepala madrasah terhadap efektivitas
pelaksanaan MBM di Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kota Palopo sebagai
upaya otonomi pendidikan dalam mengelola madrasah.
Konsep dasar dari manajemen berbasis madrasah tidak lepas dari pengelolaan
sekolah/madrasah sebagai upaya peningkatan mutu dan daya saing menjadikan
madrasah yang unggul. Dalam melakukan sebuah penelitian para ahli memilih
tempat penelitian di madrasah. Dengan begitu, dapat dikemukakan di sini beberapa
penelitian terdahulu mengenai MBM. Setelah itu, baru dikemukakan berbagai studi
yang pernah dilakukan terhadap Kepemimpinan Kepala madrasah, dan khususnya di
Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kota Palopo.
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Penelitian yang pernah dilakukan Hasim I. Intadja19 dengan judul: Penerapan
Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) pada Madrasah Tsanawiyah Al-Khaerat
Bunta Kabupaten Banggai. Dalam tesis tersebut dijelaskan, bahwa agar penerapan
manajemen madrasah dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai yang
diharapkan, segenap unsur MBM harus secara bersama-sama melakukan sosialisasi
peningkatan mutu pendidikan, gerakan peningkatan kualitas pendidikan yang telah
dicanamkan pemerintah, gotong royong dan kekeluargaan. Selain itu, kepala
madrasah perlu memiliki pengetahuan kepemimpinan, perencanaan yang luas
tentang madrasah, dimana kepala madrasah harus melakukan fungsinya sebagai
manajer madrasah dalam meningkatkan proses pembelajaran, dengan melakukan
supervisi kelas, membina dan memberikan saran-saran positif kepada guru,
selanjutnya kepala madrasah harus bertukar pikiran dengan guru, orang tua siswa
maupun pihak-pihak lain dianggap bisa memajukan madrasah.
Pada tahun 2008, penelitian Umiati Jawas20 diterbitkan oleh Lembaga
Penelitian Universitas Muhammadiyah Malang dengan judul: Model Kepemimpinan
Kepala madrasah dalam Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah di Tingkat
Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Malang. Dalam kerangka metodologis
penelitian ini menggunakan pendekatan deskriftif kualitatif dengan penekanan
mendeskripsikan model kepemimpinan kepala madrasah di SMA Negeri 10 Malang.
Penelitian ini menekankan model kepemimpinan yang dijalankan oleh kepala
19Hasim I. Intadja, Penerapan Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) pada Madrasah
Tsanawiyah Al-Khaerat Bunta Kabupaten Banggai. Tesis, Makassar: Universitas Islam Makassar,
2009.
20Lihat Umiati Jawas, Model Kepemimpinan Kepala madrasah dalam Pelaksanaan
Manajemen Berbasis Sekolah di Tingkat Sekolah Menegah Atas Negeri di Kota Malang. Malang:
Lembaga Penelitian Universitas Negeri Malang, 2008.
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madrasah dan memberi pengaruh yang baik terhadap proses pengelolaan dan belajar
mengajar di sekolah.
Aspek-aspek kepemimpinan yang mendapat perhatian dari kepala madrasah
adalah dalam mempromosikan pengambilan keputusan bersama, menyelaraskan
kinerja guru dan staf, menentukan program-program dan sasaran-sasaran dari
pengembangan sekolah, merencanakan strategi kerja melalui kerja tim/kelompok,
mengatur program-program instruksional sekolah, mendefinisikan standar-standar
pencapaian bagi tugas-tugas akademik siswa, mengembangkan program-program
pengembangan bagi staf sekolah, mengawasi kegiatan-kegiatan pembelajaran di
kelas, meningkatkan partisipasi dan keterlibatan orangtua dalam kegiatan-kegiatan
sekolah, dan meningkatkan hubungan sekolah dan masyarakat
Arif Rahman Tanjung21 telah melakukan studi tentang: “Gaya
Kepemimpinan Kepala madrasah dalam Penerapan Manejemen Berbasis Sekolah
pada SMA Negeri 1 Gunung Sindur Bogor, mengemukakan bahwa  gaya
kepemimipinan kepala SMA Negeri 1 Gunung Sindur kategori dalam tipe
kepemimipinan transformasional dengan ciri-ciri antara lain kepala madrasah
dalam berbagai hal membangun komitmen bersama terhadap sasaran organisasi
dan memberikan kewenangan berupa kepercayaan kepada para bawahannya yaitu
guru, staf dan karyawan untuk mencapai sasaran, jalannya organisasi bukan
digerakan oleh borikrasi tetapi oleh kesadaran bersama hal ini sejalan dengan
MBS dimana kewenangan sekolah dalam pengelolaan sangat luas, juga adanya
partisipasi aktif dari stakeholder.
21Arif Rahman Tanjung, “Kepemimpinan Kepala madrasah dalam Penerapan dalam
Manajemen Berbasis Sekolah pada SMA Negeri 1 Gunung Sindur Bogor, Skripsi, Jakarta: IUN Syarif
Hidayatullah, 2006.
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Peneliti selanjutnya, Idham Kholid22 menemukan bahwa persepsi yang baik
atas gaya kepemipinan kepala madrasah dari guru dan karyawan dapat meningkatkan
dukungan mereka akan upaya-upaya dan inovasi-inovasi yang dilakukan kepala
madrasah. Khuslan Haludhi23 menambahkan untuk meningkatkan kualitas
pendidikan diperlukan pola kepemimpinan kepala madrasah yang dapat
memberdayakan semua warga sekolah. Dari penelitian-penelitian diatas dapat
disimpulkan bahwa model kepemimpinan yang diterapkan oleh kepala madrasah
memiliki pengaruh yang kuat terhadap keefektifan pelaksanaan dan penyelenggaraan
sekolah dan mempengaruhi kinerja warga sekolah lain yang dipimpinnya. Dengan
kata lain dapat dikatakan bahwa model kepemimpinan kepala madrasah menjadi
faktor penting dalam penyelenggaraan sekolah.
Penelitian   tersebut   di   atas   memiliki   persamaan   dengan   penelitian
yang dilakukan  oleh  peneliti  berupa gaya kepemimpinan  saja  secara  teori sama.
Namun, berbeda  dari  sisi  objek  penelitian,  subjek  dan  lokasi  lainnya  berbeda,
dan  peneliti lebih  fokus pada kepemimpinan kepala madrasah dalam menerapkan
manajemen berbasis madrasah,   sehingga  penelitian  ini  layak  untuk dilaksanakan.
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dikemukakan terdahulu, maka
penelitian ini bertujuan untuk:
22Idham Kholid, Gaya Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Persepsi Guru. Tesis,
Malang: UMM, 2003.
23Khuslan Haludhi, “Kepemimpinan Kepala madrasah dalam Meningkatkan Kualitas
Pendidikan: Kajian tentang Interaksi Sosial Kelapa MIN Malang I dalam Meningkatkan Prestasi
Kerja Guru”. Tesis, Malang: UMM, 2001.
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a. Mengetahui tentang proses pelaksanaan Manajemen Berbasis Madrasah di
MTs Negeri Model Palopo.
b. Mengetahui faktor-faktor penunjang dan penghambat kepemimpinan kepala
MTs Negeri Model Palopo dalam menerapkan MBM.
c. Mengetahui hasil proses pelaksanaan Manajemen Berbasis Madrasah melalui
kepemimpinan kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Palopo.
2. Kegunaan Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan sebagai berikut:
a. Kegunaan Ilmiah
1. Dapat memberikan gambaran dan informasi yang bersifat positif bagi
lembaga pendidikan Islam pada umumnya dan Madrasah Tsanawiyah
Model Palopo.
2. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan, sebagai wujud
tanggungjawab akademik dalam rangka upaya peningkatan mutu
pendidikan.
b. Kegunaan Praktis
1. Sebagai masukan bagi kepala madrasah atau pelaku serta pengamat
pendidikan tentang kepemimpinan kepala madrasah dalam menerapkan
MBM.
2. Sebagai bahan informasi bagi pemerintah daerah bahwa kepemimpinan
kepala madrasah dalam menerapkan MBM sangat berpengaruh terhadap
peningkatan mutu pendidikan secara umum dan di Madrasah Tsanawiyah
Negeri Model Palopo.
c. Kegunaan Metodologis, sebagai bahan informasi untuk peneliti lebih lanjut di
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masa yang akan datang.
F. Garis Besar Isi Tesis
Hasil penelitian tesis ini akan dimuat dalm benruk laporan deskriftif yang
terdiri dari lima bab dalam setiap babnya terdiri dari beberapa sub bab. Adapun garis
besar isi tesis ini anatar lain:
Bab I mengemukakan latar belakang masalah, yang menguraikan data dan
fakta berupa penjelasan mengenai alasan sehingga masalah ini signifikan dari
penulisan tesis ini. Kemudian dijelaskan pula rumusan masalah, yang terdiri atas tiga
pertanyaan masalah agar penelitian ini mendapat kajian yang jelas dan sistematis,
fokus penelitian, yang bertujuan untuk menghindari kesalapahaman dalam
menafsirkan variabel yang ada. Kajian pustaka, yang merupakan uraian tentang
hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tesis ini. Tujuan dan kegunaan
penelitian, yang menggambarkan tentang tujuan dan kegunaan dari tesis ini, dan
selanjutnya diuraikan tentang Garis Besar Isi Tesis.
Bab II dibahas tinjauan teoritis tentang landasan teori yang menunjang
pembahasan penelitian yakni tinjauan efektifitas kepemimpinan kepala madrasah,
implementasi MBM. Dalam bab ini diuraikan tentang teori-teori yang digunakan,
pendapat para ahli yang dirujuk mengenai masalah yang dibahas. Bab ini dibagi
menjadi sub-sub yang terdiri atas: Manajemen Berbasis Madrasah, Kepemimpinan,
dan Kepemimpian Kepala Madrasah dan Kerangka Pikir.
Bab III dibahas tentang metodologi penelitian. Bab ini menjelaskan tentang
teori, proses dan teknik yang digunakan dalam penelitian ini, yang terdiri atas
beberapa sub bab yang mencakup: jenis dan lokasi penelitian, sumber data,
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instrumen penelitian, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, teknik
pengolahan dan analisis data dan pengujian keabsahan data.
Bab IV membahas tentang pelaksanaan MBM melalui kepemimpianan kepala
MTs Negeri Model Palopo. Dalam bab ini diuraikan sub-sub bab, yaitu: sekilas
profil lokasi penelitian, yang mencakup tentang visi dan misi, keadaan tenaga
pendidik, tenaga administrasi, peserta didik, sarana dan prasarana, pengurus komite.
Selanjutnya diuraikan tentang Gambaran pelaksanaan manajemen berbasis madrasah
di Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Palopo, Gambaran peranan kepemimpinan
kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Palopo dalam menerapkan manajemen
berbasis madrasah, Faktor-faktor pendukung dan penghambat kepemimpinan kepala
Madrasah Tsanawiyah Negeri Model  Palopo dalam menerapkan manajemen
berbasis madrasah dan upaya-upaya yang dilakukan oleh kepala madrasah bersama
warga MTs Negeri Model Palopo dalam mengatasi hamabatan tersebut.
Bab V adalah penutup yang meliputi beberapa kesimpulan dari hasil
penelitian, dan implikasi penelitian dan dibagian akhir tesis ini terdapat Daftar
Pustaka, Lampiran-lampiran dan Riwayat Hidup Penulis.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Teori tentang Manajemen Berbasis Madrasah
1. Pengertian MBM (Manajemen Berbasis Madrasah)
Istilah Manajemen Berbasis Madrasah merupakan terjemahan dari “school
Based Management”. Istilah ini pertama kali muncul di Amerika Serikat ketika
masyarakat mulai mempertanyakan relevansi pendidikan dengan tuntutan dan
perkembangan masyarakat setempat.1 MBM ini muncul pada tahun 1970-an sebagai
alternatif untuk mereformasi pengelolaan pendidikan atau sekolah. Reformasi itu
dapat diperlukan karena kinerja sekolah selama puluhan tahun tidak dapat
menunjukan peningkatan yang berarti dalam memenuhi tuntutan perubahan
lingkungan sekolah.
Pengertian Manajemen Berbasis Madrasah menurut beberapa ahli:
Menurut E. Mulyasa: “MBM merupakan salah satu wujud dari reformasi
pendidikan yang menawarkan kepada sekolah untuk menyediakan pendidikan
yang lebih baik dan memadai bagi para peserta didik. Otonomi dalam
manajemen merupakan potensi bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja para
staff, menawarkan partisipasi langsung kelompok-kelompok yang terkait, dan
meningatkan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan.”2
Menurut Nanang Fatah: “MBM merupakan pendekatan politik yang
bertujuan untuk mendesain ulang pengelolaan sekolah dengan memberikan
kekuasaan kepada kepala sekolah dan meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam upaya perbaikan kinerja sekolah yang mencakup guru, siswa, komite
1Ibtisan Abu Duhou, School Based Management (Jakarta: Kencana, 2004), h. 7.
2E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi dan Implementasi (Bandung:
PT. Remaja Rosdakarya, 2004), h. 24.
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sekolah, orang tua siswa dan masyarakat. Manajemen berbasis Madrasah
mengubah sistem pengambilan keputusan dengan memindahkan otoritas dalam
pengambilan keputusan dan manajemen ke setiap yang berkepentingan di
tingkat lokal Local Stakeholder.”3
Menurut Bedjo Sudjanto: “MBM merupakan model manajemen pendidikan
yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah. Disamping itu, MBM
juga mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan langsung
semua warga sekolah yang dilayani dengan tetap selaras pada kebijakan nasional
pendidikan.”4
Secara bahasa, MBM berasal dari tiga kata, yaitu manajemen, berbasis, dan
madrasah. Manajemen adalah proses menggunakan sumber daya secara efektif untuk
mencapai sasaran.5 Berbasis memiliki kata dasar basis yang berarti dasar atau asas.6
Sedangkan madrasah berarti lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat untuk
menerima dan memberikan pelajaran.7 Berdasarkan makna leksikal tersebut, maka
Manajemen Berbasis Sekolah dapat diartikan sebagai penggunaan sumber daya yang
berasaskan pada madrasah itu sendiri dalam proses pengajaran atau pembelajaran.
Jadi, MBM merupakan sebuah strategi untuk memajukan pendidikan dengan
mentransfer keputusan penting memberikan otoritas dari negara dan pemerintah
daerah kepada individu pelaksana di madrasah.8 MBM menyediakan kepala
madrasah, guru, siswa, dan orang tua kontrol yang sangat besar dalam proses
3Nanang Fatah, Konsep Manajemen Berbasis Sekolah dan Dewan Sekolah (Bandung:
Pustaka Bani Quraisy, 2003), h. 8.
4Bedjo Sudjanto, Mensiasati Manajemen Berbasis Sekolah di Era Krisis yang
berkepanjangan (Jakarta: ICW, 2004), h. 25.
5Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 708.
6Ibid, h. 111.
7Ibid, h. 113.
8Ade Irawan dkk, Mendagangkan Sekolah (studi kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah).
(Jakarta: ICW, 2000), h. 14.
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pendidikan dengan memberi mereka kewenangan dan tanggung jawab penuh untuk
secara mandiri menetapkan program-program pendidikan termasuk kurikulum dan
implikasinya terhadap berbagai  kebijakan madrasah sesuai dengan visi, misi dan
tujuan pendidikan yang hendak dicapai madrasah.
Dalam konteks manajeman pendidikan menurut MBM, berbeda dari
manajemen pendidikan sebelumnya yang semua serba diatur dari pemerintah pusat.
Sebaliknya, manajemen pendidikan model MBM ini berpusat pada sumber daya
yang ada di madrasah itu sendiri. Dengan demikian, akan terjadi perubahan
paradigma manajemen madrasah, yaitu yang semula diatur oleh birokrasi di luar
madrasah menuju pengelolaan yang berbasis pada potensi internal madrasah itu
sendiri yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah (kepala madrasah,
guru, siswa, karyawan, orang tua siswa dan masyarakat) untuk meningkatkan mutu
madrasah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional.
Peningkatan kualitas pendidikan bukanlah tugas yang ringan karena tidak
hanya berkaitan dengan permasalahan teknis, tetapi mancakup berbagai persolaan
yang sangat rumit dan kompleks, baik yang menyangkut perencanaan, pendanaan,
maupun efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan sistem madrasah. Peningkatan
kualitas pendidikan juga menuntut manajemen pendidikan yang lebih baik.
Sayangnya, selama ini aspek manajemen pendidikan pada berbagai tingkat dan
satuan pendidikan belum mendapat perhatian yang serius sehingga komponen sistem
pendidikan kurang berfungsi dengan baik.
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Dalam manajemen pendidikan dikenal dua mekanisme pengaturan, yaitu:
sistem sentralisasi9 dan desentralisasi10. Dari kedua sistem ini yang berdasarkan
otonomi daerah dalam pengembangan madrasah demi peningkatan pendidikan maka
masing-masing daerah memakai sistem desentralisasi.
Dengan demikian, pada hakikatnya MBM merupakan desentralisasi
kewenangan yang memandang madrasah secara individual. Sebagai bentuk alternatif
madrasah dalam program desentralisasi bidang pendidikan, maka otonomi diberikan
agar madrasah dapat leluasa mengelola sumberdaya dengan mengalokasikannya
sesuai dengan prioritas kebutuhan di samping agar madrasah lebih tanggap terhadap
kebutuhan setempat.
Implementasi desentralisasi manajemen pendidikan adalah kewenangan yang
lebih besar diberikan kepada kabupaten dan kota untuk mengelola pendidikan sesuai
dengan potensi dan kebutuhan daerahnya; perubahan kelembagaan untuk memenuhi
kebutuhan dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas dalam perencanaan dan
pelaksanaan pada unit-unit kerja di daerah; kepegawaian yang menyangkut
perubahan dan pemberdayaan sumber daya manusia yang menekankan pada
profesionalisme; serta perubahan-perubahan anggaran pembangunan pendidikan
(DIP) yang dikelola langsung dari BKPN (Bappenas) ke kabupaten dalam bentuk
9Dalam sistem sentralisasi, segala sesuatu yang berkenaan dengan penyelenggaraan
pendidikan diatur secara ketat oleh pemerintah pusat.
10Sementara dalam sistem desentralisasi, wewenang pengaturan tersebut diserahkan kepada
pemerintah daerah, dalam artian sebagai pelimpahan kekuasaan oleh pusat kepada aparat pengelola
pendidikan yang ada di daerah baik pada tingkat provinsi maupun lokal, sebagai perpanjangan aparat
pusat untuk meningkatkan efisiensi kerja dalam pengelolaan pendidikan daerah.
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program khusus sehingga menghilangkan ketakutan dan pengotakan dalam
penanganan anggaran.11
Desentralisasi pengelolaan madrasah perlu diletakkan dalam rangka mengisi
kebhinekaan dalam wadah negara kesatuan yang dijiwai oleh rasa persatuan dan
kesatuan  bangsa, bukan berdasarkan kepentingan kelompok dan daerah secara
sempit.
Pelaksanaan desentralisasi dalam pengelolaan madrasah memerlukan
kesiapan berbagi perangkat pendukung di daerah. Sedikitnya terdapat empat hal
yang harus dipersiapkan agar pelaksanaan desentralisasi berhasil, yaitu (1) peraturan
perundang-undangan yang mengatur desentralisasi pendidikan dari tingkat daerah,
provinsi sampai tingkat kelembagaan; (2) pembinaan kemampuan daerah; (3)
pembentukan perencanaan unit yang betanggung jawab untuk menyusun
perencanaan pendidikan, dan (4) perangkat sosial, berupa kesiapan masyarakat
setempat untuk menerima dan membantu menciptakan iklim yang kondusif bagi
pelaksanaan desentralisasi tersebut.12
Manajemen yang dikenal dalam wacana-wacana ilmiah oleh pakar dikenal
sebagai inti dari kegiatan administrasi. Terkait Departemen Agama menerbitkan
buku berjudul Manajemen Berbasis Madrasah yang secara terurai menjelaskan lima
aspek manajemen madrasah, yaitu kurikulum dan pembelajaran, kepemimpinan,
hubungan madrasah dengan masyarakat, padanan dan faktor pendukung keberhasilan
berupa kekuatan dan peluang madrasah.
11BPPN dan Bank Dunia. School Based Manajemen (Jakarta BPPN dan Bank Dunia, 1999),
h. 23.
12E. Mulyasa, op. cit., h. 23
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Pemberlakuan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada sekolah-sekolah
umum oleh Departemen Pendidikan Nasional yang kemudian juga diadopsi oleh
Depatemen Agama dengan istilah ‘Manajemen Berbasis Madrasah (MBM)’.
Depatemen Agama telah mengadakan studi kelayakan untuk menerapkan MBM ini,
seperti ungkapan dibawah ini:
“Depatemen Agama melalui Puslitbang Agama pernah mengadakan studi
kelayakan pada madrasah-madrasah di Indonesia. Studi dilaksanakan di
sebelas kabupaten pada delapan provinsi. Studi yang dilakukan pada tahun
2006 itu menunjukkan semua madrasah yang diteliti menyatakan kesiapan
melaksanakan MBM. Namun, sebagian besar termasuk dalam kategori belum
telalu lanyak untuk melaksanakan kebijakan itu”.13
Jadi pemberlakuan MBM pada madrasah-madrasah di seluruh Indonesia
sebenarnya telah dilakukan, walaupun masih ada indikasi kekuranglayakannya. Salah
satu indikasi kekuranglayakannya itu adalah masih ditemukan perbedaan persepsi
dalam menanggapi kebijakan otonomi pendidikan dan cenderung menafsirkan
otonomisasi sebagai pelepasan tanggung jawab pemerintah pusat terhadap madrasah,
sementara realitasnya masih menghadapi kesulitan pada aspek ketenagaan,
pendanaan, dan pembinaan manajemen.
2. Karakteristik MBM
MBM memiliki karakter yang perlu dipahami oleh madrasah yang akan
menerapkannya, karakteristik tersebut merupakan ciri khas yang dimiliki sehingga
membedakan dari sesuatu yang lain. B. Suryosubroto, berpendapat bahwa indikator
yang menunjukkan karakteristik dari konsep MBM sebagai berikut:
a. Lingkungan sekolah yang aman dan tertib;
b. Sekolah memiliki visi dan target mutu yang ingin dicapai;
13Rozikun, Ahmad dan Namadudin, Strategi Perencanaan Manajemen Berbasis Madrasah
(MBM) di Tingkat Madrasah (Jakarta: PT. Lista Fariska Putra, 2001), h. 5.
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c. Sekolah memiliki kepemimpinan yang kuat;
d. Adanya harapan yang tinggi dari personel sekolah (kepala madrasah, guru,
dan staf lainnya, termasuk siswa) untuk berprestasi;
e. Adanya pengembangan staf madrasah yang terus menerus sesuai tuntutan
IPTEK;
f. Adanya pelaksanaan evaluasi yang terus menerus terhadap berbagai aspek
akademis dan administratif, serta pemanfaatan hasil untuk
penyempurnaan/perbaikan mutu, dan
g. Adanya kominukasi dan dukungan intensif dari orang tua siswa serta
masyarakat.14
Karakteristik Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS)
dapat dilihat pula melalui pendidikan sistem. Hal ini didasari oleh pengertian bahwa
madrasah merupakan “Sebuah sistem sehingga penguraian karakteristik MPMBS
berdasarkan pada input, proses dan output”.15
1. Input Pendidikan
Dalam input pendidikan ini meliputi; (a) memiliki kebijakan, tujuan, dan
sasaran mutu yang jelas, (b) sumber daya yang tersedia dan siap, (c) staf
yang kompeten dan berdedikasi tinggi, (d) memiliki harapan prestasi yang
tinggi, (e) fokus pada pelanggan.
2. Proses
Dalam proses terdapat sejumlah karakter yaitu; (a) PBM yang memiliki
tingkat efektifitas yang tinggi, (b) Kepemimpinan madrasah yang kuat, (c)
Lingkungan madrasah yang aman dan tertib, (d) Pengelolaan tenaga
kependidikan yang efektif, (e) Sekolah memiliki budaya mutu, (f) Madrasah
memiliki team work yang kompak, cerdas, dan dinamis.
14B. Suryosubroto, Manajemen Pendidikan di Sekolah (Jakarta: Renika Cipta, 2004), h. 195.
15Depdiknas, MPMBS, Konsep dan Pelaksanaan (Jakarta: depdiknas dirjen diknasmen
direktorat SLTP, 2001), h. 9.
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3. Output yang diharapkan
Output sekolah adalah prestasi madrasah yang dihasilkan melalui proses
pembelajaran dan manajemen di madrasah. Pada umumnya output dapat di
klasifikasikan menjadi dua yaitu output berupa prestasi akademik yang
berupa NEM, lomba karya ilmuah remaja, cara-cara berfikir (kritis, kreatif,
nalar, rasionalog, induktif, deduktif, dan ilmiah). Dan output non akademik,
berupa keingintahuan yang tinggi, harga diri, kejujuran, kerjasama yang
baik, toleransi, kedisiplinan, prestasi olahraga, kesenian dari para peserta
didik dan sebagainya.
MBM ditawarkan sebagai bentuk operasional desentralisasi pendidikan
akan memberikan wawasan baru terhadap sistem yang sedang berjalan selama ini.
Hal ini diharapkan dapat membawa dampak terhadap peningkatan efisiensi dan
efektifitas kinerja madrasah, dengan menyediakan layanan pendidikan yan
komprehensif atas kebutuhan warga madrasah. Karena peserta didik biasanya datang
dari berbagai latar belakang kesukuan dan tingkat sosial, salah satu perhatian
madrasah harus ditujukan pada asas pemerataan, baik dalam bidang sosial, ekonomi
dan budaya, dan hal ini menjadi tanggung jawab kepada pengelola madrasah untuk
membenahi dan meningkatakan kualitas madrasah.
Karakteristik MBM dapat juga diketahui antara lain dari bagaimana
madrasah dapat mengoptimalkan kinerja organisasi madrasah, proses belajar
mengajar, pengelolaan daya manusia, dan pengelolaan sumber daya administrasi.16
Dapat dilihat ciri-ciri MBM dalam bagan berikut:
16E. Mulyasa, op. cit., h. 29.
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Tabel 1.1
Ciri-ciri MBM17
Organisasi
Sekolah
Proses Belajar
Mengajar
Sumber Daya
Manusia
Sumber Daya dan
Administrasi
Menyediakan
manajemen
organisasi
kepemimpinan
transformasional
dalam mencapai
tujuan sekolah
Meningkatkan
kualitas belajar
siswa
Memberdayakan
staf dan
menempatkan
personel yang
dapat melayani
keperluan semua
siswa
Mengidentifikasi
sumber daya yang
diperlukan dan
mengalokasikan
sumber daya
tersebut sesuai
dengan kebutuhan
Menyusun
rencana sekolah
dan merumuskan
kebijakan untuk
sekolahnya
sendiri
Mengembangkan
kurikulum yang
cocok dan tanggap
terhadap
kebutuhan siswa
dan masyarakat
sekolah
Memilih staf
yang memiliki
wawasan
manajemen
berbasis
madrasah
Mengelola dana
sekolah
Mengelola
kegiatan
operasional
sekolah
Menyelenggarakan
pengajaran yang
efektif
Menyediakan
kegiatan untuk
pengembangan
profesi pada
semua staf
Menyediakan
dukungan
administratif
Menjamin adanya
komunikasi yang
efektif antara
sekolah/ dan
masyarakat
terkait (school
community)
Menyediakan
program
pengembangan
yang diperlukan
siswa
Menjamin
kesejahteraan
staf dan siswa
Mengelolah dan
memelihara
gedung dan sarana
lainnya.
Menjamin
terpeliharanya
sekolah yang
bertanggung
jawab (akuntabel
kepada
masyarakat dan
pemerintah)
Program
pengembangan
yang diperlukan
siswa
Kesejahteraan
staf dan siswa
Memelihara
gedung dan sarana
lainnya
17Ibid., h. 10.
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3. Tujuan Manajemen Berbasis Madrasah
Tujuan utama MBM adalah meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan
pendidikan. Peningkatan efisiensi  diperoleh melalui keleluasaan mengelola
sumber daya yang ada, partisipasi masyarakat, dan penyederhanaan birokrasi.
Peningkatan mutu diperoleh melalui partisipasi orang tua, kelenturan pengelolaan
madrasah, peningkatan profesionalisme guru, adanya hadiah dan hukuman sebagai
kontrol, serta hal lain yang dapat menumbuh kembangkan suasana yang kondusif.18
Tujuan yang lain manajemen berbasis madrasah adalah  peningkatan mutu
pendidikan. Dengan adanya MBM, madrasah dan masyarakat tidak perlu lagi
menunggu perintah dari atas. Mereka dapat mengembangkan  suatu visi pendidikan
yang sesuai dengan keadaan setempat dan melaksanakan visi tersebut secara
mandiri. Kepala madrasah mempunyai dua peran utama, pertama sebagai
pemimpin institusi bagi para guru,  dan kedua memberikan pimpinan dalam
manajemen. Pembaharuan pendidikan melalui manajemen berbasis madrasah dan
komite sekolah yang diperkenalkan sebagai bagian dari desentralisasi memberikan
kepada kepala madrasah kesempatan yang lebih besar untuk menerapkan dengan
lebih mantap berbagai fungsi dari kedua peran tersebut.
MBM bertujuan untuk meningkatkan kinerja madrasah melalui pemberian
kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada madrasah yang
dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tata madrasah yang baik yaitu
partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Peningkatan kinerja madrasah
yang dimaksud meliputi peningkatan kualitas, efektivitas, efisiensi,
produktivitas, dan inovasi pendidikan.
18Ibid., h.13.
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MBM memiliki unsur pokok sekolah (constituent) memegang kontrol
yang lebih besar pada setiap kejadian di sekolah. Unsur pokok sekolah inilah
yang kemudian menjadi lembaga non-struktural yang disebut komite sekolah yang
anggotanya terdiri dari guru, kepala madrasah, administrator, orang tua,
anggota masyarakat dan murid.
Sementara itu baik berdasarkan kajian pelaksanaan dinegara-negara lain,
maupun yang tersurat dan tersirat dalam kebijakan pemerintah dan UU sisdiknas
No. 20 Tahun 2003, tentang pendidikan berbasis masyarakat pasal 55 ayat 1:
Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada
pendidikan formal dan non formal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan
sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat. Berkaitan dengan pasal tersebut
setidaknya ada empat aspek yaitu: kualitas (mutu) dan relevansi, keadilan,
efektifitas dan efisiensi, serta akuntabilitas.
1). MBM bertujuan mencapai mutu quality dan relevansi pendidikan yang
setinggi-tingginya, dengan tolok ukur penilaian pada hasil output dan outcome
bukan pada metodologi atau prosesnya. Mutu dan relevansi ada yang
memandangnya sebagai satu kesatuan substansi, artinya hasil pendidikan
yang bermutu sekaligus yangrelevandenganberbagai kebutuhan dan konteksnya.
Bagi yang memisahkan keduanya, maka mutu lebih merujuk pada dicapainya
tujuan spesifik oleh siswa (lulusan), seperti nilai ujian atau prestasi lainnya,
sedangkan relevansi lebih merujuk pada manfaat dari apa yang diperoleh siswa
melalui pendidikan dalam berbagai lingkup/tuntutan kehidupan (dampak),
termasuk juga ranah pendidikan yang tidak diujikan.
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2). MBM bertujuan menjamin keadilan bagi setiap anak untuk memperoleh
layanan pendidikan yang bermutu di madrasah yang bersangkutan. Dengan
asumsi bahwa setiap anak berpotensi untuk belajar, maka MBM memberi
keleluasaan kepada setiap madrasah untuk  menangani  setiap anak  dengan latar
belakang sosial ekonomi dan psikologis yang beragam untuk memperoleh
kesempatan dan layanan yang memungkinkan semua anak dan masing-masing
anak berkembang secara optimal. Sungguhpun antara madrasah harus saling
memacu prestasi, tetapi setiap madrasah harus melayani setiap anak (bukan hanya
yang pandai), dan secara keseluruhan madrasah harus mencapai standar
kompetensi minimal bagi setiap anak yang diluluskan. Keadilan ini begitu
penting, sehingga para ahli madrasah efektif menyingkat tujuan madrasah efektif
hanya mutu dan keadilan atau quality and equity.
3). MBM bertujuan meningkatkan  efektifitas dan efisiensi. Efektifitas berhubungan
dengan  proses,  prosedur,  dan  ketepat-gunaan  semua  input yang  dipaki  dalam
proses  pendidikan  di madrasah,  sehingga  menghasilkan hasil belajar siswa seperti
yang diharapkan  (sesuai tujuan). Efektif-tidaknya suatu madrasah diketahui lebih
pasti  setelah  ada  hasil,  atau  dinilai  hasilnya. Sebaliknya   untuk   mencapai   hasil
yang   baik,   diupayakan   menerapkan indikator-indikator atau ciri-ciri madrasah
efektif. Dengan menerapkan MBM diharapkan setiap madrasah, sesuai kondisi
masing-masing, dapat menerapkan metode  yang  tepat  (yang dikuasai),  dan  input
lain  yang tepat  pula  (sesuai lingkungan  dan  konteks  sosial  budaya), sehingga
semua  input  tepat guna dan tepat sasaran. Atau dengan kata lain, efektif untuk
meningkatkan mutu pendidikan. Sementara itu, efisiensi berhubungan dengan   nilai
uang yang  dikeluarkan  atau  harga untuk  memenuhi  semua  input  (proses dan
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semua   input   yang   digunakan   dalam   proses)   dibandingkan   atau dihubungkan
dengan hasilnya (hasil belajar siswa).
4) MBM bertujuan meningkatkan akuntabilitas sekolah dan komitmen semua
stakeholders. Akuntabilitas adalah pertanggung jawaban atas semua yang
dikerjakan sesuai wewenang dan tanggung jawab yang diperolehnya. Selama
ini pertanggung jawaban madrasah lebih pada masalah administratif keuangan dan
bersifat vertikal sesuai jalur birokrasi. Pertanggung jawaban yang bersifat teknis
edukatif terbatas pada pelaksanaan program sesuai petunjuk dan pedoman dari
pusat (pusat dalam arti nasional, maupun pusat- pusat birokrasi di bawahnya),
tanpa pertanggung jawaban hasil pelaksanaan program.19
Dari ke empat tujuan MBM di atas madrasah dituntut agar senantiasa
menggali kualitas pendidikan sehingga tercapai tujuan pendidikan dan menjadikan
madrasah yang unggul.
4. Manfaat Manajemen Berbasis Madrasah
Manajemen Berbasis Madrasah memberikan kebebasan dan kekuasaan yang
besar pada madrasah, disertai seperangkat tanggung jawab. Dengan adanya otonomi
yang memberikan tanggung jawab pengelolaan sumber daya dan pengembangan
strategi MBM sesuai dengan kondisi setempat, madrasah dapat lebih meningkatkan
kesejahteraan guru sehingga dapat lebih berkosentrasi pada tugas. Keleluasaan
dalam mengelola sumber daya dan dalam menyertakan untuk berpartisipasi,
mendorong profesionalisme kepala madrasah dalam peranannya sebagai manajer
maupun pemimpin madrasah. Dengan diberikannya kesempatan kepada mdrasah
19Umaedi, Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah (Jakarta: CEQM, 2004), h. 35.
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untuk menyusun kurikulum, guru didorong untuk berinovasi, dengan melakukan
eksperimentasi-eksperimentasi di lingkungan madrasahnya.
Dengan demikian, MBM mendorong profesionalisme guru dan kepala
madrasah sebagai pemimpin pendidikan di madrasah. Melalui penyusunan kurikulum
efektif, rasa tanggap madrasah terhadap kebutuhan setempat meningkat dan
menjamin layanan pendidikan sesuai dengan tuntutan peserta didik dan masyarakat.
5. Strategi Implementasi MBM
MBM merupakan strategi peningkatan kualitas pendidikan melalui
otoritas pengambilan keputusan dari pemerintah daerah ke madrasah. Dalam hal
ini madrasah dipandang sebagai unit dasar pengembangan yang bergantung pada
redistribusi otoritas pengambilan keputusan di dalamnya terkandung desentralisasi
kewenangan yang diberikan kepada madrasah untuk membuat keputusan.20
Dengan demikian pada hakekatnya MBM merupakan desentralisasi kewenangan
yang memandang madrasah secara individual. Sebagai bentuk alternative
madrasah dalam program desentralisasi bidang pendidikan, maka otonomi
diberikan agar madrasah dapat leluasa mengelola sumber daya dengan
mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan disamping agar madrasah
lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat.
Merupakan suatu model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar
kepada madrasah dan mendorong madrasah untuk melakukan pengambilan
keputusan secara partisipatif dalam memenuhi kebutuhan mutu madrasah atau
untuk mencapai sasaran mutu madrasah. Keputusan partisipatif yang dimaksud
adalah cara pengambilan keputusan melalui penciptaan lingkungan yang
20Nurkolis, Manajemen Berbasis Sekolah (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia,
2003), h. 25.
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terbuka dan demokratik, dimana warga madrasah (guru, siswa, karyawan,
orangtua siswa, tokoh masyarakat) didorong untuk terlibat langsung dalam
proses pengambilan keputusan yang dapat berkonstribusi terhadap pencapaian
tujuan madrasah.
MBM menyediakan layanan pendidikan yang komprehensif dan tanggap
terhadap kebutuhan masyarakat madrasah setempat. Karena peserta didik
biasanya datang dari berbagai latar belakang kesukuan dan tingkat sosial,
salah satu perhatian madrasah harus ditujukan pada asas pemerataan (peluang
yang sama untuk memperoleh kesempatan dalam bidang sosial, ekonomi, dan
politik). Di lain pihak, madrasah juga harus meningkatkan efisiensi, partisipasi,
dan mutu serta bertanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah. Ciri-ciri
MBM,   bisa   diketahui antara lain   dari   sudut  sejauh   mana madrasah dapat
mengoptimalkan kemampuan manajemen madrasah, terutama dalam  pemberdayaan
sumber daya yang ada menyangkut sumber daya kepala madrasah dan guru,
partisipasi  masyarakat, pendapatan daerah dan orang  tua, juga anggaran madrasah
sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 2.2
Kemampuan Manajemen Madrasah
Kemampuan
madrasah
Kepala
madrasah dan
Guru
Partisipasi
Masyarakat
Pendapatan
daerah dan
orang tua
Anggaran
madrasah
1. Madrasah
dengan
kemampuan
manajemen
tinggi
Kepala
madrasah dan
guru
berkompetensi
tinggi (termasuk
kepemimpinan)
Partisipasi
masyarakat
tinggi
termasuk
dukungan
dana)
Pendapatan
daerah dan
orang tua
tinggi
Anggaran
madrasah di
luar anggaran
pemerintah
besar
2. Madrasah
dengan
Kepala
madrasah dan
Partisipasi
masyarakat
Pendapatan
daerah dan
Anggaran
madrasah
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kemampuan
manajemen
sedang
guru
berkompetensi
sedang
(termasuk
kepemimpinan)
sedang
termasuk
dukungan
dana)
orang tua
sedang
diluar
anggaran
pemerintah
sedang
3. Madrasah
dengan
kemampuan
manajemen
rendah
Kepala
madrasah dan
guru
berkompetensi
rendah(termasuk
kepemimpinan)
Partisipasi
masyarakat
kurang
termasuk
dukungan
dana)
Pendapatan
daerah dan
orang tua
rendah
Anggaran
madrash
diluar
anggaran
pemerintah
kecil atau
tidak ada21
Secara konsepsional manajemen berbasis madrasah diharapkan membawa
dampak terhadap peningkatan kerja madrasah dalam hal mutu, efisiensi manajemen
keuangan, pemerataan kesempatan, dan pencapaian tujuan politik (perkembangan
iklim demokrasi) suatu bangsa lewat perubahan kebijakan desentralisasi di
berbagai aspek seperti politik, edukatif, administrasi, manajemen dan anggaran
pendidikan.
Konsekuensi penerapan MBM menjadi tanggung jawab dan ditangani oleh
madrasah secara profesional. Aspek-aspek yang menjadi bidang garapan sekolah
meliputi:
a. Perencanaan dan evaluasi program madrasah,
b. Pengelolaan kurikulum yang bersifat inklusif,
c. Pengelolaan proses belajar mengajar,
d. Pengelolaan ketenagaan,
e. Pengelolaan perlengkapan dan peralatan,
f. Pengelolaan keuangan,
g. Pelayanan siswa,
21E. Mulyasa, op. cit., h. 59.
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h. Hubungan madrasah-masyarakat,
i. Pengelolaan iklim madrasah.22
Seperti telah dinyatakan di atas, konsep MBM dalam prakteknya
menggambarkan sifat-sifat otonomi madrasah, dan oleh karenanya sering pula
disebut sebagai site-based management, yang merujuk pada perlunya
memperhatikan kondisi dan potensi kelembagaan setempat dalam mengelola
madrasah. Makna berbasis madrasah dalam konsep MBM sama sekali tidak
meninggalkan kebijakan-kebijakan strategis yang ditetapkan oleh pemerintah
pusat atau daerah otonomi.
Sejak digulirkannya reformasi dan telah diundangkannya UU Otonomi
Daerah, UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU Nomor 25
Tahun 1999 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pusat dan daerah (kini
disempurnakan menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004),
telah mengubah segala peraturan dari yang bersifat sentralisai menjadi
desentralisasi.23
Kewenangan yang penuh dan luas bagi madrasah untuk mengembangkan
lembaga menjadi sebuah pendidikan yang maju dan mandiri serta bertanggungjawab
terimplementasikan dalam bentuk manajemen yang berbasis madrasah. Kepala
madrasah perlu memiliki pengetahuan kepemimpinan, perencanaan dan pandangan
yang luas tentang kependidikan. Wibawa kepala madrasah harus
ditumbuhkembangkan dengan meningkatkan sikap kepedulian, semangat belajar,
22http://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen berbasis sekolah. diunduh di Palopo pada hari
Jum’at 25 November 2011.
23Hasbullah, Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap
Penyelenggaraan Pendidikan (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 65-66.
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disiplin kerja, keteladanan dan hubungan manusiawi sebagai modal perwujudan
iklim kerja yang kondusif.
Implementasi MBM di Indonesia perlu didukung oleh perubahan
mendasar dalam kebijakan pengelolaan madrasah, dengan memperhatikan iklim
lembaga yang kondusif, otonomi madrasah, kewajiban madrasah, kepemimpinan
kepala madrasah yang demokratis dan professional, serta partisipasi masyarakat
dan orangtua peserta didik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan
pengawasan pendidikan di madrasah.
Tolak ukur kesuksesan implementasi Manajemen Berbasis Madrasah (MBM)
ditentukan oleh tingkst efektifitas madrasah dalam melakukan perencanaan, program
dan pengambilan keputusan. Kesuksesan MBM membutuhkan waktu lama dan
kehati-hatian. Ada delapan kiat-kiat meraih  kesuksesan MBM,24 yaitu:
Pertama, Melakukan demokratisasi pendidikan dengan menjalankan sistem
pengambilan keputusan dan program terpadu. Pengalaman yang sering terjadi,
kegagalan satu program dan keputusan seringkali melahirkan prasangka buruk.
Misalnya Departemen Agama menganggap pihak madrasah tidak memahami
gambaran utuh sehingga program restrukturasi madrasah tidak berhasil. Sebaliknya
pihak madrasah berkelik kebijakan Departemen Agama tidak memahami efek dari
tuntutan dan keputusannya karena tidak dibarengi dengan sosialisasi, pemberian
subsidi dan bantuan.
Kedua, Membangun sinergi menyongsong perubahan. Dengan pemberlakuan
MBM berarti peran-peran yang dimiliki Departeman Agama, madrasah, kepala
madrasah, staf dan guru semuanya berubah. Hal ini sangat tepat dalam latar
24Ahmad Rozikun dan Namabuddin, Strategi Perencanaan Manajemen Berbasis Madrasah
(MBM) di  Tingkat Madrasah (Cet. II; Jakarta: PT. Lista Fariska, 2008), h. 13.
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belakang kelompok pengambilan keputusan dimana kegiatan-kegiatan dan pola
interaksi baru sangat dibutuhkan. Olehnya itu, anggota MBM harus bekerja dalam
suasana tanggung jawab bersama mencapai kesuksesan.
Kegita, Pengembangan wawasan dan leadership skill. Leadership adalah isu
kunci dalam MBM. Sebenarnya istilah MBM dapat diartikan manajemen berbasis
kepemimpinan. Sebab sebagai konsekuensi dari decition making mengharuskan agar
terutama kepala madrasah dan guru mampu mengembangkan wawasan dan
mengasah leadership skill-nya. Tujuan leadership pada semua level adalah sama,
yaitu: membantu madrasah dan setiap guru untuk mengekspresikan kemampuan
kreativitas, dan inovasi mereka dalam mengembangkan strategi guna memperbaiki
kualitas program dan layanan program pendidikan.
Keempat, Merumuskan visi bersama. Menciptakan visi bersama dari tahap
awal secara bersama-sama dapat meningkatkan hubungan kerjasama dengan anggota
lain di madrasah. Dalam konteks ini visi bersama harus merupakan sebuah
pernyataan tentang tujuan dan cita-cita yang lebih luas serta berorientasi kedepan
bagi madrasah dan programnya. Visi harus dinyatakan dengan bahasa yang
sederhana dan terinci. Dalam istilah yang sederhana, visi harus menjelaskan
pandangan orang tua, siswa maupun guru dan staf mengenai madrasah. Dengan
demikian, pendekatan ini akan memberikan pernyataan tugas yang dapat
direalisasikan kedalam kegiatan, interaksi, dan sikap sehari-hari semua anggota yang
ada didalam organisasi.
Kelima, Mengembangkan keahlian dan melakukan perencanaan strategis.
Dewasa ini perencanaan strategis merupakan tuntutan penting yang harus dijalani
madrasah. Lingkungan madrasah, kebutuhan/tuntutan dan batas madrasah,
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kebutuhan para siswa, dan sumber-sumber yang ada di madrasah adalah perubahan-
perubahan yang selalu terjadi. Salah satu perubahan ini adalah standar meningkatnya
jumlah ketentuan, standar program yang dibuat secara internal. Di samping itu,
kebutuhan dan syarat keterlibatan orang tua dan staf akan menyebabkan
peningkatan tingkat keterlibatan masyarakat dan pengelolaan madrasah. Mereka
yang kemudian tergabung dalam majelis madrasah akan bekerja secara independen
dalam membuat program-program internal untuk mendukung program madrasah.
Keenam, Meningkatkan suasana lingkungan kerja. Kesuksesan MBM
sebagian besar tergantung pada tingkatan dimana MBM dapat membuat perubahan-
perubahan nyata dalam keseharian komponen yang terlibat dalam MBM. Sebab
perubahan yang ditawarkan MBM ialah ia memiliki potensi untuk perbaikan
madrasah dalam dua bidang yang saling berkaitan, yaitu: (1) Kualitas program dan
layanan pendidikan yang diberikan kepada para siswa, orang tua, dan masyarakat,
dan (2) Kualitas lingkungan bagi semua komponen yang terlibat dalam skenario
MBM. Lingkungan kerja secara sederhana dimaksudkan sebagai kondisi dimana
komponen MBM bekerja. Kondisi-kondisi semacam ini mempengaruhi kemampuan
komponen MBM secara lansung dalam memberikan layanan dan program pendidikan
dengan efektif.
Ketujuh, Memahami dinamika kelompok. Dengan memperhatikan kondisi
nyata birokrasi madrasah dan hadirnya peran majelis madrasah, baik karena
dikondisikan oleh pengelola madrasah maupun kurang pahamnya peranan majelis
madrasah, maka dalam rangka kesuksesan MBM seluruh komponennya harus bisa
memahami dinamika kelompok. Hal ini teramat penting karena aplikasi MBM
memerlukan tanggung jawab dan otoritas baru yang lebih luas bagi masing-masing
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komponen. Pada umumnya, kelompok mengalami beberapa tahapan pengembangan,
yaitu kegiatan-kegiatan pembentukan awal, periode komplik dan permasalahan,
akhirnya sampai pada tahap pengasahan dan analisa yang produktif. Hanya saja lebih
baiknya dalam dinamika kelompok dilalui tahapan-tahapan seperti; mempersiapkan
bahan, mempelajari bahan dengan melakukan komplikasi terhadap keterampilan-
keterampilan baru, penyampaian pandangan pertama, walaupun dilakukan satu
pihak, baru dikaji bersama berupa; menetapkan arah dan tujuan bagi perbaikan
madrasah, setelah itu melakukan perencanaan, implementasi, serta peninjauan
kembali terhadap strategi-strategi perbaikan.
Kedelapan, Menjelaskan akuntabilitas. Ada beberapa pertanyaan yang
muncul mengenai MBM, yaitu; siapa yang bertanggung jawab, kepada siapa, dan
untuk tujuan apa?, Bagaimana akuntabilitas individu dan perannya. Disini terdapat
empat syarat penting suksesnya akuntabilitas, yaitu:
1. Akuntabilitas harus dijelaskan dalam kerja sama antara Mapenda, Majelis
Madrasah dan kepala madrasah serta guru.
2. Akuntabilitas harus disampaikan dengan jelas dan bersifat reguler dalam
semua tingkatan.
3. Akuntabilitas menjadi struktur bagi individu dan kelompok dalam kegiatan
dan interaksi mereka dengan orang lain.
4. Akuntabilitas menjadi dasar bagi setiap orang.
Meskipun defenisi akuntabilitas bisa berbeda karena uniknya kebutuhan dan
masalah yang ada di masing-masing madrasah, namun khusus terfokus pada apa
yang dihasilkan individu dan kelompok dan bagaimana mereka menhasilkannya.
Sebagi contoh, guru bertanggung jawab tidak hanya materi apa yang mereka ajarkan,
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tetapi juga bagaimana mengerjakannya. Dan majelis madrasah bertanggung jawab
terhadap keputusan yang mereka buat dan bagaimana mereka mengambil keputusan
tersebut.
Dalam MBM, kebijakan berbagai hal seperti: pengembangan kurikulum dan
pembelajaran beserta sistem evaluasinya harus didesentralisasikan ke madrasah, agar
sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat secara lebih fleksibel.
Pemerintah pusat, dalam hal ini Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional,
hanya menetapkan standar nasional, yang pengembangannya diserahkan kepada
madrasah. Dengan demikian, desentralisasi kebijakan dalam pengembangan
kurikulum dan pembelajaran beserta sistem evaluasinya merupakan prasyarat untuk
mengimplementasikan MBM.
6. Komponen Manajemen Berbasis Madrasah
Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan
Depag RI lebih mendapatkan kata kunci diberlakukannya MBM, yaitu terletak pada
empat komponen:25
a. Pelimpahan dan Pembagian Wewenang
Desentralisasi kewenangan dilakukan dengan cara pelimpahan
wewenang kepada aktor tingkat madrasah (kepala madrash, guru, dan orang
tua) untuk mengambil keputusan. Untuk mengoperasikan pelimpahan
wewenang tersebut dibutuhkan adanya pembagian kewenangan yang jelas
antara dewan madrasah, pemerintah maupun para pelaksana pendidikan di
madrasah. Dewan madrasah yang anggotanya terdiri dari kepala madrasah,
25Depag RI, Perencanaan Pendidikan Menuju Madrasah Mandiri (Jakarta: Balitbang, 2001), h
32-34.
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tokoh masyarakat, pemerintah, orang tua, guru dan siswa diberi kewenangan
untuk membuat kebijakan, aturan-aturan dan menyetujui program madrasah
yang dilaksanakan. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menyiapkan
anggaran, mendapatkan kurikulum nasional serta menyelenggarakan ujian
nasional untuk sertifikasi lanjutan studi dan bekerja.
b. Informasi Dua Arah dan Tanggung Jawab untuk Kemajuan
Informasi bersifat dua arah, yaitu dari atas ke bawah dan dari bawah
ke atas yang berisi tentang ide, isu-isu dan gagasan pelaksanaan tugas serta
kinerja, produktivitas sikap pegawai. Informasi yang dua arah akan
memungkinkan terjadinya proses komunikasi yang dialogis dan efektif
sehingga semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan dapat
dibagi informasi dalam upaya pengambilan keputusan atau perbaikan-
perbaikan penyeelenggaraan pendidikan. Selain itu, desentralisasi informasi
juga bermanfaat untuk menguatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab
bersama untuk memajukan madrasah atau pendidikan.
c. Bentuk dan Distribusi Penghargaan
Penghargaan dalam bentuk penggajian, insentif maupun penghargaan
non material dalam internal (produk kerja, kepuasan kerja) maupun bentuk
penghargaan eksternal (pujian, uang, dan penghargaan lainnya) akan
terdistribusikan secara tepat terhadap individu-individu sesuai dengan
kontribusi, partisipasi dan tingkat keberhasilannya di dalam pelaksanaan
tugas yang diembannya. Kondisi seperti itu akan memungkinkan setiap
pegawai untuk merasa bangga terhadap tugasnya, mendorong untuk
berpartisipasi atau bekerja sepenuhnya serta akan bertanggung jawab
terhadap segala keputusan dan tindakan yang dilakukannya.
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d. Penetapan Standar Pengetahuan dan Keterampilan
Desentralisasi pengetahuan dan keterampilan berkaitan erat dengan
penetapan standar kompetensi yang variatif sesuai dengan tuntutan yang ada
serta memberikan peluang kepada pihak-pihak pelaksana pendidikan untuk
senantiasa meningkatkan kompetensinya secara mandiri dengan penuh
kesadaran dan tanggung jawab terhadap yang dihasilkannya. Kondisi tersebut
diharapkan akan menghilangkan sikap saling melemparkan tanggung jawab
atas hasil pendidikan.
Dari pembahasan di atas jelas bahwa dalam pelaksanaan MBM memerlukan
kerjasama yang baik, pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah, pemberian
penghargaan sesuai dengan hasil kinerja dan pemberian motivasi. Selain itu,
kewenangan kepala madrasah menjadikan pimpinan yang efektif dan menjadikan
kondisi kerja yang nyaman dan terjalin hubungan silaturahim yang baik.
7. Rancangan dan Perencanaan MBM
Salah satu tahapan dalam mengaplikasiakan MBM adalah membuat
rancangan dan perencanaan. Rancangan berarti sebuah rencana, program atau desain
yang disusun menurut tapan tertentu untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
Sedang perencanaan adalah proses, cara perbuatan merancang (merencanakan sama
dengan merangkai sesuatu yang akan dikerjakan).
Komponen inti dari perencanaan adalah sebuah visi masa depan yang
diarahkan pada misi dasar dari madrasah guna menyediakan program dan layanan
pendidikan yang layak diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
disekitarnya. Hal ini penting dilakukan karena menghimpun dan mengakomodir
tuntutan dan kebutuhan komponen seringkali menjadi hambatan dalam
mempersiapkan rancangan strategis madrasah ke depan. Karena itu, yang diperlukan
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dalam membuat rancangan dan perencanaan strategis ialah menciptakan sebuah visi
dasar dan mengembangkan komitmen bersama dalam pencapiannya.
8. Madrasah dan Problematika Kehandalan Manajemen
Beberapa tahun silam, ketika madrasah masih dikelola dengan sistem
manajemen tradisional, tidak sedikit orang yang merasa prihatin dengan daya
tahannya, sebagaimana kekhawatiran tidak saja karena ketertinggalannya dalam
mereduksi pengguna media teknologi dan hal-hal yang berbau moderen, tetapi juga
karena diidentifikasi dengan kelemahan, marjinal dan keterbelakangan. Hal mana
tertumpu pada kehandalan aspek manajerialnya.
Untuk menghubungkan antara madrasah dengan manajemen, maka keduanya
harus dipahami sebagai dua hal yang saling interelasi dan kausalitas, serta dituntut
ekwivalensinya. Dalam hal lain pendidikan sebagai sebuah konsep dan realitas, harus
pula dicermati sebagai aktifitas yang fungsional, sehingga pendidikan dengan
sendirinya dipandang sebagai bagian dari usaha seseorang atau kelompok orang
untuk membina dan mengembangkan setiap variabel yang ada di dalamnya.
Semenjak dikembangkannya MBM maka madrasah diberikan kebebasan dan
kewenangan yang luas disertai seperangkat tanggungjawab pengelolaan, baik sumber
daya, strategi kesejahteraan maupun kurikulum. Dengan diberikannya kesempatan
mengembangkan kurikulum, guru didorong untuk berinvrovisasi dan berinovasi
melakukan berbagai eksperimen di lingkungan madrasah. Dengan demikian jenis ini
manajemen ini mendorong profesionalisme kepala madrasah dan guru sebagai
pemimpin pendidikan pada garis terdepan.
Di era globalisasi ini, implementasi manajemen yang efektif pada madrasah
pelu didukung oleh perubahan mendasar dalam kebijakan pengelolaan madrasah
yang menyangkut aspek-aspek berikut:
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a. Iklim madrasah yang kondusif
b. Otonomi madrasah
c. Kewajiban madrasah
d. Kepemimpinan madrasah yang demokratis dan profesional
e. Revitalisasi partisipasi masyarakat dan orang tua.26
Dalam manajemen dikenal dengan empat unsur yaitu:27
a. Perencanaan (planning)
Perencanaan merupakan salah satu hal penting yang perlu dibuat untuk setiap
usaha dalam rangka mencapai tujuan. Perencanaan adalah penentuan secara matang
dan cerdas tentang apa yang akan dikerjakan yang akan datang dalam rangka
mencapai tujuan.
b. Pengorganisasian (organizing)
Pengorganisasian adalah proses penentuan, pegelompokkan dan penyusunan
macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-
orang pada kegiatan-kegiatan ini (membagi tugas dan tanggung jawab), penunjukan
hubungan wewenang yang diberikan terhadap setiap orang yang berhubungan
dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan.
c. Pelaksanaan (actuating)
Pelaksanaan adalah kegaiatan untuk mengarahkan orang lain agar bekerja dan
bertindak serta berupaya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing
untuk mencapai tujuan bersama.
26Departemen Agama RI, Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah. t.c (Jakarta: Ditjen
Bimbaga Islam bekerja sama dengan Direktorat Madrasah dan PAI pada Sekolah Umum, 2003), h.
21-26.
27Marno dan Triyo Supriyatno, Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam
(Cet: I; Bandung: PT  Refika Aditama, 2008), h. 12.
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d. Pengawasan (controlling)
Pengawasan dapat diartikan sebagai pengukuran dan perbaikan terhadap
pelaksanaan kerja bawahan agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai
tujuan dan terselenggara dengan baik.
Dengan mengorientasi pembinaan manajemen madrasah yang demikian,
diharapkan madrasah memiliki kehandalan mempertahankan nilai-nilai
subtansialnya dan mengadopsi nilai-nilai baru yang mengandung nilai lebih,
madrasah diharapkan mampu berkomunikasi dalam dinamika kekinian, dengan
mengedepankan prinsip-prinsip pengembangan sumber daya manusia yang
berkualitas, beriman dan bertakwa (imtaq) dan berilmu pengetahuan dan
berteknologi (iptek).
B. Kepemimpinan
1. Konsep tentang Kepemimpinan
Pemimpin merupakan faktor penentu dalam kesuksesan atau gagalnya suatu
lembaga atau organisasi. Pemimpin yang sukses itu mampu mengelola organisasi,
bisa mempengaruhi secara konstruktif orang lain, dan menunjukkan jalan serta
perilaku benar yang harus dikerjakan bersama-sama (melakukan kerja sama), dan
bahkan kepemimpinan sangat memengaruhi semangat kerja kelompok.28 Seorang
pemimpin harus mampu memberikan dorongan kepada anggota kelompoknya untuk
bekerja denagn penuh rasa tanggung jawab serta dapat bekerjasama untuk mencapai
tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
Kepemimpinan dalam bahasa inggris Leadership berarti “ being a leader
power of leading “ atau the qualities of leader. Secara bahasa, makna kepemimpinan
28M. Sulthon dan Moh. Khusnuridlo, Manajemen Pondok Pesantren dalam Persfektif Global.
(Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2006), h. 42.
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itu adalah kekuatan atau kualitas seseorang pemimpin dalam mengarahkan apa yang
dipimpinnya untuk mencapai tujuan. Menurut Ownes yang dikutif Sudarwin D. dan
Suparno mendefinisikan kepemimpinan sebagai suatu interaksi antara satu pihak
sebagai yang memimpin dengan pihak yang dipimpin.29 Sedangkan, James Lipham,
seperti yang diikuti oleh M. Ngalim Purwanto, mendefinisikan kepemimpinan adalah
permulaan dari suatu struktur atau prosedur baru untuk mencapai dan sasaran
organisasi atau untuk mengubah tujuan-tujuan dan sasaran organisasi.30 J. Salusu
mengatakan bahwa kepemimpinan sebagai kekuatan dalam mempengaruhi orang
lain agar ikut serta dalam mencapai tujuan umum.31
Dari beberapa definisi kepemimpinan tersebut dapat disimpulkan bahwa
kepemimpinan adalh suatu kegiatan memengaruhi orang lain agar orang lain tersebut
mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kepemimpinan juga
sering dikenal sebagi kemampuan untuk memperoleh konsensus anggota organisasi
untuk melakukan tugas manajemen agar tujuan organisasi tercapai. Dari konsep
tentang kepemimpinan yang tertera di atas ini menunjukkan bahwa seorang
pemimpin haruslah memiliki pegnaruh yang kuat sehingga mampu memimpin
bawahan serta organisasi yang dipimpinnya. Maka dari itu ada beberapa unsur
kepemimpinan, yaitu adanya unsur kader penggerak, adanya peserta yang
digerakkan, adanya komunikasi, adanya tujuan organisasi, dan adanya manfaat yang
tidak hanya dinikmati oleh sebagian anggota tapi secara menyeluruh.
29Sudarwin Danim dan Suparno, Managemen dan Kepemimpinan Transformasional
Kekepalasekolahan: Visi dan Strategi Sukses Era Tehnologi, Situasi Kritis, dan Internalisasi
Pendidikan (Jakarta: Renika Cipta, 2009), h. 3.
30M. Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 2007), h. 27.
31http://Manajemen.blog.com/pengambilan keputusan. Diunduh di Palopo tanggal: 08
Februari 2012.
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Dalam kegiatannya bahwa pemimpin memiliki kekuasaan untuk
mengerahkan dan memengaruhi bawahannya sehubungan dengan tugas-tugas yang
harus dilaksanakan. Dan dalam pemberian tugas pemimpin harus mengarahkan dan
membimbing dengan jelas agar bawahan dalam melaksanakan tugasnya dapat
dengan mudah dan hasil yang dicapai sesuai harapan.
Kepemimpinan Islam tentunya selalu menerapkan nilai-nilai ajaran Islam.
Seperti halnya pada lembaga keagamaan, maka simbol keislaman menjadi penting
sebagai ciri dari sebuah organisasi, tetapi sistem dan mekanisme manajerialnya jauh
lebih utama, artinya jika sebuah organisasi berlabel Islam maka tidak cukup hanya
dengan label semata tetapi prinsip-prinsip ajaran Islam harus mewarnai prilaku orang-
orang yang terlibat di dalamnya.
Di dalam Al-Qur’an dijelaskan tentang kepemimpinan dalam bentuk khalifah
terdapat pada Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 30:
                       
                   

Terjemahnya:
Dan (ingatlah) ketika Tuhan-mu Berfirman kepada para malaikat,
"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi."
mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu
orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah,
padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan
Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak
kamu ketahui.”32
32Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: CV. Diponegoro, 2008), h. 6.
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Dengan demikian, kepemimpinan mencakup distribusi kekuasaan yang tidak
sama di antara pemimpin dan anggotanya. Pemimpin mempunyai wewenang untuk
mengarahkan anggota dan juga dapat memberikan pengaruh. Dengan kata lain, para
pemimpin tidak hanya dapat memerintah bawahan apa yang harus dilakukan, tetapi
juga dapat memengaruhi bagaimana bawahan melaksanakan perintahnya sehingga
terjalin hubungan sosial yang saling berinteraksi antara pemimpin dengan bawahan
sehingga terjadi suatu hubungan timbal balik. Namun, di suatu sisi, pemimpin harus
sadar bahwa semua aspek yang berada dibawahnya harus diberlakukan secara
humanity untuk mengurangi atau mengeliminasi konflik dalam organisasi tersebut.33
2. Tipe-tipe Kepemimpian
Kepemimpinan menjadi inti dari semua gerakan aktivitas, aktivitas,
perubahan, dan bahkan kemajuan kehidupan. Kepemimpinan memang merupakan
persoalan yang memiliki banyak segi. Oleh karena itu, dapat ditinjau dari berbagai
sudut seperti pengangkatannya, perilaku atau gayanya, dan keresmian
kedudukannya.
Uraian tentang kepemimpinan diatas, penulis lebih lanjut akan menguraikan
beberapa macam tipe. Tipe-tipe yang dimaksud dalam hal ini dikaitkan dengan
perilaku para pribadi yang menjalankan fungsi suatu kepemimpinan itu. Diantara
tipe tersebut adalah: Kepemimpinan Demokratis, Otoriter, dan Karismatik.34
a. Kepemimpinan Demokratis
Tipe kepemimpinan demokratis menempatkan manusia sebagai faktor
utamadan terpenting dalam setiap kelompok atau organisasi. Tipe
33Mulyadi, “Wajah Baru Penghulu,” dalam Jurnal Mimbar: Pembangun Agama, No.
249/Jumadil Ula/Jumadil Tsani/Th. 1428 H/Juni 2007/Th. XX, h. 38.
34Nur Khalik, Kepemimpinan Kaum Muda (Cet. I; Klaten: Cempaka Putih, 2010), h. 20.
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kepemimpinan demokratis diwujudkan dengan dominasi perilaku sebagai
pelindung dan penyelamat serta perilaku yang cenderung memajukan dan
mengembangkan organisasi atau kelompok.
Selain itu, kepemimpinan demokratis juga diwujudkan melalui perilaku
yang menempatkan fungsi kepemimpinan sebagai pelaksana (eksekutif).
Dengan ketiga perilaku kepemimpinan tersebut berarti gaya kepemimpinan
tipe ini diwarnai dengan upaya mewujudkan dan mengembangkan hubungan
manusiawi (human relationship) yang efektif, berdasarkan prinsip saling
menghormati dan menghargai antara yang satu dengan yang lain. Pemimpin
memandang dan menempatkan orang-orang yang dipimpinnya sebagai subjek.
Mereka yang dipimpin itu dipandang memiliki kepribadian dengan segala
aspeknya. Kemauan, kehendak, kemampuan, ide, pendapat, minat atau
perhatian, kreativitas, inisiatif, dan sebagainya dari yang dipimpin itu
dipersepsikan berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena
itu, semua itu akan selalu dihargai dan disalurkan dengan wajar.
Berdasarkan prinsip tersebut di atas, dalam tipe kepemimpinan ini selalu
terlihat usaha untuk memanfaatkan setiap orang yang dipimpin. Proses
kepemimpinan diwujudkan dengan cara memberikan kesempatan yang luas
bagi anggota kelompok atau organisasi untuk berpartisipasi dalam setiap
kegiatan. Partisipasi itu disesuaikan dengan posisi atau jabatan masing-
masing, di samping memperhatikan pula tingkat dan jenis kemampuan setiap
anggota kelompok atau organisasi.
Kepemimpinan dengan tipe demokratis dalam mengambil keputusan
sangat mementingkan musyawarah, yang diwujudkan pada setiap jenjang dan
di dalam unit masing-masing. Aktivitas dirasakan sebagai kebutuhan dalam
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mewujudkan partisipasi, yang berdampak pada perkembangan dan kemajuan
kelompok atau organisasi secara keseluruhan. Tidak ada perasaan tertekan dan
takut, pemimpin selalu dihormati dan disegani secara wajar.
Ciri-ciri Kepemimpinan Demokratis antara lain35:
1) Dalam menggerakkan bawahan selalu bertitik tolak dai pendapat,
bahwa manusia itu adalah makhluk yang termulia di dunia.
2) Selalu berusaha menselaraskan kepentingan dan tujuan pribadi dengan
kepentingan serta tujuan organisasi.
3) Senang menerima saran, pendapat, bahkan kritik dari bawahannya.
4) Mentolerir bawahan yang membuat kesalahn, juga memberikan
pendidikan kepada bawahan agar tidak membuat kesalahan dengan
tidak mengurangi daya kreativitas, daya inisiatif, serta daya prakarsa.
5) Lebih menempatkan kerja sama dalam mencapai tujuan.
6) Selalu berusaha mendorong bawahannya lebih sukses.
7) Mengembangkan kapasitas dirinya (sang pemimpin) sebagai
pemimpin.
Kelebihan kepemimpinan demokratis dalam memutuskan sesuatu,
yaitu akan memuaskan banyak kelompok dan kebijakan diambil akan
memberikan sebuah kepuasan tertentu karena dimungkinkan untuk
mengakomodasi berbagai kalangan.  Dengan mendengarkan sesuatu, akan
mudah diambil suatu langkah kebijakan yang padu dan melibatkan
masyarakat.
Sementara kelemahannya, sering kali cara-cara demokratis itu berubah
menjadi cara yang bertele-tele, kadang digunakan kekuatan-kekuatan
35Ibid, h. 21.
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tertentu yang dominan untuk menunjukkan kekuatan lewat pengerahan
massa dan laskar-laskar sipil. Kelemahan yang lain, cara demokratis
kadang terlalu mengidealkan sesuatu untuk mengakomodasi semua
kelompok. Termasuk kepemimpinan pada suatu lembaga pendidikan itu
sendiri.
b. Kepemimpinan Otoriter
Kepemimpinan otoriter atau otokratis merupakan tipe kepemimpinan yang
paling tua dikenal manusia. Tipe kepemimpinan ini menempatkan kekuasaan
di tangan satu orang atau sekelompok kecil orang yang di antara mereka tetap
ada seorang yang paling berkuasa. Pemimpin bertindak sebagai penguasa
tunggal. Orang-orang yang dipimpin yang jumlahnya lebih banyak merupakan
pihak yang dikuasai, yang disebut bawahan atau anak buah. Kedudukan
bawahan semata-mata sebagai pelaksana keputusan, perintah, dan bahkan
kehendak pimpinan. Pemimpin memandang dirinya lebih dalam segala hal
dibandingkan dengan bawahannya. Kemampuan bawahan selalu dipandang
rendah sehingga dianggap tidak mampu berbuat sesuatu tanpa perintah.
Perintah pemimpin sebagai atasan tidak boleh dibantah, karena dipandang
sebagai satu-satunya yang paling benar. Pemimpin sebagai penguasa dan
merupakan penentu nasib bawahannya.
Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain, kecuali harus tunduk dan patuh di
bawah kekuasaan sang pemimpin. Kekuasaan pemimpin digunakan
untukmenekan bawahan, dengan mempergunakan sanksi atau hukuman
sebagai alat utama. Pemimpin menilai kesuksesannya dari segi timbulnya rasa
takut dan kepatuhan yang bersifat kaku.
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Pemimpin otoriter biasanya bekarja keras, sungguh-sungguh, teliti, dan
tertib. Ia bekerja menurut peraturan-peraturan yang berlaku secara ketat dan
instruksi-instruksinya harus ditaati.36
Ciri-ciri Kepemimpinan Otoriter antara lain:
1) Menganggap bahwa organisasi adalah milik pribadi.
2) Mengidentikkan tujuan pribadi dengan tujuan organisai.
3) Bawahannya semata-mata dianggap sebagai alat.
4) Tidak mau menerima kritik, saran, dan pendapat dari orang lain,
karena beranggapan bahwa dirinyalah yang paling benar.
5) Selalu bergantung pada kekuasaan formal.
6) Sering menggunakan kekerasan serta ancaman dalam melakukan
pendekatan kepada bawahan.
Kelebihan kepemimpian otoriter, akan bisa menjadi satu uji coba terhadap
sebuah sistem dan keyakinan tertentu, untuk memandu jalannya organisasi,
berhasil ataukah tidak akan bisa dilihat. Adapun kelemahannya, kepemimpinan
otoriter tidak bisa dikritik, tidak mungkin diperbaiki, dan tidak tidak memberi
ruang adanya kontestasi kelompok yang bersaing bisa muncul. Selain itu,
kepemimpinan otoriter menimbulkan kejenuhan karena semua budaya, politik,
ekonomi, pendidikan, media massa, dan sebagainya, dikendalikan oleh alat dan
faksi yang menjalankan kepemimpinan.
c. Kepemimpinan Karismatik
Karisma yaitu sejenis wibawa yang membuat orang hormat, ingin
diperintah, dan ingin menjadi bagian dari masyarakat yang dipimpin  oleh
36Abd. Wahab H.S dan Umiarso, Kepemimpinan Pendidikan dan Kecerdasan Spiritual, (Cet.
I; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 94-95.
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orang yang berkarisma itu. Karisma itu sendiri dibentuk oleh berbagai hal. Di
antaranya karena kemampuan pribadinya, kebajukan sosialnya, perjuangannya
dalam masyarakat, dan masyarakat tahu sendiri akan perjuangan orang itu.
Seorang pemimpin karismatik mempunyai pribadi yang penuh daya tarik
dan oleh karena itu pada umumnya memiliki pengikut  dalam jumlah besar.
Pemimpin karismatik ini memang memiliki daya tarik besar terhadap orang
lain. Entah apa sebabnya, kehadiran orang yang memiliki karisma senantiasa
mengundang pesona. Selalu ada yang menarik pada diri pribadinya, meskipun
para pengikut tersebut sering tidak dapat menjelaskan mengapa mereka
menjadi pengikut pemimpin tersebut.
Oleh karena tertarik kepada diri pribadinya, orang-orang pun mudah
tergerak untuk menjadi pengikutnya, mendengarkan segala nasihatnya, dan
melaksanakan apa yang diperintahkannya. Sulit untuk mengetahui mengapa
seseorang menjadi pemimpin yang karismatik, karena dari mana asalnya
karisma itu memang sulit untuk ditelusuri. Sering disebutkan bahwa pemimpin
yang karismatik diberikan kekuatan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Kekayaan,
profil, dan kesehatan tidak dapat dipergunakan sebagai kriteria untuk karisma
kepada seseorang.
Pemimpin-pemimpin karismatik seperti ini kadang bisa bertahan lama dan
memungkinkan orang tunduk tanpa paksaan sehingga bisa mengonsolidasikan
masyarakat. Akan tetapi, sebuah karisma bisa hilang atau luntur karena faktor-
faktor pribadi orang itu sendiri. Sebagai contoh orang tersebut mengkhianati
mereka yang dipimpin. Ada pengaruh kekuatan luar ruang ingin
menghancurkan pemimpin karismatik itu.
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Kelemahan pemimpin atau kepemimpinan jenis ini adalah orang hanya
tertarik kepada pribadinya, bukan karena hal-hal yang dilakukannya. Hal-hal
yang dilakukan oleh seorang pemimmpin sebenarnya demi tercapainya tujuan
dan cita-cita bersama. Inilah sisi kekurangan pemimpin karismatik. Oleh
karena itu, pemimpin jenis ini perlu dilengkapi seorang pendamping yang
dapat menjadi sumber gagasan serta mengatur kerja dari usaha bersama ini.
Dari tiga tipe kepemimpinan diatas dapat dilihat bahwa seorang pemimpin
pastilah memiliki salah satu tipe kepemimpinan, akan tetapi tidak menutup
kemungkinan ada yang memiliki dua dari tiga tipe tersebut. Seperti halnya dengan
kepemimpinan kepala madrasah di lembaga pendidikan.
Selain tipe kepemimpinan demokratis, otoriter dan karismatik ada dua
tipe kepemimpinan yang lain, yaitu: Kepemimpinan Kolektif dan Tunggal.37
a. Kepemimpinan Kolektif
Arti dari kolektif adalah bersama-sama. Jadi, tipe kepemimpinan tidak
dijalankan oleh orang seorang dalam kapasitas jabatan apa saja. Hal yang
menonjol dalam tipe kepemimpinan ini adalah kebersamaan, baik dalam
memberikan penilaian terhadap hasil usaha maupun pengawasan.
Dalam tipe kepemimpinan kolektif hubungan antara pucuk pimpinan dan
kolega-kolega yang diangkat untuk membantu menjalankan program
menempatkan pucuk kepemimpinan hanya sebagai simbol. Segala program
kerja dilaksanakan secara kolektif atau bersama-sama.
37Nur Khalik, op. cit., h. 25-26.
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b. Kepemimpinan Tunggal
Dalam ilmu kepemimpinan dikenal istilah yang sama pengertiannya tetapi
berbeda dalam penerapannya, yaitu pimpinan dan kepala. Pimpinan dan kepala
sama-sama menghadapi atau memimpin sekelompok orang dan sama-sama
mempunyai tanggung jawab atau amanah untuk melaksanakan suatu tugas
pokok sesuai dengan fungsinya. Sementara itu, dalam penerapannya secara
operasional terdapat beberapa perbedaan yang sangat prinsipil antara pimpinan
dan kepala, yaitu sebagai berikut:
1) Pimpinan
a) Bertindak sebagai organisator dan koordinator.
b) Bertanggung jawab terhadap sekelompok yang dipimpinnya.
c) Merupakan bagian dari kelompoknya.
d) Kekuasannya berasal dari kepercayaan anggota kelompok atau
bawahannya.
e) Dipilih dan diangkat atas kemauan dan persetujuan anggota
kelompoknya.
2) Kepala
a) Bertindak sebagai penguasa.
b) Bertanggung jawab terhadap atasan, bukan kepada bawahan.
c) Tidak selalu merupakan bagian dari kelompoknya.
d) Kekuasaannya berpijak dari peraturan-peraturan.
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e) Tidak dipilih, melainkan diangkat oleh atasan sesuai dengan
persyaratan yang ditentukan.
3. Pendekatan Kepemimpinan
Menurut Handoko, ada beberapa pendekatan kepemimpinan yang
diklasifikasikan sebagai pendekatan-pendekatan kesifatan, perilaku, dan
situasional.38 Pendekatan pertama   memandang   kepemimpinan   sebagai   suatu
kombinasi sifat-sifat yang tampak. Pendekatan kedua bermaksud
mengidentifikasikan perilaku-perilaku  (behaviours)  pribadi  yang  berhubungan
dengan kepemimpinan yang efektif. Kedua pendekatan ini mempunyai anggapan
bahwa  seorang  individu  yang  memiliki  sifat-sifat  tertentu  atau  memperagakan
perilaku-perilaku   tertentu   akan muncul   sebagai   pemimpin   dalam   situasii
kelompok   apapun   dimana   ia   berada.
Pendekatan ketiga yaitu   pandangan situasional  tentang  kepemimpinan.
Pandangan ini menganggap  bahwa  kondisi yang  menentukan  efektifitas
kepempimpinan  bervariasi  dengan  situasi  yakni tugas-tugas yang dilakukan,
keterampila  dan  pengharapan  bawahan,  lingkungan  organisasi,  pengalaman masa
lalu   pemimpin   dan   bawahan   dan   sebagainya.   Pandangan   ini   telah
menimbulkan pendekatan  contingency  pada   kepemimpinan   yang   bermaksud
untuk  menetapkan  faktor-faktor  situasional  yang  menentukan  seberapa  besar
efektifitas situasi gaya kepemimpinan tertentu.
Ketiga pendekatan tersebut dapat digambarkan secara kronologis sebagai
berikut:39
38Hani Handoko, op. cit., h. 295.
39Ibid, h. 296.
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Sifat-sifat Perilaku Situasional Contingency
Kepemimpinan dipahami sebagai segala daya dan upaya bersama untuk
menggerakkan semua sumber dan alat (resources)40 yang tersedia dalam suatu
organisasi. Menurut Gorton (1977) yang dikutif oleh Marno dalam bukunya bahwa
“perangkat madrasah seperti kepala madrasah, dewan guru, siswa,
pegawai/karyawan harus saling mendukung untuk saling bekerjasama mencapai
tujuan yang telah ditetapkan.41
Seorang pemimpin harus mampu memberikan dorongan kepada bawahannya
untuk bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab serta dapat bekerjsama untuk
mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
C. Kepemimpinan Kepala Madrasah
Kepemimpinan kepala madrasah dalam implementasi MBM adalah bagian
inti dari sebuah lembaga pendidikan. Hal ini memang penting dan memberikan
manfaat yang besar bagi peningkatan mutu kinerja.
Kata madrasah berasal dari “darasa” yang berarti belajar. Kata ini kemudian
di-tashrif dalam bentuk isim makan (kata yang menunjuk pada tempat) menjadi
madrasah yang berarti tempat belajar baik bagi murid yang level (TK, SD/MI,
SMP/MTS/SMU/MA) rendah maupun level tinggi (Perguruan Tinggi). Makna lain
dari “darasa” adalah terhapus, hilang bekasnya, menjadikan usang, melatih dan
mempelajari.42
40Resources tersebut dapat digolongkan menjadi dua bagian besar, yaitu human resources
dan non human resources. Dalam lembaga pendidikan yang termasuk salah satu unit organisasi, juga
terdiri dari berbagai unsur atau sumber, dan manusialah yang merupakan unsur terpenting.
41Marno dan Triyo Supriyatno, op. cit, h. 29-30.
42 Ma’luf, Luis, Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A’lam (Bairut: Dar al-Masyriq, 1986), h. 187.
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Berdasarkan arti madrasah tersebut, maka diketahui bahwa istilah madrasah
merupakan tempat untuk mencerdaskan para peserta didik, menghilangkan
ketidaktahuan, atau memberantas kebodohan mereka serta melatih keterampilan
mereka sesuai bakat, minat dan kemampuannya. Madrasah juga tidak hanya
diartikan sebagai sekolah dalam arti sempit, tetapi juga bisa dimaknai dengan
rumah, istana, kuttab, masjid, perpustakaan, surau dan tempat-tempat lainnya.
Bahkan seorang ibu dapat dikategorikan sebagai al-madrasah al-ula.(madrasah
pemula).43
Penggunaan Madrasah Based Management (Manajemen Berbasis Madrasah)
oleh Pemerintah Indonesia dalam kerangka meminimalisasi sentralisme pendidikan
mempunyai implikasi  yang signifikan  bagi otonomi madrasah. Hal itu berarti
madrasah diberikan keleluasaan untuk mendayagunakan sumber daya yang ada
secara  efektif.  Oleh  karena  implikasi  itu  maka  sekali  lagi  peran kepala
madrasah sangat  dibutuhkan  untuk  mengelola  manusia-manusia  yang  ada  dalam
organisasi madrasah,   termasuk   memiliki   strategi   yang   tepat   untuk
mengelola konflik. Kepala madrasah akan berhadapan dengan pribadi-pribadi yang
berbeda karakter. Yang penting baginya adalah mempunyai pemahaman yang
tangguh akan hakikat manusia. McGregor berasumsi bahwa manusia tidak
memiliki sifat bawaan yang tidak menyukai pekerjaan.44 Di bawah kondisi
tertentu manusia bersedia mencapai tujuan tanpa harus dipaksa dan ia mampu
43Al-Hasyimi, Abd. Hamid. Al-Rasul al-Araby al-Murabby (Riyadh: 1985), h. 200.
44http://manajemen pendidikan/ www.com. Diunduh di Palopo, pada hari Kamis, tanggal 10
November 2011.
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diserahi tanggung jawab. Urgensitasnya bagi kepala madrasah adalah menerapkan
gaya kepemimpinan yang partisipatif demokratik dan memperhatikan perkembangan
profesional sebagai salah satu cara untuk memotivasi guru-guru dan para siswa.
Kepala madrasah memiliki peran yang sangat besar. Kepala madrasah
merupakan motor penggerak, penentu arah kebijakan menuju madrasah dan
pendidikan secara luas. Sebagai pengelola institusi satuan pendidikan, kepala
madrasah dituntut untuk selalu meningkatkan efektifitas kinerjanya. Untuk
mencapai mutu madrasah yang efektif, kepala madrasah dan seluruh
stakeholders harus bahu membahu kerjasama dengan penuh kekompakan dalam
segala hal. B. Suryosubroto menyatakan bahwa ketercapaian tujuan pendidikan
sangat bergantung pada kecakapan dan kebijaksanaan kepala madrasah yang
merupakan salah satu pemimpin pendidikan.45
Paradigma pendidikan yang memberikan kewenangan luas kepala madrasah
dalam mengembangkan berbagai potensinya memerlukan peningkatan kemampuan
kepala madrasah dalam berbagai aspek manajerialnya, agar dapat mencapai tujuan
sesuai dengan visi dan misi yang diemban madrasahnya.46 Ini mendakan bahwa
seorang kepala madrasah haruslah memiliki sistem kepemimpinan yang terarah dan
kemampuan dalam mengelolah madrasah.
1. Peranan Kepemimpinan kepala madrasah
Keberhasilan suatu lembaga pendidikan sangat tergantung pada
kepemimpinan kepala madrasah. Karena ia merupakan pemimpin di lembaganya,
maka ia harus mampu membawa lembaganya kearah tercapainya tujuan yang telah
45B. Suryosubroto, op. cit., h. 20.
46E. Mulyasa, op. cit., h. 24.
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ditetapkan, ia harus mampu melihat adanya perubahan serta mampu melihat masa
depan dalam kehidupan global yang lebih baik.
Menurut Kyte yang dikutip oleh Marno dan Tryio Supriyanto mengatakan
bahwa seorang kepala madrasah mempunyai lima fungsi utama. Pertama,
bertanggung jawab atas keselamatan, kesejahteraan, dan perkembangan murid-murid
yang ada di lingkungan madrasah. Kedua, bertanggung jawab atas keberhasilan dan
kesejahteraan profesi guru. Ketiga, berkewajiban memberikan layanan sepenuhnya
yang berharga bagi siswa-siswi dan guru-guru yang mungkin dilakukan melalui
pengawasan resmi yang lain. Keempat, bertanggung jawab mendapatkan bantuan
maksimal dari semua institusi pembantu. Kelima, bertanggung jawab untuk
mempromosikan siswa-siswa terbaik melalui berbagi cara.47
Peran kepala madrasah dalam kepemimpinan adalah kepribadian dan sikap
aktifnya untuk mencapai tujuan. Mereka aktif dan reaktif, membentuk ide daripada
menanggapi mereka. Kepemimpinan kepala madrasah cenderung mempengaruhi
perubahan suasana hati, menimbulkan kesan dan harapan, dan tepat pada keinginan
dan tujuan khusus yang ditetapkan untuk urusan yang terarah. Hasil kepemimpinan
ini memengaruhi perubahan cara orang berpikir tentang apa yang dapat diinginkan,
dimungkinkan, dan diperlukan.
2. Kualitas dan Kompetensi Kepala Madrasah
Dalam menjalankan tugas-tugas, hendaknya kepala madrasah berpegangan
kepada teori sebagai pembimbing tindakannya. Teori ini didasarkan pada
pengalamannya, karakteristik normatif masyarakat dan madrasah, serta iklim
instruksional dan organisasi madrasah. Misalnya kepala madrasah harus mampu
47Marno dan Triyo Supriyatno, op. cit., h. 34.
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menunjukkan bahwa segala tindakan profesionalnya sesuai dan tidak bertentangan
dengan nilai-nilai Al-Qur’an dan Sunnah Nabi. Hal itu dapat ditempuh dengan
merefleksi dan mengkonstruksi uswah rasul dan para sahabat, di samping
mengembangkan kompetensi dan kualitas dirinya.
Kualitas kepala madrasah sendiri hendaknya mencakup hal-hal sebagai
berikut:48
1) Visi yang kuat tentang masa depan madrasah, dan dorongan terhadap semua staf
untuk berkarya menuju visi tersebut.
2) Harapan yang tinggi terhadap prestasi siswa dan kinerja staf.
3) Pengamatan terhadap guru di kelas dan pemberian balikan yang positif dan
konstruktif dalam rangka pemecahan masalah dan peningkatan pembelajaran.
4) Dorongan untuk memanfaatkan waktu pembelajaran secara efesien dan
merancang prosedur untuk mengurangi kekacauan.
5) Pemanfaatan sumber-sumber materil dan personil secara kreatif.
6) Pemanfaatan terhadap siswa secara individual dan kolektif dan memanfaatkan
informasi untuk membimbing perencanaan instruksional.
Kualitas dan kompetensi kepala madrasah secara umum setidaknya mengacu
kepada empat hal pokok, yaitu: (a) sifat dan keterampilan kepemimpinan; (b)
kemampuan pemecahan masalah; (c) keterampilan sosial; dan (d) pengetahuan dan
kompetensi profesional.
Secara garis besar kualitas dan kompetensi kepala madrasah dapat dinilai
dari kinerjanya dalam mengaktualisasikan fungsi dan perannya sebagi kepala
madrasah, yaitu meliputi:
48Ibid., h. 36-37.
63
a) Sebagai pendidik
b) Sebagai manajer
c) Sebagai administrator
d) Sebagai supervisor
e) Sebagai pemimpin
f) Sebagai inovator.49
3. Perilaku kepemimpinan kepala madrasah
Dalam melaksanakan tugas-tugas dan perannya, kepala madrasah dapat
menjadikan pedoman tentang sikap dan perilaku yang harus dilakukan,
seperti perilaku-perilaku dalam perencanaan, pemecahan masalah,
menjelaskan, memberi informasi, dan memantau.
Disamping itu unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam perilaku
kepemimpinan meliputi: perilaku pemimpin, perilaku bawahan, dan
lingkungan situasi. Unsur-unsur tersebut saling terkait dan saling
memengaruhi. Perilaku kepemimpinan yang efektif seharusnya
mempertimbangkan tiga hal, yaitu kemampuan internal yang ada dalam
dirinya; perilaku dan kemampuan bawahan; serta keadaan dan situasi
lingkungan.
Disisi lain, sikap dan perilaku kepemimpinan kepala madrasah yang harus
dimiliki, diantaranya:
a. Memiliki tanggung jawab terhadap jabatan yang dipercayakan
kepadanya.
49Ibid.,  h. 39.
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b. Memeiliki kepedulian dan komitmen yang tinggi untuk mencapai sesuatu
yang bermakna selama menduduki jabatannya.
c. Menegakkan disiplin waktu dengan penuh kesadaran bahwa disiplin
merupakan kunci keberhasilan.
d. Melaksanakan setiap tugas dan kegiatan dengan penuh tanggung jawab,
dan selalu jelas makna (value) dari setiap kegiatan dalam kaitannya
dengan peningkatan mutu lulusan.
e. Proaktif untuk peningkatan mutu pendidikan di madrasah, tidak hanya
reaktif (hanya melaksanakan kegiatan jika ada petunjuk).
f. Memiliki kemauan dan keberanian untuk menuntaskan setiap masalah
yang dihadapi oleh madrasahnya.
g. Menjadi leader yang komunikatif dan motivator bagi stafnya untuk lebih
berprestasi, serta tidak sebagi pejabat yang hanya mau dihormati dan
dipatuhi.
h. Memiliki kepekaan dan merasa ikut bersalah terhadap sesuatu yang
kurang pas, serta berusaha untuk mengoreksinya.
i. Berani mengoreksi setiap kesalahan secara tegas dan bertindak bijaksana
serta tidak permisif (mudah mengerti, maklum dan memaafkan
kesalahan).50
Perilaku kepala madrasah harus dapat mendorong kinerja para guru dengan
menunjukkan rasa bersahabat, dekat, dan penuh pertimbangan terhadap para guru,
baik sebagi individu maupun sebagai kelompok. Perilaku kepala madrasah yang
50E. Mulyasa, Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah, (Cet. I; Jakarta: PT. Bumi
Aksara, 2011), h. 59-60.
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positif dapat mendorong, mengarahkan, dan memotivasi seluruh warga sekolah
untuk bekerja sama dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan madrasah.
4. Kepemimpinan Kepala Madrasah yang Efektif
Kepala madrasah merupakan motor penggerak, penentu arah kebijakan
madrasah, yang akan menentukan bagaiman tujuan-tujuan madrasah dan pendidikan
pada umumnya direalisasikan. Sehubungan dengan MBM, kepala madrasah dituntut
untuk senantiasa meningkatkan efektifitas kinerja. Dengan begitu, MBM sebagai
paradigma baru pendidikan dapat memberikan hasil yang memuaskan.
Kinerja kepemimpinan kepala madrasah dalam kaintannya dengan MBM
adalah segala upaya yang dilakukan dan hasil yang dapat dicapai oleh kepala
madrasah dalam mengimplementasikan MBM di madrasahnya untuk mewujudkan
tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Sehubungan dengan itu, kepemimpinan
kepala madrasah yang efektif dalam MBM dapat dilihat berdasarkan kriteria berikut:
1. Mampu memberdayakan guru-guru untuk melaksanakan proses pembelajaran
dengan baik, lancar, dan produktif.
2. Dapat menyelesaikan tugas dan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah
ditetapkan.
3. Mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat sehingga dapat
melibatkan mereka secara aktif dalam rangka mewujudkan tujuan madrasah dan
pendidikan.
4. Berhasil menerapkan prinsip kepemimpinan yang sesuai dengan tingkat
kedewasaan guru dan pegawai lain di madrasah.
5. Bekerja dengan tim manajemen.
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6. Berhasil mewujudkan tujuan madrasah secara produktif sesuai dengan ketentuan
yang telah ditetapkan.51
D. Kerangka Pikir
Uraian mengenai kerangka pikir ini dimaksudkan untuk memberikan
gambaran tentang tata pikir peneliti mengenai pelaksanaan manajemen yang
diharapkan menjadi wawasan dan nasukan bagi lembaga Madrasah tsanawiyah
Negeri Model Palopo kearah pengembangan kualitas pendidikan. Hal tersebut
diharapkan dapar meningkatkan eksistensinya menjadi lebih baik pada masa-masa
yang akan datang. Implementasi MBM sebenarnya telah dilaksanakan di MTs
Negeri Model Palopo, tetapi apakah pelaksanaannya berjalan dengan baik atau tidak.
Dan kepemimpinan kepala madrasah dalam pelaksanaan MBM di MTs Negeri
Model Palopo apakah dapat memberikan dampak yang signifikan dan menjadi tolak
ukur keberhasilan menuju madrasah yang unggul dan berprestasi. Kalau memang
sudah berjalan, sejauh mana hal yang telah dilakukan? Kendala apa yang dihadapi
selama pelaksanaan dan upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala itu.
Setelah dikemukakan landasan teori yang berisi ulasan teori yang mendukung
penelitian ini, maka dapat dibuat konseptualisasi model penelitian. Dari teori-teori
yang mendukung penelitian ini.
Olehnya itu penulis dapat memberikan kerangka pikir penelitian sebagaimana
dapat dilihat pada bagan berikut ini:
51E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi dan Implementasi (Bandung:
PT. Remaja Rosdakarya, 2004), h. 24.
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Bagan kerangka pikir
Dari bagan diatas dapat dilihat pelaksanaan manajemen berbasis madrasah
secara konseptual dengan landasan yuridis formal yang dipakai UU No. 20 Tahun
2003 tentang Sisdiknas dan landasan normatif al-Qur’an dan hadis sebagai landasan
untuk mengukur dan menilai pelaksanaan manajemen di MTs Negeri Model Palopo.
Dalam hal ini fungsi-fungsi manajemen yang menjadi penekanan utamanya. Berjalan
fungsi-fungsi manajemen yang dimaksud merupakan indikator bahwa suatu proses
atau kegiatan pengelolaan telah berjalan dengan baik, efektif dan efisien. Peran
kepemimpinan kepala madrasah dalam memimpin suatu lembaga pendidikan yang
mampu mengelola dan melakukan perubahan demi tercapainya efektivitas kerja yang
aktif dan produktif sehingga menjadikan madrasah yang unggul dan berprestasi.
LANDASAN YURIDIS
FORMAL
1. UU RI No. 20 Tahun
2003 tentang sisdiknas
2. PP. No. 19 Tahun 2005
tentang  Standar Nasional
Pendidikan
3. Permendiknas No. 23
Tahun 2006 tentang
Standat Kompetensi
Kelulusan
Pelaksanaan MBM
Kepemimpinan Kepala Madrasah
Tsanawiyah Negeri Model Palopo
LANDASAN
NORMATIF
1. al-Qur’an
2. hadis
Madrasah yang unggul dan
berprestasi
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis dan Lokasi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah
data yang berbentuk kalimat, kata atau gambar. Dalam menganalisis data
menggunakan model strategi analisis deskriptif.1 Analisis deskripitif adalah bentuk
narasi yang berfungsi untuk mendiskripsikan atau memberi gambaran terhadap
obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya.2
Agar penelitian sistematis dan lebih terarah, maka dirancang melalui lima
tahapan, yaitu: tahap identifikasi masalah penelitian, menyusun proposal penelitian,
tahap pengumpulan data penelitian, tahap analisis data penelitian, dan tahap
penyusunan laporan penelitian.
Penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan kondisi dan peran
kepemimpinan kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Palopo dalam
menerapkan manajemen berbasis madrasah. Strategi dalam penelitian ini mengarah
pada implementasi MBM sehingga peneliti bertolak dari data empiris yang
ditemukan di lapangan.
2. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Palopo.
Pemilihan lokasi penelitian ini atas pertimbangan sebagai berikut: 1) Madrasah
1Sugiyono, Statistika untuk Penelitian, (Jawa Barat: Alpabeta, 2006), h. 15.
2Ibid., h. 21.
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Tsanawiyah Negeri Model merupakan lembaga Islam setingkat SMP yang berstatus
negeri. 2) letak geografis yang berada ditengah Kota Palopo. Ini terlihat dari
lingkungan sekitar, sarana dan prasarana yang memadai.
B. Pendekatan Penelitian
Pendekatan3 yang digunakan dalam peenlitian ini meliputi pendekatan
pedagogis, manajemen, religius, dan sosiologis.
a. Pendekatan pedagogis; mendekati masalah dengan menggunakan teori-teori
pendidikan dan manajemen pendidikan.
b. Pendekatan manajemen; yakni dengan menganalisis faktor-faktor kepemimpinan
kepala madrasah dari aspek manajerial.
c. Pendekatan religius; mengemukakan nilai-nilai Islam sebagai basis nilai dalam
memecahkan masalah yang diteliti.
d. Pendekatan sosiologis; yang bertujuan untuk melihat dan mengetahui bagaimana
komunikasi kepala madrasah dan kompenan madrasah untuk meningkatkan
kualitas pendidikan melalui pelaksanaan manajemen berbasis madrasah.
C. Sumber Data
Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data pada dua sumber,
yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.
1. Sumber data Primer
Sumber data primer adalah data otentik atau data yang berasal dari sumber
pertama.4 sumber data primer ini berasal dari data lapangan yang diperoleh melalui
3Pendekatan adalah cara pandang atau paradigma dalam suatu ilmu yang digunakan dalam
memahami sesuatu. Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Jakarta: Rajagrafindo Persada, cet.IX,
2004), h. 28.
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wawancara terstruktur maupun tidak terstruktur terhadap informan yang
berkompeten dan memiliki pengetahuan tentang penelitian ini.
Agar dapat memperoleh sejumlah data primer, maka diperlukan sumber data
dari obyek penelitian yang disebut situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen, yaitu
tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis.5
Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah mereka
yang ikut terlibat dalam kegiatan pembelajaran di Madrasah Tsanawiyah Negeri
Model Palopo.
a. Tenaga Pendidik
Tenaga pendidik yang dimaksud terdiri atas kepala madrasah, wakil kepala
madrasah, dan guru yang mengajar pada MTs Negeri Model Palopo.
b. Tenaga Kependidikan
Tenaga kependidikan yang dimaksud terdiri atas tenaga administrasi atau
staf dan pengurus komite pada MTs Negeri Model Palopo.
c. Peserta Didik
Peserta didik yang dimaksud adalah perwakilan dari seluruh peserta didik
yang ada di MTs Negeri Model Palopo.
2. Sumber Data Sekunder
Data sekunder merupakan pengambilan data dalam bentuk dokumen-
dokumen yang telah ada serta hasil penelitian yang ditemukan peneliti secara
4Hadari Nawawi dan Mimi Martini, Penelitian Terapan (Yogyakarta: Gajah Mada University
Press, 1996), h. 216.
5Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B (Bandung: Alfabeta, 2010), h.
215.
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langsung. Data ini berupa dokumentasi penting menyangkut profil sekolah, jurnal,
maupun web site yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian.
D. Instrumen Penelitian
Salah satu kegiatan dalam perencanaan suatu objek penelitian adalah
menentukan istrumen yang dipakai dalam mengumpulkan data sesuai dengan
masalah yang akan diteliti. Menurut Sugiyono, instrumen penelitian adalah suatu
alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati.6
Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian
adalah peneliti itu sendiri. Peneliti kualitatif sebagai human instrument, berfungsi
menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan
pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan
membuat kesimpulan temuannya.7 Instrumen pendukung adalah interview guide
(pedoman wawancara) digunakan untuk menghimpun data dari informan atau
sumber data yang berkaitan dengan kondisi, peran, pelaksanaan MBM dan
Kepemimpian Kepala MTs Negeri Model Palopo.
E. Metode Pengumpulan Data
Presedur pengumpulan data adalah langkah-langkah yang ditempuh untuk
memperoleh data yang dibutuhkan dalam penulisan tesis ini. Dalam penelitian ini
penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:
a. Riset Kepustakaan (Library research)
Penulis mengkaji permasalahan yang ada dengan  membaca dan menghimpun
tulisan-tulisan yang dipublikasikan, baik dalam bentuk buku, makalah, majalah dan
6Ibid., h. 102.
7Ibid., h. 222.
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sebagainya. Selain bercorak kepustakaan, tulisan ini bercorak kualitatif sebab yang
dihasilkan adalah data-data yang bersifat deskriptif.8
b. Riset Lapangan (Field Research)
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yang digunakan adalah:
1) Observasi,
Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan cara mengadakan
pengamatan langsung terhadap suatu objek dalam suatu periode tertentu yang
diamati.9 Dalam hal ini penulis mengadakan pengamatan secara langsung terhadap
objek yang diteliti yakni Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kota Palopo. Untuk
menjaga kevalidan metode ini, penulis menggunakan buku catatan lapangan. Hal ini
dilakukan agar berbagai peristiwa yang ditemukan, baik yang disengaja maupun
tidak diharapkan dapat dicatat dengan segera. Meskipun pengamatan ini hanya
dititikberatkan pada data dan fakta yang relevan dengan penelitian yang dilakukan
penulis.
Pengamatan dilakukan dalam seluruh aktivitas madrasah, baik
berkaitan  dengan  pelaksanaan  program  manajemen madrasah menyangkut
administrasi, kelembagaan, sarana prasarana, ketenagaan, pembiayaan, peserta
didik, peran serta masyarakat dan budaya madrasah maupun menyangkut
manajemen pembelajaran.
2) Wawancara (interview)
Wawancara yakni mengadakan interview dengan kepala madrasah, guru-
guru, staf dan sumber-sumber yang memiliki kaitan dan kompetensi sesuai dengan
8Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. XIV; Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 2001), h. 3. Bandingkan Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat (Cet.
XI; Jakarta: Gramedia, 1991), h. 31.
9Joko Subagyo, Statistik (Yogyakarta: Yayasan Psikologi UGM, 1995),  h. 70.
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permasalahan yang sedang diteliti. Metode interview yaitu suatu kegiatan yang
dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan
pertanyaan pada interviewee (informan) dan menulis dari hasil wawancara tersebut.
Wawancara bermakna interviewer10 dengan informan dan kegiatan yang
dilakukan secara lisan.11 Sebagai suatu metode ilmiah, metode wawancara secara
umum dan wawancara mendalam pada khususnya, lazim digunakan untuk melacak
berbagai gejala tertentu dari perspektif orang-orang yang terlibat.12
3) Dokumentasi
Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat
penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan,
bangunan gedung, segala fasilitas yang ada dilokasi penelitian, dan data yang
relevan dengan penelitian.13
F. Teknik Pengolahan dan Analisi Data
Penelitian ini berdasarkan penelitian kualitatif, maka tentunya cara kerjanya
pun bercorak deskriptif dan bersifat kualitatif,14 serta dianalisis dengan
10Dalam dunia penelitian yang menggunakan metode wawancara dikenal dua istilah penting
yaitu: interviewer (pewawancara) dan interviewee (yang diwawancarai). Di sini dipahami bahwa
wawncara hanya bisa terlaksana apabila kedua unsur tersebut terpenuhi.
11Wayan Nurkanzana, Pemahaman Individu (Cet. II; Surabaya: Usaha Nasional, 1990), h. 35.
12Pawito, Penelitian Komunikasi Kualitatif (Cet. II; Yogyakarta: PT. LkiS Pelangi Aksara,
2008), h. 134.
13Riduwan, Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Utama (Cet. V;
Bandung: Alfabeta, 2008). h. 77.
14Pawito, op. cit., h. 134.
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menggunakan analisis isi (content analysis),15 sebagai metode studi dan analisis data
secara sistematis dan obyektif. 16
Proses analisis data dilakukan secara terus-menerus di dalam proses
pengumpulan data selama penelitian berlangsung.
1) Reduksi data, dalam tahap ini penulis memilih data mana yang dianggap
relevan dan penting yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Arti dari
reduksi data adalah sebagai proses pemilihan, penyederhanaan hasil catatan-
catatan temuan. Data-data yang telah diambil peneliti di lokasi penelitian
diramu dan di analisa. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam
bentuk laporan penelitian sehingga gambaran hasil penelitian akan lebih jelas.
2. Penyajian data, dalam penyajian data ini penulis menyajikan hasil penelitian,
bagaimana temuan-temuan baru itu dihubungkan dengan penelitian terdahulu.
Penyajian data dalam penelitian bertujuan untuk mengkomunikasikan hal-hal
yang menarik dari masalah yang diteliti, metode yang digunakan, penemuan
yang diperoleh, penafsiran hasil, dan pengintegrasiannya dengan teori.
3. Penarikan kesimpulan, pada tahap ini penulis membuat kesimpulan apa yang
ditarik serta saran sebagai bagian akhir dari penelitian.
Proses selanjutnya dalam penelitian ini adalah, analisis data yang bertujuan
untuk menyederhanakan data yang dikumpulkan sehingga memudahkan peneliti
untuk menjelaskannya. Jenis analisa yang digunakan adalah jenis data yang bersifat
15Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. VIII; Yogyakarta: Rake Sarasin,
1996), h. 49.
16Fried N. Kertinger, Foundation of Behavior (New York: Holt and Winston Inc, 1973), h.
525.
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kualitatif, yaitu yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-
pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.17
Dari data yang diolah akan menghasilkan sebuah kesimpulan dan menjadi
acuan untuk lebih lanjut mengolah data-data yang lain terkait dengan pembahasan
dalam penulisan tesis ini.
G. Pengujian Keabsahan Data
Dalam rangka uji keabsahan hasil penelitian, peneliti mencoba membangun
mekanisme sistem keabsahan hasil penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik
pemeriksaan data kualitatif Moleong oleh Burhan Bungin disebut dengan istilah
“meta-metode” yaitu menggunakan beberapa metode sekaligus dalam suatu
penelitian yang dilakukan secara linear atau secara silang, untuk menguji apakah
data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sah dan benar.18
Berikut ini beberapa teknik pemeriksaan data yang dilakukan dalam upaya
menjamin keabsahan data hasil penelitian, yaitu:
1. Ketekunan pengamatan dilakukan terhadap kondisi dan peran
Kepemimpinan dalam melaksanakan MBM di MTs Negeri Model Palopo.
2. Triangulasi dilakukan dengan jalan membandingkan dan mengecek ulang
informasi yang diperoleh melalui pengamatan berperan serta dengan data
hasil wawancara dan dokumen yang berkaitan dengan informasi yang
diperoleh dari data primer.
17Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta: Bumi
Aksara, 2009), h. 243.
18Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial
Lainnya, Ed. I, (Cet. Ke IV; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 143.
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3. Kecukupan referensi dilakukan dengan jalan membuat catatan lapangan,
membuat transkrip pengamatan berperanserta, mengumpulkan dokumen
yang diperlukan untuk memperkuat hasil pengamatan.
4. Uraian rinci dibuat untuk membangun keteralihan dalam penelitian. Hal
ini dilakukan dengan jalan melaporkan hasil penelitian dengan uraian
yang diteliti dan secermat mungkin serta mengacu pada kajian penelitian
sehingga dapat menggambarkan konteks penelitian yang dilaksanakan.
Uraian tersebut disusun berdasarkan data apa yang terjadi dilapangan.
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BAB IV
REALI\\\\\\\\\TAS MANAJEMEN BERBASIS MADRASAH
DALAM PERSPEKTIF KEPEMIMPINAN KEPALA MADRASAH
DI MTs NEGERI MODEL PALOPO
Berbagai temuan penelitian akan disajikan dalam bab ini. Temuan-temuan
tersebut terkait dengan pertanyaan penelitian yang telah diajukan pada bab
pendahuluan. Agar temuan-temuan itu tampak valid dan relieble, maka secara
sistematis akan dilakukan pembahasan melalui sejumlah subbab sebagai berikut.
A. Sekilas tentang Profil Lokasi Penelitian
Untuk dapat memahami profil MTs Negeri Model Palopo lebih mendalam,
maka di bawah ini dipaparkan beberapa hal terkait lokasi penelitian sebagai berikut:
1. Gambaran Umum Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Palopo
Pada dasarnya keberadaan madrasah di suatu daerah sangatlah bermanfaat
dan memberi banyak kemajuan dimana madrasah itu berada, dan sesuai dengan Pasal
3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Secara geografis, sebelum pemekaran Kabupaten Luwu, Palopo adalah
ibukota Kabupaten Luwu, yang sekarang ini telah terbagi dalam 4 (empat) wilayah
pemekaran yaitu:
- Bagian Selatan, Kabupaten Luwu ibukotanya Belopa
- Bagian Utara, Kabupaten Luwu Utara ibukotanya Masamba
- Bagian Timur, Kabupaten Luwu Timur ibukotanya Malili
- Sementara Kota Palopo berada di bagian tengah dari  3 (tiga) kabupaten.
Adapun letak Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Palopo berada di Jalan Andi
Kambo ,wilayah Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara Timur sekitar 1 (satu)
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kilometer dari pusat Kota Palopo, berdekatan dengan SMPN 3 Palopo dan SMPN 4
Palopo.
Sejarah berdirinya Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Palopo tak luput
dari perkembangan pendidikan di Kota Palopo. MTs Negeri Model Palopo adalah
pecahan dari PGAN 6 Tahun Palopo, dimana kelas VII – IX menjadi siswa Madrasah
Tsanawiyah dan kelas X – XII menjadi siswa PGAN yang berdasarkan Surat
Keputusan Mentri Agama Nomor 16 tahun 1978 pada tanggal 16 Maret 1978 dengan
akreditasi A.1
MTs Negeri Model Palopo sebagai wadah pendidikan formal selama
berdirinya tahun 1978 telah mengalami beberapa kali pergantian kepala madrasah.
Adapun nama-nama kepala madrasah dan periode tugas masing-masing yaitu:
Pertama, (Alm) Abdul Latif P, BA dari tahun 1978-1990. Kedua, Abdul Rahman
Sirun dari tahun 1990-1996. Ketiga, Drs. Mustapa Abdullah dari tahun 1996-2002.
Keempat, Nursyam Baso, S.Pd dari tahun 2002-2004, Kelima Drs. Irwan Samas dari
tahun 2004-2010 dan Keenam Drs. Amiruddin, S.H., M.H dari tahun 2010- sampai
sekarang.2
Keberadaan MTs Negeri Model Palopo sangat penting bagi masyarakat
Palopo khususnya yang berada di lingkungan madrasah ini. Masyarakat menyadari
betapa pentingnya pendidikan, apalagi pendidikan keagamaan. Terbukti dengan
adanya dukungan orang tua yang diberikan kepada anak-anaknya untuk menambah
ilmu pada lembaga pendidikan keagamaan tersebut, juga memudahkan orang tua
1Mahmud, Staf Tata Usaha MTs Negeri Model Palopo, Wawancara, Palopo, 10 April 2012.
2Drs. Nawir R. Wakil Kepala Madrasah Urusan Kurikulum MTs Negeri Model Palopo,
Wawancara, Palopo, 12 April 2012.
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untuk menyekolahkan anak-anaknya karena jarak sekolah dengan rumah cukup dekat
dan tidak memerlukan biaya transformasi yang cukup banyak.
MTs Negeri Model Palopo setara dengan lembaga pendidikan lainnya, seperti
SMP Negeri 3 Palopo dan SMP Negeri 4 Palopo yang letakya dekat dengan MTs
Negeri Model Palopo, baik segi kualitas peningkatan pendidikan maupun dari segi
prestasi-prestasi kegiatan akademik dan non akademik. Ini tak lepas dari peranan
kepala madrasah dan tenaga pendidik serta tenaga kependidikan yang ada di MTs
Negeri Model Palopo.
2. Visi, Misi dan Tujuan MTs Negeri Model Palopo
Sejalan dengan berkembangnya proses pendidikan, maka tentu setiap
lembaga pendidikan memiliki visi, misi dan tujuan demi terselenggaranya tujuan
pendidikan. Seperti halnya pada MTs Negeri Model Palopo juga memiliki visi, misi
dan tujuan sebagai lembaga pendidikan madrasah.
Visi: “Unggul dalam prestasi berdasarkan Imtaq dan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi (IPTEK) serta Budaya.”
Misi Madrasah:
a. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efisien, efektif,
kreatif, inovatif, dan islami sehingga setiap siswa dapat berkembang
secara optimal sesuai potensi yang dimilikinya.
b. Membudayakan disiplin dan etos kerja yang produktif dan islami.
c. Membina dalam menciptakan kondisi bagi siswa untuk menggunakan
Bahasa Indonesia, Bahasa Arab, Bahasa Inggris yang baik dan benar.
d. Mewujudkan pendidikan yang bermutu dan menghasilkan prestasi
akademik dan non akademik.
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e. Mewujudkan lingkungan madrasah yang bersih, indah, dan nyaman sesuai
dengan konsep wawasan wiyata mandala.
f. Melaksanakan pembinaan mental keagamaan secara rutin dan terprogram.
g. Menciptakan susana yang dapat menimbulkan rasa kekeluargaan dan
kebersamaan kepada warga madrasah.
Tujuan madrasah:
a. Menghasilkan siswa yang berkualitas sesuai dengan potensi yang
dimilikinya.
b. Memiliki disiplin dan etos kerja yang produktif dan islami.
c. Menghasilkan siswa yang terampil dalam Bahasa Indonesia, Bahasa
Arab, dan Bahasa Inggris.
d. Menghasilkan pendidikan yang bermutu serta prestasi akademik dan non
akademik.
e. Memiliki rasa cinta dan tanggung jawab terhadap keberhasilan,
keindahan, dan kenyamanan madrasah.
f. Terwujudnya suasana kekeluargaan dan kebersamaan kepada setiap
warga madrasah.3
Secara kelembagaan, MTs Negeri Model Palopo tidak berbeda dengan
madrasah lainnya, dengan komponen dan struktur keorganisasian yang sama serta
tatanan pembelajaran yang mengikuti aturan umum kemadrasahan. Aspek yang
khusus dalam hal kelembagaan hanyalah corak keorganisasian, MTs Negeri Model
3Drs. Nawir R. Wakasek Bidang Kurikulum MTs Negeri Model Palopo, Wawancara, Palopo,
tanggal 12 April 2012.
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Palopo, dilingkupi oleh pemimpin yang berkomitmen terhadap paham visi, misi dan
tujuan kelembagaan yang utuh sebagai landasan organisasi keagamaan.
3. Keadaan Tenaga Pendidik atau Guru
Dalam Undang-Undang tentang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 pada
Bab I Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa: Guru adalah pendidik profesional dengan
tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan
mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal,
pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
Sebagai seorang guru haruslah memiliki kualifikasi akademik, sebagaimana
tertuang dalam UU tentang Guru dan Dosen pada Bab IV Pasal 8 bahwa: guru wajib
memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan
rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional,
dan selanjutnya dijelaskan Pasal 9 “Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program
diploma empat.
Tenaga pendidik atau guru yang ada di MTs Negeri Model Palopo pada saat
peneliti melakukan penelitian berdasarkan jumlahnya sebanyak 59 orang tenaga
pendidik yang terdiri dari guru tetap (PNS) sebanyak 45 orang dan guru tidak tetap
(honorer) sebanyak 14 orang. Tingkat pendidikannya 1 orang berpendidikan
Magister (S2) guru tetap, 43 orang berpendidikan Sarjana (S>.1) guru tetap, 13 orang
berpendidikan Sarjana (S1) guru tidak tetap. Adapun guru yang belum sarjana 3
orang, 2 orang Diploma Tiga (D3) guru tidak tetap, 1 orang Diploma Satu (D1) guru
tidak tetap. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 4.1
Jumlah Tenaga Pendidik berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tingkat
Pendidikan
Guru Tetap
(PNS)
Guru Tidak Tetap
(honorer) Jumlah Ket
S2 1 - 1
S1 43 13 55
D3 2 - 2
D2 - - -
D1 - 1 1
Total 46 14 59
Sumber: Urusan Kepegawaian dan Administratif, April 2012.
Dari data diatas, dapat pula dilihat tenaga pendidik berdasarkan jenis
kelamin, sebagaiman tabel dibawah ini:
Tabel 4.2
Jumlah Tenaga Pendidik berdasarkan Jenis Kelamin
Jenis kelamin Guru Tetap(PNS)
Guru Tidak Tetap
(honorer) Jumlah Ket
Laki-laki 14 7 20
Perempuan 32 7 39
Total 46 14 59
Sumber: Urusan Kepegawaian dan Administratif, April 2012.
Berdasarkan data keadaan tenaga pendidik atau guru yang ada di MTs Negeri
Model Palopo, maka secara umum dapat dikatakan sudah memadai dengan jumlah
peserta didik 944 siswa, kemudian didukung dengan 59 tenaga pendidik dan 17
tenaga administrasi, maka idealnya dapat dikatakan sudah memadai.
Kurikulum yang dikembangkan pada madrasah ini mengacu pada kurikulum
Kementrian Agama dan kurikulum Kementrian Pendidikan Nasional. Dengan model
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kurikulum seperti ini, para siswa belajar dengan klasikal pada pagi hari, denagn
konsentrasi ilmu-ilmu agama plus ilmu umum lainnya dengan masing-masing
muatan lokal yang diadopsi secara khusus dalam rangka menyesuaikan dengan visi
madrasah.
Untuk meningkatkan dan mempertahankan kualitas dan mutu pendidikan
pimpinan tetap memperlihatkan pembinaan tenaga pendidik melalui pelatihan-
pelatihan, naik diselenggarakan oleh Kementrian Agama maupun Kementrian
Pendidikan Nasional. Jenis pelatihan yang telah diikuti oleh sejumlah tenaga
pendidik dan tenaga administrasi madrasah antara lain:
- Pelatihan metode pengajaran
- Pelatihan guru bidang studi, dan
- Pelatihan sertifikasi guru.
4. Keadaan Tenaga Administrasi atau Staf
Keberadaan tenaga administrasi atau staf pada MTs Negeri Model Palopo
sangatlah penting sebagai petugas administratif membantu pada pembuatan surat-
surat, pengaturan administrasi, menjaga keamanan sekitar madrasah dan lain-lain.
Untuk mengetahui lebih rinci tentang tenaga administrasi dapat dilihat pada tabel
berikut ini:
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Tabel 4.3
Jumlah Tenaga Administrasi
Tenaga
Administratif
Jenis Kelamin Jenjang Pendidikan
Ket
L P Jml S2 S1 D1/D2/D3 SMA
Pegawai TU 1 4 5 - 3 - 2
PTT 6 4 10 - 3 - 7
Penjaga/Satpam 2 - 2 - - - 2
Total 9 8 17 - 6 - 11
Sumber: Urusan Kepegawaian dan Administratif, April 2012.
Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa jumlah tenaga administrasi
sebanyak 17 Orang. Dalam melaksanakan tugasnya tenaga administrasi perlu
memperhatikan prinsip dasar yang meliputi prinsip; (1) efisiensi artinya administrasi
madrasah akan berhasil dengan dengan baik apabila menggunakan semua sumber
tenaga, dana dan fasilitas yang ada secara efisien, (2) pengelolaan artinya
administrasi madrasah akan memperoleh hasil yang paling efektif dan efisien dengna
cara melakukan pekerjaan manajemen yang baik, yakni merencanakan,
mengorganisasikan, mengarahkan dan melakukan pengontrolan secara baik, (3)
mengutamakan tugas pengelolaan artinya jika diharuskan untuk memilih pekerjaan
manajemen dan pekerjaan operatif dalam waktu yang sama, seorang administrator
cenderung memeprioritaskan pekerjaan operatif. Namun tidak hanya terfokus pada
pekerjaan tersebut, karena pekerjaan yang lain akan terbengkalai, (4) kepemimpinan
efektif artinya seorang administrator akan berhasil dalam tugasnya apabila memilih
gaya kepemimpinan yang efektif, yakni memperhatikan hubungan antar manusia,
pelaksanaan tugas serta memperhatikan situasi dan kondisi yang ada. Dalam arti
kata mampu memelihara hubungan baik dengan bawahannya, disamping itu juga
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memperhatikan pembagian dan penyelesaian tugas bagi setiap anggota organisasi
yang dengan jenis pekerjaannya, (5) prinsip kerjasama artinya administrator
dikatakan berhasil dalam melakukan tugasnya bila ia mampu mengembangkan
kerjasam antara seluruh anggota baik secara horizontal maupun secara vertikal.4
Dalam sistem MBM perlu mengambil keputusan bersama, sehingga
keputusan itu paling tidak bisa mendekati kebenaran dalam konsep MBM yang utuh,
kekuasaan yang dimiliki oleh kepala madrasah adalah mencakup: (1) pengelolaan
kurikulum, (2) rekruitmen dan pengelolaan guru dan pegawai administrasi, (3)
pengelolaan administrasi madrasah secara baik dan rapi.5
5. Keadaan Peserta Didik atau Siswa
Adapun peserta didik MTs Negeri Model Palopo setiap tahunnya cukup
menggembirakan dari jumlah pendaftar yang terjaring dalam penerimaan hanya ±
50% rata-ratanya setiap tahun. Ini membuktikan bahwa minat orang tua untuk
menyekolahkan anaknya pada MTs Negeri Model Palopo sangat besar. Namun,
hanya separuhnya saja yang dapat diterima karena keterbatasan daya tampung kelas
yang terbatas sehingga tidak semuanya dapat diterima. Mengenai tentang jumlah
siswa dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
4Hj. Hasmia Said, S.Ag, Kepala Tata Usaha MTs Negeri Model Palopo,Wawancara, Palopo,
tanggal 14 April 2012.
5Drs. Nawir R, Wakasek Bidang Kurikulum MTs Negeri Model Palopo, Wawancara, Palopo,
tanggal 20 April 2012.
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Tabel 4.4
Jumlah Siswa per Bulan April 2012
No Kelas Rombel
Keadaan Siswa Akhir Bulan April Jumlah
seluruhnya
L P Jml
1 VII 9 174 197 371 371
2 VIII 8 140 145 285 285
3 IX 8 145 145 288 288
Jumlah 25 459 485 944 944
Sumber : Urusan Kesiswaan, April 2012
Dari data diatas dapat dilihat jumlah siswa MTs Negeri Model Palopo pada
bulan April 2012 dari jumlah laki-laki kelas VII sampai kelas IX sebanyak 459 siswa,
dan dari jumlah perempuan dari kelas VII sampai kelas IX sebanyak 485 dan jumlah
keseluruhannya adalah 944. Dalam proses pembelajaran siswa mendapatkan
pelajaran, bimbingan, serta pengarahan dari para tenaga pendidik. Selain itu, pada
kegiatan intra madrasah dan ektrakurikuler madrasah siswa senantiasa dibimbing,
dan diarahkan sehingga mendapatkan hasil atau prestasi yang memuaskan. Kegiatan
yang dimaksud seperti kegiatan OSIS, Kepramukaan, dan mengikuti kegiatan-
kegiatan di luar madrasah.
6. Keadaan Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana yang terdapat pada MTs Negeri Model Palopo yang
peneliti langsung amati meliputi lahan sekitar 2 Ha, yang di dalam terdapat halaman
madrasah sebagai tempat upacara yang sekaligus berfungsi sebagai lapangan
olahraga seperti : lapangan volli, lapangan basket, lapangna futsal, lapangan bulu
tangkis yang digunakan peserta didik MTs Negeri Model Palopo dan juga guru-guru
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di luar jam belajar. Adapun lahan selebihnya sudah ditempati sarana dan prasarana
berdasarkan tabel berikut:
Tabel 4.5
Keadaan Sarana dan Prasana
Jenis Ruang
Jumlah
Ruang
Kondisi Ruang Ket
Ruang Kelas 28 Baik Permanen
Perpustakaan 1 Baik Permanen
Lab. IPA 2 Baik Permanen
Ruang Kep. Madrasah 1 Baik Permanen
Ruang Guru 1 Baik Permanen
Aula 1 Baik Permanen
Masjid 1 Baik Permanen
Lab. Komputer 1 Baik Permanen
Lab. Multi Media 1 Baik Permanen
Lab Bahasa 1 Baik Permanen
Ruang UKS 1 Baik Permanen
Ruang BP 1 Baik Permanen
Wc 16 Baik Permanen
Kantin madrasah 3 Baik Semi permanen
Lapangan upacara 1 Baik Permanen
Lapangan  Volly 2 Baik Permanen
Lapangan Bulutangkis 1 Baik Permanen
Lapangan Basket 1 Baik Permanen
Sumber : Urusan sarana dan prasarana, April 2012
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Mencermati keadaan sarana dan prasarana MTs Negeri Model Palopo
cukuplah memadai. Sarana pendidikan adalah segala peralatan dan perlengkapan
yang secara langsung dipergunakan dalam proses pendidikan, khususnya proses
pembelajaran seperti: pemakaian ruang kelas, meja kursi, komputer dan lain-lain.
Sedangkan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung
menunjang jalannya proses pembelajaran seperti: halaman, taman madrasah, jalan
menuju madrasah dan lain-lain.
Sarana dan prasarana yang baik diharapkan dapat menciptakan madrasah
yang bersih, rapi, indah sehingga menciptakan kondisi yang menyenangkan bagi
seluruh komponen madrasah baik itu guru, tata usaha maupun bagi siswa-siswa itu
sendiri.
7. Keadaan Pengurus Komite
Komite madrasah merupakan badan mandiri yang mewadahi peran serta
masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan
pendidikan di madrasah. Selain daripada tenaga kependidikan guru dan non guru
adalah unsur komite. Keberadaan komite madrasah harus menjadi kekuatan dan
faktor pendorong terbentuknya madrasah yang efektif. Hal tersebut dapat
diwujudkan apabila kepala madrasah mampu menggandeng komite madrasah dalam
merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan serta menilai program-program
madrasahnya. Berikut ini dapat dilihat pengurus komite MTs Negeri Model Palopo:
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Tabel 4.6
Keadaan Pengurus Komite MTs Negeri Model Palopo
Periode 2011-2014
No Nama Jabatan Ket
1 Drs. H. Djuma Mansur Ketua
2 Drs. Bahruddin Sekretaris
3 Nurmala, S.Kep. Bendahara
4 Hasrida Halimung, S.Ag. Wakil Bendahara
5 Drs. H. Sulaiman Baso Anggota
6 H. Mustahrim, S.H., M.H.I Anggota
7 Dr. H. Fahmi Damang, M.A. Anggota
8 H. Jamaluddin Bin Dara, S.H. Anggota
9 Mail Manessa, S.P. Anggota
10 Drs. Aksan Amir Anggota
11 Nursyam Mustamin, S.H., M.H. Anggota
Sumber: Urusan Kepegawaian dan Administratif, Mei 2012.
Dan untuk lebih terinci dari pengurus komite madrasah dapat dilihat
jumlahnya berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut:
Tabel 4.7
Jumlah Pengurus Komite MTs Negeri Model Palopo
Jenis kelamin Jumlah Ket
Laki-laki 9
Perempuan 2
Total 11
Sumber: Urusan Kepegawaian dan Administratif, Mei 2012.
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Berdasarkan tabel diatas, pengurus komite MTs Negeri Model Palopo
sebanyak 11 orang. Yang diharapkan melalui pelaksanaan MBM, keberadaan, peran
dan fungsi komite madrasah mampu meningkatkan kinerja pengelolaan pendidikan
di madrasah, sehingga kualitas pendidikan meningkat secara optimal sesuai yang
diharapkan.
Hubungan partisipasi antara komite dengan madrasah sangatlah dibutuhkan
dalam pengembangan serta peningkatan pendidikan. Dalam rangka desentralisasi
dan demokratisasi pendidikan dalam konteks otonomi daerah, partisipasi masyarakat
dan orang tua siswa harus menjadi partner madrasah dalam melaksanakan
pendidikan dan pembelajaran, karena kerjasama di antara  keduanya sangat penting
dalam membentuk pribadi peserta didik. Dalam suasana yang demikian, pelaksanaan
MBM di madrasah dapat terlaksana dengan baik.
Melalui MBM MTs Negeri Model Palopo dapat dikembangkan secara
mandiri, karena madrasah diberi kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar
untuk mengelolah potensi sumberdaya yang dimiliki, baik sumber daya manusia,
maupun sumber daya lainnya (dana, peralatan, perlengkapan, bahan, waktu dan
sebainya). Dengan MBM, kelancaran dalam pengelolaan madrasah akan terjadi dan
diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan pembelajaran yang efektif dan efisien
dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Peningkatan otonomi madrasah,
dalam upaya pengelolaan sumber daya madrasah serta partisipasi warga madrasah
dan masyarakat melalui komite madrasah sehingga penyelenggaraan madrasah
ditujukan pada madrasah yang unggul berdasarkan kebijakan nasional. Selain itu,
komite dalam hal ini mendorong orang tua dan masyarakat untuk secara aktif
berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan kualitas, relevansi,
dan pemerataan pendidikan.
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B. Peran pelaksanaan manajemen berbasis madrasah di MTs Negeri Model Palopo
1. Kepemimpinan Kepala MTs Negeri Model Palopo
Sebagai seorang kepala madrasah tentunya menjadi tolak ukur dalam proses
kegiatan yang ada pada lembaga pendidikan terkhusus pada lembaga pendidikan
keagamaan. Hal ini terlihat akan keberhasilan madrasah meningkatkan kualitas
pendidikan baik secara formal ataupun nonformal, pembinaan kegiatan
ekstrakurikuler dan peningkatan prestasi belajar dan prestasi akademik lainnya.
Dikatakan berhasil dalam segala hal, tak lepas dari semua pihak yang telah
mendukung program yang ditetapkan secara bersama.
Mengelola madrasah hal yang tak mudah, akan tetapi jika semua komponen
madrasah bekerja dengan baik maka hal-hal yang tadinya sulit akan menjadi mudah.
Disini dapat dilihat hasil wawancara penulis dengan kepala MTs Negeri Model
Palopo:
Segala yang berhubungan dengan peningkatan kualitas madrasah, meliputi
kualitas pendidikan, tenaga sumber daya manusia, sarana dan prasarana
madrasah, maka saya selaku kepala madrasah tentu bertindak sesuai
manajemen pendidikan. Misalnya dibangunnya gedung dan ruang-ruang kelas,
sarana olahraga, dan pembangunan non fisik yang lain. Dan dalam
melaksanakan MBM memang terkadang ada suatu program dijalankan secara
tiba-tiba itu karena persoalan waktu dan kondisi lingkungan yang tidak
mendukung. Namun, saya menyesuaikan keadaan bersama guru-guru dan
warga madrasah yang lain.6
Kepemimpinan kepala madrasah dalam setiap kebijakan tentunya didasarkan
atas kebutuhan bersama. Namun, terkadang ada sebuah kebijakan diputuskan secara
internal pimpinan. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus memiliki dedikasi dan
kemampuan yang tinggi untuk memimpin sebuah lembaga pendidikan. Dalam
6Drs. Amiruddin, S.H., M.H, Kepala MTs Negeri Model Palopo, Wawancara, di Palopo,
tanggal 20 April 2012.
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melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai kepala madrasah tentunya
bersamaan dengan unsur manajemen dalam mengolah, mengatur bahkan
menyelesaikan persoalan yang muncul di madrasah.
Kekuasaan dan kebijakan seorang pemimpin dalam kapasitas sebagai kepala
madrasah adalah hak penuh, akan tetapi didukung oleh warga madrasah yang lain
sehingga keputusan yang diambil menjadi acuan kinerja di madrasah.
Selanjutnya, pendapat yang dikemukakan oleh bapak kepala MTs Negeri
Model Palopo, mengatakan bahwa:
Saya menggunakan kewenangan sesuai dengan pedoman pendidikan nasional
dan tak lepas dari aturan-aturan yang ada dan berdasarkan konsep MBM.
Sebagai seorang pemimpin, saya sering mengambil keputusan. Langkah-
langkah yang biasa saya lakukan adalah melalui musyawarah, kecuali dalam
hal-hal tertentu yang bersifat sementara, saya mengambil keputusan dengan
hati-hati memikirkan dampak dari keputusan itu, dengan melibatkan guru-
guru, pegawai yang lain dan para wakil kepala madrasah. hal ini semua saya
lakukan untuk menciptakan suasana kerja yang nyaman tanpa ada rasa paksaan
dalam bekerja, dan mencapai hasil sesuai dengan harapan bersama.7
Kepemimpinan kepala madrasah di MTs Negeri Palopo memiliki komitmen
tinggi terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Meningkatkan kesempatan untuk
mengadakan pertemuan secara efektif dengan para guru dalam situasi yang kondusif,
menciptakan iklim dan budaya kerja yang tertib dan disiplin di madrasah. Dalam hal
ini sebagaimana disampaikan informan, bahwa kepemimpinan kepala MTs Negeri
Model Palopo:
Saya anggap sudah baik, walupun berjalan dengan tidak sempurna, akan tetapi
sudah bertahap dalam pembenahan. Misalnya  menerapkan kedisiplinan kepada
bawahannya, dan menerapkan bagaimana mempertanggungjawabkan pekerjaan
masing-masing. Ini terlihat dari segi pembagian tugas, tapi terkadang ada
program yang tidak terlaksana tepat pada waktunya, ini disebabkan karena
7Drs. Amiruddin, S.H., M.H, Kepala MTs Negeri Model Palopo, Wawancara, Palopo,
tanggal 20 April 2012.
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waktu yang tidak tersusun dengan baik dan hasil pun tidak memuaskan
walaupun dikerjakan sesuai petunjuk.8
Dari pernyataan diatas, menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala madrasah
di MTs Negeri Model Palopo berjalan kurang sempurna, akan tetapi telah dilakukan
segala upaya untuk menjalankan segala kebijakan tidak lepas dari visi, misi dan
tujuan madrasah. Sehingga keadaan seperti ini dapat menigkatkan kualitas kinerja
guru sebagai tenaga pendidik, staf sebagai administratif dan komponen yang lain
yang ada di MTs Negeri Model Palopo lebih efektif dan efisien dalam menjalankan
tugas masing-masing.
Pendapat yang lain mengatakan:
Sebagai seorang yang pemimpin, kepala madrasah menampakkan diri dengan
cukup profesional, ia memperlihatkan situsi yang kondusif, iklim kerja yang
tenang, sering berkomunikasi dengan para guru. Dalam setiap kewenangannya
sesuai dengan aturan main yang telah ditetapkan pemerintah. Misalnya saja:
membuat struktur organisasi memilih orang-orang kompoten untuk
menjalankan tugas, dan membagi tugas-tugas pekerjaan sesuai dengan
fungsinya masing-masing. Bapak senantiasa menghormati dan menghargai
seluruh potensi yang ada. Dalam bertindak ia tidak otoriter, senantiasa bersifat
demokrasi, melibatkan semua pihak (kami selaku guru), dan ia bersifat
terbuka. Dan menurut saya selama ini madrasah dikelola sudah sesuai dengan
manajemen berbasis madrasah.9
Kepemimpinan kepala MTs Negeri Palopo telah menerapkan iklim kerja
yang kondusif, efektif dan efisien sehingga tercipta suasana yang nyaman, damai dan
terjalin hubungan harmonis antara atasan dan bawahan. Tentunya ini menjadi acuan
sebagai seorang pemimpin lembaga pendidikan khususnya lembaga pendidikan
keagamaan.
8Barorah Ak, S.Sos, Pegawai Tata Uasha MTs Negeri Model Palopo, Wawancara, Palopo, 14
April 2012.
9Hasri, S.Ag. Wakil Kepala Madrasah Urusan Kesiswaan MTs Negeri Model
Palopo,Wawancara, Palopo, 14 april 2012.
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Dikatakan pemimpin yang tidak otoriter membuktikan bahwa dalam setiap
kebijakan atau kewenangan yang di putuskan melibatkan semua pihak. Adanya rasa
menghargai kepada tenaga pendidik yang lain, menerima saran-saran dan itu
dijadikan tolak ukur dalam mengambil sebuah keputusan. Gaya  kepemimpinan
seperti ini adalah kepemimpinan yang demokratis. Dimana kepemimpinan
demokratis menempatkan manusia sebagai faktor utama dan terpenting setiap
kelompok atau suatu organisasi dan berupaya mewujudkan dan mengembangkan
hubungan manusiawi (human relationship) yang efektif, berdasarkan prinsip saling
menghormati dan menghargai antara yang satu dengan yang lainnya.
Dari kajian pendapat diatas, dapat pula didukung oleh pendapat kepala Tata
Usaha MTs Negeri Model Palopo yang mengatakan bahwa:
Hubungan kepala madrasah dengan bawahannya sangat baik, bapak kepala
madrasah selalu membangun komunikasi dengan baik, selalu melakukan
komunikasi dengan timbal balik, baik yang terjadi antara kepala sekolah
dengan guru dan staf ataupun warga sekolah yang ada. Hal ini tak lepas atas
dasar prinsip manajemen seorang pemimpin.10
Dari pendapat informan diatas jelas terlihat kepemimpinan kepala MTs
Negeri Model Palopo menjadikan para guru, staf dan pegawai lainnya bahkan siswa
sebagai mitra dalam bekerja untuk mencapai visi, misi dan tujuan madrasah yang
telah dirumuskan bersama.
Pendapat informan yang lain mengatakan hubungan antara kepala madrasah
dengan bawahannya:
Selama ini baik-baik saja, kepala madrasah tentunya memiliki trik-trik yang
membuat para bawahannya dalam bekerja sesuai dengan kemampuan, beliau
sering berkomunikasi dengan para wakil-wakilnya, guru, staf, siswa dan terjadi
10Hj. Hasmia Said, S.Ag, Kepala Tata Usaha MTs Negeri Model Palopo, Wawancara,
Palopo, 16 Juni 2012.
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hubungan timbal balik. Bapak sering memuji pekerjaan, dan memberi
penghargaan terhadap kepuasan kerja. 11
Kepemimipinan kepala MTs Negeri Model Palopo memandang dan
menempatkan orang-orang yang dipimpinnya sebagai subjek. Mereka yang dipimpin
itu dipandang memiliki kepribadian dengan segala aspeknya. Kemauan, kehendak,
kemampuan, ide, pendapat, minat atau perhatian, kreativitas, inisiatif dari yang
dipimpin itu dipersepsikan berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Oleh
karena itu, semuanya akan selalu dihargai dan diberikan perlakuan dengan wajar.
Kepemimpinan kepala MTs Negeri Model Palopo dalam gaya
kepemimpinannya selalu melihat usaha untuk memanfaatkan setiap orang yang
dipimpinnya. Proses kepemimpinan diwujudkan dengan cara memberikan
kesempatan yang luas bagi guru-guru, staf dan pegawai lainnya untuk berpartisipasi
dalam setiap kegiatan. Partisipasi itu disesuaikan dengan posisi atau jabatan masing-
masing, di samping memperlihatkan pula tingkat dan jenis kemampuan setiap
bawahannya.
Kepala MTs Negeri Model Palopo sebagai pelaksana dalam pucuk pimpinan,
memperoleh pelimpahan wewenang dan tanggung jawab yang sama pentingnya bagi
pencapaian tujuan bersama. Sementara itu, guru, staf dan pegawai lainnya diberikan
kesempatan berpartisipasi dikembangkan dalam berbagai kegiatan di lingkungan
madrasah dengan mendorong terwujudnya kerja sama. Dengan demikian, berarti
setiap guru, staf dan pegawai lainnya tidak saja diberi kesempatan untuk aktif, akan
tetapi juga dibantu dalam mengembangkan sikap dan kemampuan memimpin.
Mengatur orang adalah suatu hal yang kompleks karena orang yang diatur (bawahan)
11Drs. Alinurdin, Guru MTs Negeri Model Palopo, Wawancara, Palopo, 17 Juni 2012.
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dan orang yang mengatur (pimpinan) sering terjadi pendapat, pengalaman,
kematangan jiwa, kemauan dan kemampuan menghadapi situasi yang berbeda.
Kepala madrasah dalam menghadapi keadaan tersebut sering melihat situasi dan
kondisi sebelum mengambil keputusan yang tepat.
Tipe kepemimpinan demokratis kepala MTs Negeri Model Palopo terlihat
dalam mengambil keputusan sangat mementingkan musyawarah, dengan
mewujudkan kebersamaan antara pimpinan dan bawahan.
2. Pelaksanaan MBM di MTs Negeri Model Palopo
Manajemen berbasis madrasah sebagaimana dikenal luas dikalangan
madrasah, salah satu keunggulannya ialah memberikan kebebasan dan kewenangan
yang luas pada madrasah, serta seperangkat tanggung jawab. Dengan adanya
otonomi yang memberikan tanggung jawab pengelolaan sumber daya dan partisipasi
masyarakat sangat mungkin mendorong profesionalisme para pendidik di madrasah.
Melalui MBM, madrasah diharapkan menjadi suatu lembaga pendidikan
keagamaan yang berkembang dan mampu mengelola proses pendidikan sehingga
dapat meningkatkan mutu pendidikan. Pelaksanaan MBM memerlukan tenaga yang
memiliki keterampilan memadai, minimal mampu mengelola dan mengerti prinsip-
prinsip manajemen berbasis madrasah. Selama ini tenaga yang ada, masih perlu
diberikan pelatihan-pelatihan sesuai dengan keterampilan dan profesi mereka, agar
dana yang dialokasikan secara langsung tersebut mampu dikelola sesuai dengan
prinsip MBM.
Pelaksanaan MBM akan berlangsung secara efektif dan efisien apabila
didukung oleh sumber daya manusia yang profesional untuk mengoperasikan
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madrasah, mengelolah keuangan, memberikan tugas kepada guru dan staf sesuai
dengan kemampuan dan spesifikasi, sarana dan prasarana yang memadai untuk
mendukung proses pembelajaran serta dukungan masyarakat atau orang tua yang
tinggi. Sekaitan hal ini, kompetensi sumber daya manusia dan sarana dan prasarana
yang ada di MTs Negeri Model Palopo sudah memadai untuk pelaksanaan MBM
ditingkat madrasah dan pelaksanaan MBM di MTs Negeri Model Palopo sudah
dilaksanakan dengan baik, bahkan sekarang ini hasil dari pelaksanaan MBM sudah
terlihat.
Dalam pertemuan wawancara dengan wakil kepala madrasah bidang sarana
dan prasarana dikatakan bahwa:
Segala kegiatan berjalan dengan baik atas partisipasi dan kerja keras dari
semua unsur yang melaksanakan tugasnya masing-masing dan sudah sesuai
dengan konsep MBM di madrasah ini. Selain itu, MBM yang dilaksanakan di
madrasah ini tak dapat berlangsung dan berjalan lancar kalau sarana dan
prasarana tidak memadai, tapi alhamdulillah di Mts Negeri Model Palopo ini
sarana yang ada cukup memadai, Lab Komputer sudah ada, ruangan kelas
cukup untuk belajar, LCD lengkap dengan proyektor, ruang guru cukup luas,
ruang kepala madrasah, sarana olahraga yang siap pakai. Disamping itu
dulunya masjid sangat kecil tidak dapat menampung warga sekolah untuk
melaksanakan salat berjamaah, akan tetapi sekarang ini dalam tahap perbaikan
dan dilakukan perluasan, juga sarana yang lain cukup menunjang.12
Dalam pelaksanaan MBM di MTs Negeri Model Palopo memerlukan
pemimpin yang profesional, handal dan mementingkan kepentingan bersama demi
tercapainya visi, misi dan tujuan madrasah. Hal yang nampak dalam pelaksanaan
MBM ini dilihat dari salah satu segi yaitu peningkatan kualitas pendidikan dari
12Idrus, S.Ag, Wakil Kepala Madrasah Urusan Sarana dan Prasarana MTs Negeri Model
Palopo, Wawancara, Palopo, 16 Juni 2012.
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tahun ke tahun, dan masih terdapat segi yang lain seperti tercapainya penambahan
pembangunan kelas, sarana olahraga, serta peningkatan fisik lainnya.
Berikut kutipan informan tentang pelaksanaan MBM di MTs Negeri Model
Palopo. Informan ini mengatakan bahwa:
Pelaksanaan MBM di MTs Negeri Model Palopo berjalan sesuai dengan aturan
pemerintah melalui dinas pendidian dan tak lepas kontrol dari kementrian
agama dan pelaksanaannya sudah dapat dikatakan baik, karena segala
komponen yang ada di madrasah turut mendukung dalam pelaksanaan MBM ,
misalnya pembelajaran berproses dengan baik, pembinaan siswa dalam
mengembangkan bakat dan minatnya sudah tersalurkan dengan baik pula.
Penggunaan dan pengelolaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sistem penggajian pegawai sesuai proporsi kerja. Misalkan saja kepanitiaan
diberikan tranfor sesuai apa yang dikerjakan. Bapak selalu mengontrol
penggunaan anggaran, yang saya lakukan setiap belanja madrasah dibuktikan
dengan surat tanda pengeluaran atau kuitansi. Setiap bulannya membuat
laporan pengeluaran, pengelolaan keuangan tentunya dikelola dengan
transparan dan akuntabel.13
Pendapat informan diatas jelas bahwa pelaksanaan MBM di MTs Negeri
Model Palopo sudah berjalan dengan baik. Ini menandakan kinerja dari semua
komponen madrasah telah bekerja sesuai tugas masing-masing, tenaga pendidik
dalam hal ini guru melakukan proses pembelajaran seseuai dengan kapasitasnya,
begitu pun tenaga yang lainnya.
Pelaksanaan MBM ini tak lepas dari kerangka desentralisasi pendidikan yang
telah memperhatikan beberapa faktor. Faktor yang dimaksud antara lain:
1. Madrasah dituntut mampu menampilkan pengelolaan sumber daya secara
transparan, demokratis, tanpa monopoli, dan tanggung jawab terhadap
masyarakat maupun pemerintah.
13Nasrawati, S.Ag, Bendahara Pengeluaran MTs Negeri Model Palopo, Wawancara, Palopo,
16 Juni 2012.
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2. Peranan pemerintah merumuskan kebijakan pendidikan yang menjadi prioritas
nasional dan merumuskan pelaksanaan MBM. Madrasah menjabarkannya sesuai
dengan potensi lingkungan madrasah.
3. Perlu dibentuk School Council (dewan madrasah/komite madrasah) yang
keanggotaannya terdiri dari guru, kepala madrasah, orang tua peserta didik, dan
masyarakat.
4. MBM menuntut perubahan perilaku kepala madrasah, guru, dan tenaga
administrasi menjadi lebih profesional dan manajerial dalam pengoperasian
madrasah.
5. Dalam meningkatkan profesionalisme dan kemampuan manajemen yang terkait
dengan MBM perlu diadakan kegitan-kegiatan seperti pelatihan dan sejenisnya.
6. Keefektifan MBM dapat dilihat dari indikator-indikator sejauh mana madrasah
dapat mengoptimalkan kinerja organisasi madrasah, proses pembelajaran,
pengelolaan sumber daya manusia dan administrasi.14
Pelaksanaan MBM di MTs Negeri Model Palopo berlangsung secara efektif
dan efisien dalam bentuk proses pembelajaran. Hal ini didukung oleh sumber daya
manusia  yang profesional untuk mengoperasikan madrasah, pengelolaan keuangan,
penggunaan sarana dan prasarana yang memadai serta mendapat dukungan dari
masyarakat atau orang tua peserta didik. Oleh sebab itu, dengan kepribadian dan
sumber daya manusia yang dapat diandalkan maka kualitas pendidikan pada
umumnya dan terkhusus lembaga pendidikan keagamaan akan terjamin untuk masa
yang akan datang. Dari kualitas sumber daya manusia dan output lembaga
14Hasbullah, op. cit., h. 81-82.
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pendidikan inilah, H>.A.R. Tilaar mengatakan harus adanya upaya kontrol lembaga
pendidikan terhadap output-nya.15
Mengomentari realitas di atas, Wakil Kepala MTs Negeri Model Palopo
Urusan Kurikulum, ketika diwawancarai mengatakan:
Proses pelaksanaan MBM di laksanakan sesuai pokja dan program yang telah
disepakati bersama antara kepala madrasah dan guru-guru serta staf yang ada
di madrasah. Misalnya saja proses pembelajaran berlangsung aktif di kelas,
dengan sistem siswa aktif dalam belajar, menggunakan LCD, proyektor ini
berguna agar peserta didik menerima materi pelajaran tidak merasa jenuh atau
bosan dan dapat meningkatkan peserta didik belajar dengan rajin. Selain itu,
penggunaan anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis
pengeluaran. Kami patut bersyukur semua pihak mendukung dengan baik
sehingga pelaksaaan MBM yang diharapkan berjalan dengan lancar walaupun
masih ada hal-hal yang perlu di kerjakan secara maksimal.16
Di sinilah dapat terlihat MBM di MTs Negeri Model Palopo dilaksanakan
dengan baik yang didukung dari komponen madrasah. MBM yang dikembangkan
menjadikan MTs Negeri Model Palopo setara dengan lembaga pendidikan yang
sederajat. Dari prestasi peserta didik diharapkan dapat dipertahankan dan
dikembangkan. Dalam hal ini, prestasi dan keberhasilan madrasah harus menjadi
kebanggaan dan lingkungan sekitar.
Pendapat informan lain mengatakan:
Keberhasilan MBM tentunya memberikan motivasi ke arah pengembangan
intelektualitas dan profesionalitas bagi semua elemen pendidik yang terkait
dalam mendukung proses pengembangan kurikulum dapat dilihat dengan
prestasi peserta didik. Bangunan yang siap pakai. Kesejahteraan guru dan staf.
Dan kami yang ada di komite sangat mendukung dan mengharapkan kiranya
15H.A.R. Tilaar, Paradigma Baru Pendidikan Nasional (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), h.
99.
16Drs. Nawir R. Wakil Kepala Madrasah Urusan Kurikulum MTs Negeri Model
Palopo,Wawancara, Palopo,12 April 2012.
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prestasi tetap di pertahankan yang telah dicapai selama ini, sehingga out-put
madrasah memberikan andil di tengah-tengah masyarakat.17
Keberhasilan pelaksanaan MBM di MTs Negeri Model Palopo tentunya
memberikan input yang berharga bagi dunia pendidikan terutama mengadakan
pembaharuan di bidang: proses pembelajaran, bimbingan dan konseling, pembinaan
kegiatan intra dan ekstrakurikuler, pengadaan sarana dan prasarana, pembinaan
tenaga pendidik dan staf serta menggali sumber daya baik dari komite dan
masyarakat. Hal ini juga akan menghasilkan madrasah yang unggul dan berkualitas
dan tercapai tujuan pendidikan untuk mencerdaskan generasi bangsa.
C. Faktor-faktor pendukung dan penghambat kepemimpinan kepala MTs Negeri
Model  Palopo dalam menerapkan manajemen berbasis madrasah
1. Faktor Pendukung
Dalam melaksanakan MBM di MTs Negeri Model Palopo tentunya tak lepas
dari berbagai faktor yang menunjang dan faktor penghambat. Dengan adanya faktor
pendukung maka pelaksanaan MBM itu akan berjalan efektif dan efisien. Disamping
itu pula, ada faktor penghambat yang dapat meghalangi pelaksanaan MBM tersebut.
Berikut ini hasil kutipan wawancara dengan kepala MTs Negeri Model
Palopo terkait faktor pendukung pelaksanaan MBM adalah:
Berbicara tentang faktor pendukung dan penghambat dilaksanakannya MBM
di MTs Negeri Model Palopo, tentu ada faktor pendukungnya antara lain:
kepemimpinan seorang kepala madrasah itu sendiri yang harus berkualitas,
dukungan guru-guru, staf, komite madrasah serta organisasi-organisasi lain
seperti MGMP, PGRI, FKG, dan organisasi lain yang peduli terhadap
peningkatan kualitas pendidikan.18
17Drs. Bahruddin, Sekretaris Pengurus Komite MTs Negeri Model Palopo,Wawancara,
Palopo, 17 Juni 2012.
18Drs. Amiruddin, S.H., M.H, Kepala MTs Negeri Model Palopo, Wawancara, Palopo, 20
April 2012.
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Pelaksanaan MBM secara efektif sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor,
baik faktor interen maupun eksteren. Beberapa faktor yang menunjung keberhasilan
manajemen tersebut dalam garis besarnya mencakup: gerakan peningkatan kualitas
pendidikan oleh berbagai kalangan (formal dan informal), potensi kepala madrasah,
swadaya masyarakat organisasi profesi serta dukungan dunia usaha industri.
a. Sosialisasi peningkatan kualitas pendidikan
Pada saat ini Kementrian Agama sedang melakukan sosialisasi peningkatan
kualitas pendidikan diberbagai wilayah kerja, baik dalam pertemuan-pertemuan
resmi maupun melalui pelatihan awal. Sosialisasi peningkatan kualitas pendidikan
antara lain berkaitan dengan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM),
Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Hal ini merupakan faktor pendukung, sehingga
para kepala madrasah dapat memperoleh informasi, memahami MBM, serta
implementasinya di madrasah masing-masing.
b. Gerakan peningkatan kualitas pendidikan yang dicanangkan pemerintah
Upaya peningkatan kulaitas pendidikan terus menerus dilakukan baik secara
konvensional maupun inovatif. Hal tersebut lebih terfokus lagi setelah diamanatkan
dalam Undang-undang Sisdiknas bahwa tujuan Pendidikan Nasioanl adalah untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa melalui peningkatan kualitas pendidikan pada
setiap jenis dan jenjang pendidikan. Pemerintah dalam hal ini Mentri Pendidikan
Nasional telah mencanangkan “Gerakan peningkatan mutu pendidikan”. Hanya saja
gerakan ini belum terlampau diekspos sehingga tingkat bawah cenderung kurang
menindaklanjuti padahal, hal ini merupakan momentum yang paling tepat dalam
rangka mengantisipasi dan mempesiapkan pseserta didik memasuki era globalisasi
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yang beberapaindiktornya telah dapat dirasakan sekarang ini, dimana teknologi
mampu menembus batas-batas antara wilayah dan antara negara.
Kesemuanya itu perlu dipersiapkan melalui pendidikan yang berkualitas di
bawah kepemimpinan kepala madrasah profesional dan tak lepas dukungan dari
pihak atau para pelaku pendidikan itu sendiri.
c. Gotong royong dan kekeluargaan
Gotong royong dan keswadayaan dengan sifatnya yang kekeluargaan dapat
menghasilkan dampak politik dalam suatu pekerjaan gotong royong dan
kekeluargaan yang membudaya dalam pelukan masyarakat Indonesia sebagimana
pula di Kota Palopo, masih dapat dikembangkan dalam mewujudkan visi pendidikan
menjadi aksi nyata di madrasah. Kondisi ini dapat ditumbuhkembangkan oleh para
pengawas dengan menjalin kerja sama dan mempererat hubungan madrasah dengan
masyarakat dan dunia kerja, terutama yang berada di lingkungan madrasah.
Berikut hasil kutipan wawancara dengan salah satu pengurus Komite MTs
Negeri Model Palopo sebagai berikut:
Kami selaku komite senantiasa memberikan masukan dan pertimbangan dalam
rangka pengembangan madrasah, memberikan masukan dalam pertimbangan
dan penyusunan RAPBN, mendorong peran serta masyarakat serta pengusaha
untuk mendukung proses pembelajaran. Meminta penjelasan madrasah tentang
hasil belajar peserta didik di madrasah dan menampung dan
menganalisaaspirasi ide tuntutan berbagai kebutuhan yang disampaikan
masyarakat.19
Masukan ini dilakukan setiap empat bulan sekali dan setiap tahun ajaran baru
sehingga hubungan komunikasi tetap terjalin dengan baik. Kepala madrasah sebagai
19Drs. Bahruddin, Sekretaris Pengurus Komite MTs Negeri Model Palopo, Wawancara,
Palopo, 17 Juni 2012.
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pemimpin formal memiliki kharisma yang cukup kuat, serta dapat menjadi teladan
dan panduan masyarakat. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh kepala madrasah untuk
memperkenalkan program-program MBM pada masyarakat dan dunia kerja,
terutama dalam kaitannya dengan peningkatan kinerja madrasah dan peningkatan
kualitas pendidikan.
d. Potensi kepala madrasah
Kepala madrasah memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan secara
optimal. Setiap kepala madrasah harus memiliki perhatian yang cukup tinggi
terhadap peningkatan prestasi peserta didik di madrasah. Perhatian tersebut harus
ditujukkan dalam kemauan dan kemampuan untuk mengembangkan diri dan
madrasahnya secara optimal. Dengan kharismanya, ketokohan dan ruang gerak
kepala madrasah, mereka dapat leluasa memperdayakan madrasah. Potensinya
kepala madrasah karena kepemimpinan, strategi kedudukan dan pengaruh
personalitasnya.
e. Organisasi formal dan non formal
Pada sebagian besar lingkungan pendidikan madrasah diberbagai wilayah
Indonesia, terutama pada wilayah MTs Negeri Model Palopo, umumnya telah
memiliki organisasi formal terutama yang berhubungan dengan profesi pendidikan
seperti Kelompok Kerja Pengawas Madrasah (KKPM), Kelompok Kerja Madrasah
(KKM), Musyawarah Kepala Madrasah (MKM), Dewan Pendidikan dan Komite
Madrasah. Organisasi-organisasi tersebut sangat mendukung peningkatan efektifitas
MBM untuk mendukung berbagai terobosan dalam peningkatan kulaitas pendidikan
di madrasah.
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f. Organisasi profesi
Organisasi profesi pendidikan sebagai wadah untuk membantu pemerintah
dalam meningkatkan kualitas pendidikan seperti Kelompok Kerj Guru (KKG),
Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Persatuan Guru Republik Indonesia
(PGRI), Forum Peduli Guru (FPG), dan Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI)
dan ini sudah terbentuk hampir diseluruh Indonesia, dan telah terbentuk di daerah-
daerah. Organisasi profesi tersebut sangat mendukung implementasi MBM dalam
peningkatan kerja dan prestasi belajar peserta didik menuju peningkatan kualitas
pendidikan nasional dan terkhusus peningkatan pendidikan di madrasah.
2. Faktor Penghambat
Tidak dipungkiri adanya berbagai faktor penghambat pelaksanaan MBM di
MTs Negeri Model Palopo. Secara garis besar ada tiga hal antar lain: 1) Karakter
pemimpin dalam kebijakan, 2) Keterbatasan sumber daya manusia, 3) keterbatasan
penggunaan fasilitas penunjang. Dari ketiga faktor ini jelas bahwa pelaksanaan
MBM tidak akan berjalan lancar. Akan tatapi, jika kepala madrasah dan komponen
yang lain di madrasah berusaha dengan keras maka dapat dilaksanakan walaupun
tidak secar optimal. Faktor penghambat ini tidak dijadikan sebagai penghalang
namun, menjadi motivasi untuk tetap berusaha mencari solusi yang terbaik.
Ketiga aspek diatas tentu saja harus dibenahi jika sebuah madrasah ingin
membangun kualitas pendidikan dan prestasi peserta didik serta kualitas manajemen
di madrasah. Akan tetapi, kunci yang terpenting adalah kemauan dan kemampuan
kepemimpinan menjadi dorongan untuk bekerja semaksimal mungkin. Hal ini senada
dengan hasil wawancara dengan kepala MTs Negeri Model Palopo sebagai berikut:
Disamping faktor pendukung yang ada, kami selaku pimpinan menyadari
bahwa tidak semua proses MBM ini berjalan dengan baik. Namun, dengan
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usaha dan semangat kami kepala madrasah, guru, staf, dan juga peserta didik
dapat melaksanakan walaupun tidak secara optimal mungkin. Faktor
penghambat itu misalnya kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses
pengembangan madrasah, masih ada di antara guru kurang serius dalam
melaksanakan tugas, peserta didik yang melanggar aturan madrasah,
penggunaan sarana yang tidak maksimal, terkadang terjadi perbedaan
pendapat, tetapi dengan usaha dan kerja keras kami yakin mampu mengatasi
semua itu. Namun, dari beberapa penghambat ini kami mencoba memberi
solusi diantaranya: perlu sosialisasi secara mendalam terhadap guru-guru, staf,
serta yang terlibat di dalam pengembangan madrasah, sikap dari pengelola
terhadap pelaksanaan MBM harus bersikap terbuka, pengadakan pelatihan
dalam rangka peningkatan kelembagaan, pengawasan terhadap siswa untuk
taat aturan, jadikan perbedaan sebagai potensi untuk mempertajam sebuah
keputusan sehingga saling memahami, dan juga tentunya perlu dibuat
pertemuan yang bervariasi dan tidak monoton.20
Dari hasil wawancara ini dapat dilihat bahwa faktor penghambat dari
pelaksanaan MBM terutama di MTs Negeri Model Palopo adalah:
Pertama: Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengembangan
madrasah, karena alasan kultural, sosial, dan ekonomi. Padahal sangat jelas bahwa
dalam pelaksanaan MBM partisipasi masyarakat sebagian besar dari anggota komite
madrasah sangat dibutuhkan, baik dalam hal perencanaan  maupun pada saat
implementasi dan evaluasi.
Kedua: Masih ada diantara guru yang belum serius dalam melaksanakan
tugas. Hal ini sangat kurang baik dalam pelaksanaan MBM, dimana keseriusan guru
menjadi aspek kebutuhan yang dibutuhkan madrasah.
Ketiga: Masih ada diantara peserta didik yang melanggar aturan madrasah.
Jika hal ini sering terjadi maka proses pelaksanaan MBM tidak maksimal, dimana
sasaran pelaksanaan MBM adalah termasuk peserta didik.
20Drs. Amiruddin, S.H., M.H, Kepala MTs Negeri Model Palopo, Wawancara, Palopo, 20
April 2012.
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Keempat: Penggunaan sarana yang tidak maksimal. Sarana yang ada di MTs
Negeri Model Palopo cukup memadai namun penggunaannya terkadang tidak sesuai
ketentuan madrasah, misalnya lapangan bulutangkis terkadang dipakai menjadi
lapanagn futsal, media pembelajaran seperti LCD dan proyektor terkadang guru
tidak mempergunakan dalam proses pembelajaran di kelas. Hal ini menyebabkan
ketidakseriusan guru dalam melaksanakan MBM.
Kelima: Perbedaan pendapat terkadang ada diantara stakeholder tentang
penerapan MBM. Hal semacam ini akan menyebabkan tidak terjalinnya hubungan
kerja yang baik diantara stakeholder.
Diantara faktor penghambat di atas, semangat dan motivasi kepemimpinan
kepala  MTs Negeri Model Palopo beserta komponen madrasah tetap berusaha untuk
bekerja sesuai kemampuan dan tak lepas dengan ketentuan manajemen berbasis
madrasah dalam mengelola madrasah. Komitmen seorang kepala madrasah dalam
memimpin madrasah menjadi motivasi bagi seluruh komponen madrasah.
Adapun upaya-upaya yang ditawarkan oleh kepala madrasah terkait dengan
faktor yamg menghambat pelaksanaan MBM tersebut adalah:
a. Perlu sosialisasi secara mendalam terhadap komponen madrasah,
b. Sikap dari pengelola terhadap pelaksanaan MBM harus terbuka, dan
meningkatkan sikap profesionalitas kerja,
c. Mengadakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan
kelembagaan,
d. Pengawasan siswa melalui dengan aturan madrasah,
e. Perbedaan pendapat dalam sebuah komunitas wajar saja, jangan sampai
perbedaan pendapat menyebabkan tidak terjalinnya hubungan kerja yang
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baik, tetapi jadikan perbedaan sebuah potensi dalam pemgambilan
keputusan,
f. Pertemuan yang bervariasi dan menyenangkan.
Kepemimpinan yang baik akan berusaha sekuat tenaga mengatasi keadaan
dan kondisi di madrasah, baik fasilitas maupun kemampuan tenaga pendidik dan
komponen yang lain. Sebaliknya tidak ada yang dapat dilakukan oleh para guru bila
kepala madrasah tidak memiliki kemauan yang keras beserta kemampuan untuk
membangun sistem manajemen yang baik. Pola kepemimpinan yang nampak pada
MTs Negeri Model Palopo memperlihatkan sebagai pemimpin yang senantiasa
mendengarkan masukan dari para guru dan warga madrasah yang lainnya.
Pelaksanaan MBM di MTs Negeri Model Palopo sangat bermanfaat bagi
madrasah terkhusus kepada peserta didik, ini dapat terlihat pada pengembangan
madrasah dari berbagai aspek kemajuan seperti: prestasi belajar peserta didik
meningkat dari tahun ke tahun berdasarkan tingkat kelulusan, pembinaan peserta
didik dalam mengembangkan bakat dan minat (dalam bidang kegamaan, seni dan
olah raga) terus di kembangkan.
D. Hasil Peran Pelaksananaan Manajemen Berbasis Madrasah melalui
Kepemimpinan Kepala MTs Negeri Model Palopo
Peningkatan kualitas pendidikan di madrasah perlu didukung kemampuan
manajerial kepala madrasah. Madrasah perlu berkembang maju dari tahun ke tahun.
Karena itu, hubungan baik antara kepala madrasah, guru, staf, serta komponen yang
lain perlu diciptakan agar terjalin iklim dan suasana kerja yang kondusif dan
menyenangkan. Demikian halnya dengan penataan penampilan fisik dan manajemen
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madrasah perlu dibina agar madrasah menjadi lingkungan pendidikan yang dapat
menumbuhkan kreativitas, disiplin, dan semangat belajar peserta didik.
Dalam pelaksanaan MBM secara efektis dan efisien, kepala madrasah perlu
memiliki pengetahuan kepemimpinan, perencanaan, dan pandangan luas tentnag
madrasah dan pendidikan. Wibawa seorang kepala madrasah harus ditumbuh-
kembangkan dengan meningkatkan sikap kepedulian, semangat belajar, disiplin
kerja, keteladanan dan hubungan manusiawi sebagai modal perwujudan iklim kerja
yang kondusif. Lebih lanjut, kepala madrasah dituntut untuk melakukan fungsinya
sebagai pimpinan madrasah dalam meningkatkan proses pembelajaran, dengan
melakukan supervisi kelas, membina dan memberikan saran-saran positif kepada
guru. Di samping itu, kepala madrasah juga melakukan tukar pikiran, sumbang saran,
dan studi banding antar madrasah untuk menyerap kiat-kiat kepemimpinan dari
madrasah yan lain. Disinilah sangat di perlukan peranan kepemimpinan kepala MTs
Negeri Model Palopo dalam melaksanakan MBM.
Berikut ini kutipan wawancara antara peneliti dengan informan yang
mengatakan:
Peranan kepala madrasah selaku pimpinan, memperlihatkan sebagai orang
nomor satu pengambil kebijakan terkait dengan pelaksanaan MBM, tetapi
memang terkadang terjadi program tiba-tiba yang tidak terencana. Hal itu
telah disadari dan telah dilakukan dengan segla upaya baik dari segi hasil
positif maupun hasil negatif dalam melaksanakan MBM di MTs Negeri Model
Palopo. Misalnya mengaktifkan pembinaan guru lewat pelatihan-pelatihan
demi menunjang kemampuan dalam membina, membimbing peserta didik
dalam proses pembelajaran, menambah buku-buku pelajaran. Dengan demikian
tolak ukur keberhasilan peran pelaksanaan MBM, saya liat dari sisi kualitas
pendidikan dari tahun ke tahun tingkat kelulusan siswa meningkat, contoh
tahun lalu 2009/2010 kelulusan 100%. Ini tak lain adalah kinerja kepala
madrasah yang efektif, disamping bantuan dari seluruh guru dan staf. Pada
pola pembinaan peserta didik dilakukan dengan menerapkan tata tertib yang
harus diikuti antara hak peserta didik dan kewajiban peserta didik sehingga
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mereka mempunyai hak dan kewajiban yang tentunya berbeda halnya dengan
warga madrasah lainnya.21
Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat pelaksanaan MBM terkadang
terjadi program-progra yang tidak terencana ini disebabkan karena keterbatasan
waktu dan kondisi lingkungan. Pengelola madrasah dalam hal ini pimpinan madrasah
menyadari hal tersebut dan telah melakukan segala upaya untuk menutupi
kekurangan tersebut.
Dalam pelaksanaan MBM di MTs Negeri Model Palopo, tak lepas dari sistem
pengawasan dan evaluasi dari kepala madrasah. Sistem pengawasan dan evaluasi
dalam pelaksanaan MBM adalah hal yang wajar menjadi tolak ukur berhasil atau
tidaknya MBM tersebut. Pengawasan yang dilakukan oleh kepala madrasah
menjadikan kinerja para pelaku pelaksana MBM lebih efektif dan berjalan dengan
baik. Sedangkan evaluasi yang dilakukan oleh kepala madrasah menjadi bahan
masukan kepada para pelaku MBM sejauh mana pelaksanaan MBM di madrasah.
Seiring dengan kebijakan di atas, berikut hasil wawancara dengan Kepala Tata
Usaha MTs Negeri Model Palopo sebagi berikut:
Bapak kepala madrasah selalu mengawasi pelaksanaan MBM ini, misalnya
dalam kaitannya dengan supervisi pendidikan, beliau selalu melaksanakan
program supervisi kelas, melalukan inspeksi ke kelas-kelas, pemeriksaan bahan
ajar, sampai pada pembinaan kegiatan ekstrakurikuler. Pembagian tugas
melalui pelaksanaan kegiatan di madrasah sesuai kemampuan guru dan staf
serta pengelolaan keuangan. Pengawasan dan evaluasi yang dilakukan kepala
madrasah dengan membuat instrumen guna mengukur tingkat keberhasilan
guru-guru dalam proses pembelajaran, keberhasilan melaksanakan kegiatan
dan tugas staf mengelola administrasi dan keuangan. Tapi terkadang guru-guru
tidak diberdayakan untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan baik,
21Drs. Nawir R. Wakil Kepala Madrasah Urusan Kurikulum MTs Negeri Model Palopo,
Wawancara, Palopo, 12 April 2012.
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lancar dan produkrif. Hal ini terjadi karena kepala madrasah ingin melihat
sejauh mana kompetensi guru-guru. 22
Untuk mendukung hasil wawancara di atas, berikut hasil wawancara dengan
salah seorang guru MTs Negeri Model Palopo yang mengatakan bahwa:
Tentunya kepala madrasah melakukan pengawasan terhadap kinerja guru, staf,
bahkan keamanan madrasah. Biasanya kepala madrasah melakukan
pengawasan terhadap sikap, tingkah laku, perbuatan, atau kegiatan yang
dilakukan dalam proses peningkatan pendidikan, aturan-aturan yang
diberlakukan sering di sosialisasikan kepada guru, staf dan seluruh peserta
didik agar diketahui dan dapat dijalankan dengan baik.23
Pendapat salah seorang peserta didik sebagai berikut:
Pembinaan yang dilakukan kepala madrasah khususnya kepada kami itu dalam
bentuk kegiatan-kegiatan kesiswaan, pembinaan ahlak dalam bentuk pelatihan,
pesantren kilat, pembinaan olahraga. Semuanya itu dilakukannya bersama
dengan guru-guru yang ditunjuknya.24
Peranan kepemimpinan Kepala MTs Negeri Model Palopo sangat dibutuhkan
dalam pelaksanan MBM. Kepala madrasah tersendiri memiliki tipe yang mampu
menerima dan memberikan suasana yang harmonis dan dinamis dan seluruh
komunitas madrasah selalu kompak dan solid dalam mengusung keberhasilan
madrasah untuk mencapai tujuan pendidikan. Peran penting seorang kepala
madrasah adalah mampu mengatur dan memberdayakan seluruh komponen yang ada
di madrasah.
Dari hasil wawancara sebelumnya penulis mendapatkan informasi tentang
apa yang telah direncanakan oleh kepala madrasah bersama komponen madrasah.
22Hasri, S.Ag. Wakil Kepala Madrasah Urusan Kesiswaan MTs Negeri Model
Palopo,Wawancara, Palopo, 16 april 2012.
23Drs. Alinurdin, Guru Mata pelajaran Al-Qur’an Hadis dan Kepala Lab. Komputer MTs
Negeri Model Palopo, Wawancara, Palopo, 17 Juni 2012.
24Renaldi, siswa kelas VIII MTs Negeri Model Palopo, Wawancara, Palopo, 14 April 2012.
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Pembangunan fisik misalnya: pembangunan ruang kelas dua ruangan, melakukan
rehab bangunan kelas, membangun pagar pembatas, dan sarana olahraga.
Pembiayaannya sendiri dari bersal dari dana APBN. Perbaikan masjid oleh swadaya
masyarakat dan orang tua peserta didik. Pembangunan non fisik diantaranya: melalui
pelatihan tenaga pengajar, pelatihan pengelolaan administrasi, pengembangan
kurikulum madrasah, kegiatan kesiswaan baik intra maupun ekstrakurikuler,
mengikuti lomba tingkat kota, daerah, bahkan skala nasional dan telah mencapai
hasil yang cukup memuaskan. Pembiayaannya dari dana BOS. Sistem penggajian
yang ada di madrasah atas dasar aturan otonomi madrasah dan diberikan kepada
guru melalui dana gratis dari dinas yang terkait. Penambahan jam kerja diberikan
dengan sistem tunjangan jabatan dan pemberian hasil atas kinerja dari setiap
pelaksanaan kegiatan.
Penjelasan lebih lanjut dari Wakil Kepala Madrasah urusan Kurikulum MTs
Negeri Model Palopo menjelasakn bahwa:
Bapak kepala madrasah setiap melakukan tindakan disesuaikan dengan kondisi
madrasah, misalnya pengelolaan kurikulum madrasah dilakukan dengan
bertahap, merencanakan, mengornisasikan, melaksanakan, dan mengawasi
serta mengevaluasi sesuai dengan tanggung jawab yang diberiakn. Pembagian
tugas mengajar, penyusunan jadwal pelajaran, jadwal kegiatan siswa,
mengelola keuangan dibagi dengan beberapa bendahara pengeluaran, ini semua
disusun secara teratur.25
Pemimpin memiliki peranan yang sangat penting dalam memandu guru dan
para administrator untuk bekerjasama dalam satu kelompok tim, hal ini dalam
25Drs. Nawir R. Wakil Kepala Madrasah Urusan Kurikulum MTs Negeri Model Palopo,
Wawancara, Palopo, 12 April 2012.
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pemberdayaan semua warga madrasah. Sekaitan dengan peran kepala madrasah
sebagai pemimpin maka ada beberapa hal yang harus dilakukan dan menjadi solusi
dalam mengatasi segala hambatan yang dialami, diantaranya adalah:
1. Melibatkan para guru dan seluruh staf dalam aktivitas penyelasaian masalah,
dengan menggunakan metode ilmiah dasar, prinsip-prinsip mutu statistik dan
kontrol proses.
2. Memilih untuk meminta pendapat mereka tentang berbagai hal dan tentang
bagaimana cara mereka menjalankan proyek dan tidak sekedar menyampaikan
bagaimana seharusnya mereka bersikap.
3. Menyampaikan sebanyak mungkin informasi manajemen untuk membantu
pengembangan dan peningkatan komitmen mereka.
4. Menanyakan pendapat staf tentang sistem dan prosedur mana saja yang
menghalangi mereka dalam menyampaikan mutu kepada para pelajar, orang tua
dan partner kerja.
5. Memahami bahwa keinginan untuk meningkatkan kualitas para guru tidak sesuai
dengan manajemen atas ke bawah (top down).
6. Memindahkan tanggung jawab dan kontrol pengembangan tenaga profesional
langsung kepada guru dan pekerja teknis.
7. Mengimplementasikan komunikasi yang sistematis dan kontinyu di antara setiap
orang yang terlibat dalam madrasah.
8. Mengembangkan kemampuan pemecahan masalah serta negosiasi dalam rangka
menyelesaikan konflik.
9. Memiliki sikap membantu tanpa harus mengetahui semua jawaban bagi setiap
masalah dan tanpa rasa rendah diri.
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10.Menyediakan materi pembelajaran konsep mutu seperti membangun tim,
manajemen proses, layanan pelanggan, komunikasi serta kepemimpinan.
11.memberikan teladan yang baik, dengan cara memperlihatkan karakteristik yang
diinginkan dan menggunakan waktu untuk melihat situasi dan kondisi institusi
dengan mendengarkan keinginan guru dan lainnya.
12.Belajar untuk berperan sebagai pelatih dan bukan sebagai bos.
13.Memberikan otonomi dan berani mengambil resiko.
14.Memberikan perhatian yang berimbang dalam menyediakan mutu bagi para guru,
staf, dan siswa.26
Dari uraian di atas, kepala MTs Negeri Model Palopo telah berusaha
melaksanakan MBM dengan format yang ada. Hal ini dilakukannya terkait dengan
peranan kepemimpinan kepala madrasah sebagai pengambil kebijakan dan segala
keputusan di madrasah.
Dalam rangka mengarahkan dan membimbing siswa dalam kegiatan intra dan
ekstrakurikuler madrasah, biasanya kepala madrasah juga mengirimkan peserta didik
untuk mengikuti perlombaan, hal ini dimaksudkan untuk membekali peserta didik
pengetahuan baru dan pengalaman dan juga untuk menegembangkan kemampuan
komunikasi di luar lingkungan madrasah. Dalam pelaksanaan MBM, kepala
madrasah juga menginformasikan apa yang telah di raih oleh madrasah berupa
prestasi-prestasi baik guru ataupun peserta didik sebagai akuntabilitas publik dan
kepada masyarakat diluar madrasah. Dengan demikian, peningkatan profesionalisme
guru tidak luput dari perhatian kepala madrasah seperti mengikutsertakan tenaga
26Edwar Sallis, Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan (Peran Strategis Pendidikan di Era
Globalisasi Modern) (Jogjakarta: IRCiSoD, 2010), h. 176-177.
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pendidik dalam berbagai pelatihan dan penataran. Inilah peranan kepala madrasah
sebagai pendiddik dalam bingkai pelaksanaan MBM di madrasah.
Tipe kepemimpinan demokratis yang digunakan kepala madrasah melibatkan
semua pihak, dan tipe inilah menjadi pendukung kepala madrasah dalam mengambil
suatu kebijakan di madrasah. Tipe inilah yang dimiliki kepala MTs Negeri Model
Palopo sehingga tercipta suasana sejuk, tenang dan belum pernah ada masalah tanpa
penyelesaian.
Berdasarkan beberapa hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa
peran pelaksanaan MBM di MTs Negeri Model Palopo berjalan dengan segala upaya
yang telah dilakukan oleh kepala madrasah dan warga madrasah lainnya. Dalam
melaksanakan MBM tentu tidak berjalan sesuai ketentuan, ada saja kekurangan yang
dihadapi baik itu keterbatasan waktu, lingkungan serta adanya program yang tidak
terencana dengan maksimal, sehingga hasil tidak maksimal pula. Sekaitan dengan
hal itu, yang berkenaan pemberian tanggung jawab bagi warga madrasah
memberikan motivasi kepada semua tenaga pendidik, staf, peserta didik untuk
melakukan inovasi-inovasi yang cemerlang menuju madrasah yang handal, dengan
melakukan MBM dapat mengembangkan kurikulum, program pengajaran harian,
mingguan, bulanan, tahunan, juga menganalisis dan mengevaluasi program
pembelajaran yang lain. Dengan melakukan konsep yang ada sehingga melahirkan
prestasi lulusan mencapai tingkat kelulusan yang cukup memuaskan.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian pada bab pembahasan sebelumnya, maka dapatlah ditarik
beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Kepemimpinan kepala MTs Negeri Model Palopo senantiasa mengedepankan
musyawarah dan konsultasi dengan komponen yang ada di madrasah.
Pembuatan keputusan dan proses penetapan kebijakan juga dilakukan
berdasarkan masukan dari semua pihak. Pola komunikasi terbuka dan
berlangsung timbal balik sesuai dengan norma yang disepakati bersama.
Kepala madrasah mempunyai tipe kepemimpinan demokratis sehingga
menghasilkan situasi dan kondisi kerja yang dinamis dan harmonis.
2. Faktor yang menunjang  pelaksanaan MBM di MTs Negeri Model Palopo
adalah potensi dan kemampuan kepala madrasah, sumber daya manusia yang
profesional, dukungan sarana dan prasarana yang sudah cukup memadai,
adanya sikap gotong royong, serta adanya organisasi baik formal maupun
informal yang menjadi  tempat menghimpun ide dan saran-saran. Adapun
faktor penghambat pelaksanaan MBM adalah masih kurangnya partisipasi
masyarakat, masih adanya guru atau staf kurang serius dalam melaksanakan
tugas, serta masih ada siswa kurang taat pada aturan. Solusi dalam mengatasi
faktor penghambat pelaksanaan MBM diantaranya: sosialisasi secara
mendalam terhadap komponen madrasah, Sikap dari pengelola terhadap
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pelaksanaan MBM harus terbuka, dan meningkatkan sikap profesionalitas
kerja, Mengadakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan
kemampuan kelembagaan, Pengawasan siswa melalui aturan madrasah,
Perbedaan pendapat dalam sebuah komunitas wajar saja, dan perbedaan
menjadi sebuah potensi dalam pemgambilan keputusan, Pertemuan yang
bervariasi dan menyenangkan.
3. Pelaksanaan MBM berlangsung dengan baik secara efektif dan efisien berkat
kerjasama antara kepala madrasah dan guru, serta warga madrasah. Dalam
pelaksanaan MBM pada MTs Negeri Model Palopo, kepala madrasah sebagai
figur kunci dalam mendorong perkembangan dan kemajuan madrasah. Kepala
madrasah senantiasa melakukan pengawasan dan evaluasi dalam rangka
melihat sejauh mana keberhasilan pelaksanaan MBM. Dan keberhasilan
MBM telihat dengan pengelolaan madrasah sehingga menjadikan madrasah
yang unggul, baik dari segi prestasi akademik maupun non akademik,
peningkatan kualitas pendidikan dimana tingkat kelulusan selama
kepemimpinannya meningkat 100 %, keberhasilan semua ini tak luput dari
kerjasama dari semua komponen yang ada di madrasah.
B. Implikasi Penelitian
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ada beberapa implikasi atau
rekomendasi kepada pihak yang peduli terhadap dunia pendidikan, kepemimpinan
kepala madrasah dalam manajemen berbasis madrasah:
1. Kepala madrasah diharapkan kiranya mempertahankan kerjasama yang
telah dibangun dalam menjalankan roda kepemimpinan, mengelola
madrasah dengan menerapkan MBM untuk mengantarkan madrasah yang
unggul dan berkualitas demi tercapainya tujuan pendidikan.
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2. Diharapkan kepada kepala madrasah supaya selalu tetap terbuka kepada
bawahan, menghargai serta menerima segala kritik dan saran sehingga
menunjang program-program unggulan di madrasah.
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